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Sisilia Nurteta

STUDI JUMLAH ANAK YANG DIINGINKAN
DALAM PERSPEKTIF MAKRO SOSIO-
EKONOMI DI INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 93-104

Memiliki anak yang banyak berarti membutuhkan
banyak biaya untuk pemenuhan sandang, pangan,
kesehatan, pendidikan dan hiburan. Pada masa
sekarang, keluarga lebih memandang nilai anak yang
dimiliki, lebih kepada kualitas bukan hanya kuantitas.
Nilai anak ini berkaitan dengan jumlah anak yang
diinginkan yang kebanyakan dipengaruhi oleh faktor
mikro dalam rumah tangga. Namun, terdapat indikasi
bahwa faktor makro sosio-ekonomi turut memberikan
pengaruh terhadap jumlah anak yang diinginkan.
Kajian ini menggunakan analisis korelasi untuk
melihat hubungan antara rata-rata jumah anak yang
diinginkan dengan variabel makro seperti penggunaan
kontrasepsi, indeks pembangunan manusia (IPM),
pendapatan per kapita, persentase penduduk miskin,
usia kawin pertama dan pengeluaran perkapita per
tahun di Indonesia. Dari hasil analisis korelasi yang
dilakukan, variabel penggunaan kontrasepsi, IPM,
persentase penduduk miskin, pengeluaran perkapita
dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
perempuan terbukti secara statistik memengaruhi rata-
rata jumlah anak yang diinginkan, sedangkan variabel
pendapatan per kapita dan usia kawin pertama tidak
terbukti secara statistik mempengaruhi. Penelitian ini
menemukan bahwa penentuan jumlah anak yang
diinginkan tidak hanya dipengaruhi variabel mikro
rumah tangga, tetapi juga variabel makro
sosioekonomi.

Kata kunci: nilai anak, jumlah anak yang diinginkan,
kelahiran, biaya anak

Isti Larasati Widiastuty

PENGARUH KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
TERHADAP DINAMIKA ANGKA HARAPAN
HIDUP DI JAWA BARAT

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 105-118

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas
hidup perempuan terhadap dinamika angka harapan
hidup di Provinsi Jawa Barat. Kualitas hidup
perempuan memegang peranan penting dalam
percepatan pencapaian berbagai tujuan pembangunan
berkelanjutan. Kualitas hidup perempuan dalam kajian
diukur menggunakan variabel rata-rata lama sekolah
perempuan, pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan, dan proporsi perempuan yang bekerja
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan
teknisi. Kajian ini menemukan bahwa ketiga variabel
tersebut secara signifikan memengaruhi angka harapan
hidup. Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,646
menunjukkan ketiga variabel bebas secara simulatan
memengaruhi variabel terikat. Artinya, sekitar 64,6%
faktor penopang angka harapan hidup di Jawa Barat
dapat dijelaskan oleh variabel rata-rata lama sekolah
perempuan, pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan, dan perempuan bekerja sebagai tenaga
profesional, manajer, adminstrasi dan teknis. Sisanya
dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas hidup perempuan perlu terus
diupayakan, terutama dari aspek pendidikan dan
ekonomi untuk memberikan ruang dan akses
perempuan meningkatkan harapan hidup masyarakat.

Kata kunci: pembangunan manusia, tujuan
pembangunan berkelanjutan, angka harapan hidup,
gender
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Sri Sulastri, Hetty Krisnani, Diah Puspita Sari,
Rindang Ekawati

PENANGANAN UNMET NEED KB DI KAMPUNG
KB: STUDI KASUS DI DUA KAMPUNG KB DI
KABUPATEN CIANJUR

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 119-136

Salah satu tugas Kampung KB (Keluarga Berencana)
adalah menurunkan proporsi unmet need KB dengan
mendayagunakan para petugas lapangan KB dan
menggalang dukungan dari institusi terkait. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
penanganan unmet need KB di dua Kampung KB di
Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara
mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Data
dianalisis secara deskriptif berdasarkan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen
pencatatan data yang digunakan sehari-hari di lokasi
penelitian belum dapat mengidentifikasi kelompok
wanita dengan unmet need KB. Situasi ini
menyebabkan pelayanan informasi KB yang ada
belum didasarkan atas kebutuhan kelompok sasaran.
Setelah pembentukan Kampung KB, layanan informasi
KB dan layanan kontrasepsi lebih gencar dilakukan.
Meskipun semua layanan ini memudahkan pasangan
usia subur dengan unmet need KB untuk mendapatkan
informasi terkait dan kontrasepsi, kegiatan monitoring
dan evaluasi belum dapat dilakukan karena ketiadaan
petugas, serta data kelompok sasaran dan data pasca
layanan tidak tersedia. Selain itu, belum ada
pembagian kerja yang jelas antara pengurus Kampung
KB dan petugas lapangan KB lainnya dalam setiap
tahap kegiatan penanganan unmet need KB.

Kata kunci: unmet need KB, kampung KB, kesehatan
reproduksi, pengembangan kapasitas komunitas.
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DETERMINAN PERILAKU BERISIKO REMAJA
TERKAIT SEKSUALITAS DI ERA GLOBALISASI:
KASUS KOTA MEDAN

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 137-152

Remaja berperan penting dalam pembangunan di era
globalisasi, tetapi mereka berada pada masa rentan
melakukan perilaku berisiko terkait seksualitas.
Tulisan ini disusun berdasarkan survei tahun 2017
terhadap 401 remaja di Kota Medan untuk mengkaji
determinan perilaku berisiko terkait seksualitas. Hasil
survei menunjukkan 11% responden mempunyai
perilaku berisiko tinggi, 34% sedang, dan 55% rendah.
Analisis uji statistik Pearson Chi-kuadrat menemukan
variabel-variabel yang signifikan terhadap perilaku
berisiko remaja mencakup karakteristik responden,
lingkungan keluarga, teman sebaya, teknologi
informasi, dan perilaku berisiko nonseksualitas.
Selanjutnya, hasil regresi logistik menunjukkan
determinan perilaku berisiko remaja terkait seksualitas
dipengaruhi 8 faktor: jenis kelamin, umur remaja,
memiliki kakak laki-laki dan jenis kelamin (interaksi),
mempunyai teman sebaya yang pernah melakukan
seks pranikah, mempunyai teman homoseksual,
frekuensi mengakses internet, pernah merokok, serta
pernah mengonsumsi narkotika, psikotropika atau zat
adiktif lainnya (NAPZA). Studi ini merekomendasikan
perlunya kebijakan/program  yang memberikan
informasi kepada remaja dan orang tua mengenai
seksualitas dan identitas gender, pornografi, serta
kesehatan reproduksi secara komprehensif dan
kekinian.

Kata kunci: Remaja, perilaku berisiko, seksualitas,
globalisasi, Kota Medan.
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Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 153-164

Fertilitas remaja menjadi isu yang menjadi perhatian
baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah masih melihat kehamilan dan melahirkan
pada usia remaja sebagai suatu permasalahan yang
harus diatasi. Melahirkan pada usia remaja dapat
mengarah pada rendahnya tingkat pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara
fertilitas remaja - dalam hal ini adalah melahirkan pada
usia remaja - dengan capaian pendidikan wanita di
Indonesia. Berdasarkan data SDKI 2017, sekitar
31,5% wanita yang memiliki anak lahir hidup
melahirkan pertama kali pada usia remaja yaitu di
bawah 20 tahun. Dari kelompok penduduk tersebut,
3,8% melahirkan di luar nikah, serta 9,8% hamil di
luar nikah dan melahirkan dalam ikatan perkawinan.
Dengan menggunakan metode instrumental variabel
(1V), hasil penelitian menunjukkan bahwa melahirkan
pada usia remaja memiliki hubungan negatif terhadap
lama pendidikan wanita. Setelah dikontrol dengan
karakteristik individu dan komunitas/lingkungan,
wanita yang melahirkan pertama kali pada usia remaja
mempunyai lama pendidikan 3,5 tahun lebih rendah
daripada wanita yang melahirkan pertama kali pada
usia 20 tahun ke atas.

Kata Kunci: fertilitas remaja, capaian pendidikan,
lama sekolah, melahirkan usia remaja
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PENTINGNYA PENANGANAN PASCABENCANA
YANG BERFOKUS PADA PENDUDUK UNTUK
MEWUJUDKAN BUILD BACK BETTER:
PEMBELAJARAN DARI BENCANA PALU, SIGI,
DAN DONGGALA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 165-184

Sendai Framework  2015-2030  menekankan
pentingnya pemulihan yang lebih baik atau build back
better pascabencana. Proses penanganan pascabencana
merupakan tahapan penting untuk mewujudkan tujuan
tesebut. Secara umum, proses pemulihan cenderung
menekankan aspek fisik dan mengabaikan aspek
penduduk. Tulisan ini bertujuan untuk memahami
proses pemulihan pascabencana gempabumi dan
tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018 yang berfokus
pada peluang dan tantangan pemulihan yang lebih
baik. Penyediaan hunian sementara (Huntara) menjadi
studi kasus dalam kajian ini karena merupakan salah
satu kebutuhan utama penyintas pascabencana.
Analisis data berdasarkan kajian literatur dan data
primer hasil kaji cepat penanganan pascabencana di
Palu, Donggala, dan Sigi pada bulan Desember 2018.
Berdasarkan konsep people-centered, hasil penelitian
menunjukkan penyediaan huntara masih berfokus pada
produk dan kurang memedulikan perannya sebagai
suatu proses. Penyediaan Huntara yang menekankan
pada proses sudah muncul tetapi masih merupakan
inisiatif kelompok masyarakat tertentu. Mereka
membangun Huntara sebagai transisi untuk pulih lebih
baik dengan menekankan aspek keamanan dan
kenyamanan. Dapat disimpulkan bahwa penyintas
bencana perlu dilibatkan dalam masa transisi menuju
pemulihan yang lebih baik.

Kata Kunci: people-centered, pascabencana, hunian
sementara, build back better, pengurangan risiko
bencana
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Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi dan
komunikasi, serta peningkatan akses transportasi
semakin mempermudah terjadinya mobilitas sirkuler.
Meskipun masih terus terjadi perdebatan tentang
konsep mobilitas sirkuler, tetapi istilah ini dapat
diartikan sebagai perpindahan berulang, baik ke daerah
tujuan yang sama maupun berbeda, tanpa disertai
keinginan untuk menetap di suatu daerah tujuan.
Tulisan ini bertujuan untuk melihat tipe mobilitas
penduduk di masa kini, dengan fokus pada mobilitas
sirkuler. Data yang digunakan bersumber dari Kkajian
literatur dan hasil-hasil penelitian Pusat Penelitian
Kependudukan (P2K) - Lembaga llmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mengenai mobilitas penduduk. Hasil
kajian memperlihatkan telah terjadi kecenderungan
peningkatan arus mobilitas sirkuler. Mobilitas sirkuler
pada umumnya dilakukan untuk alasan pekerjaan dan
pendidikan.  Pekerja  migran  sirkuler  masih
berkeinginan untuk pindah ke daerah tujuan lain yang
menawarkan kesempatan kerja/usaha yang lebih baik.
Selanjutnya, pelajar/mahasiswa berkeinginan untuk
kembali ke daerah asal atau pindah ke daerah tujuan
baru setelah menyelesaikan pendidikan.

Kata kunci: mobilitas penduduk, mobilitas sirkuler,
pekerja migran, migran pelajar, TIK

Rahmat Saleh, Dian Wahyu Utami, Irin Oktafiani

PERAN PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
(PPI)  DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, Desember 2019, Hal 199-212

Alasan ekonomi merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan seseorang bermigrasi ke luar negeri.
Namun ada juga yang bermigrasi untuk melanjutkan
studi ke jenjang yang lebih tinggi. Artikel ini mengkaji
peran pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya yang
tergabung di dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia
(PPI) dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja
Indonesia (TKI). Penelitian difokuskan pada PPI di
negara yang memiliki jumlah TKI paling banyak yaitu
Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Data primer dikumpulkan — melalui
wawancara dan data sekunder melalui telaah pustaka.
Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa PPI
memiliki peran dalam upaya perlindungan TKI. Peran
tersebut diwujudkan melalui berbagai kontribusinya
seperti sumbangan ide/gagasan, diskursus, menjadi
mediator, memfasilitasi rumah singgah, bantuan
pemulangan, bantuan dan pendampingan hukum
(advokasi), serta kegiatan pemberdayaan ekonomi
maupun pendidikan bagi TKI dan keluarganya.

Kata Kunci: migrasi pelajar internasional;
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), perlindungan
tenaga kerja Indonesia

Vi



Abstract

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA $

LIPI

Vol. 14, No. 2, December 2019

Sisilia Nurteta

STUDY OF WANTED CHILDREN IN THE
MACRO SOSIO-ECONOMIC PERSPECTIVE IN
INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 93-104

Having a lot of children requires costs for fulfilling
clothes, food, health, education and entertainment
needs. Nowadays, families put more consideration at
the value of children in terms of quality, not just
guantity. The value of children is related to the number
of children desired that mainly influenced by micro-
level factors in the household. Nevertheless, there are
indications that macro socio-economic factors also
influence the number of desired fertility. This study uses
correlation analysis to see the relationship between the
average number of wanted children and macro
variables such as contraceptive use, human
development index (HDI), income per capita,
proportion of poor population, age of first marriage,
expenditure per capita per year, and woman’s Work
participation. The results show that the variables of
contraceptive use, HDI, percentage of poor people,
expenditure per capita, and female labour participation
rate are statistically proven to affect the average
number of desired children, while the variable income
per capita and age at first marriage are not statistically
significant. This study argued that the number of
desired children is not only influenced by household
micro variables but also socio-economic macro
variables.

Keywords: value of children, desired number of
children, fertility, cost of children

Isti Larasati Widiastuty

THE EFFECT OF WOMEN'S QUALITY OF LIFE
ON THE DYNAMICS OF LIFE EXPECTANCY IN
WEST JAVA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 105-118

This study aims to determine the effect of women's
quality of life on the dynamics of life expectancy in
West Java Province. Women's quality of life plays an
essential role in accelerating the achievement of
various targets of Sustainable Development Goals
(SDGs). Women's quality of life in this study is
measured by women's average length of schooling,
women's adjusted per capita expenditure, as well as
the proportion of woman who works as professionals,
managers, administration and technicians. This study
finds that these three variables significantly influence
life expectancy. The coefficient of determination (R2)
of 0.646 shows that all three independent variables
simultaneously affect the dependent variable. It means
that about 64.6% of life expectancy factors can be
explained by women mean years schooling, adjusted
women per capita expenditure, and the proportion of
woman as professional, managerial, administrative
and technical workers. The remainder is explained by
other variables. Thus, it is necessary to promote the
improvement of women's quality of life, particularly in
terms of education and economic aspects to provide
space and access for women to increase the
population’s life expectancy.

Keywords:  human
expectancy, gender

development, SDGs, life
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HANDLING UNMET NEED FOR FAMILY
PLANNING IN KAMPUNG KB: A CASE STUDY IN
TWO KAMPUNG KB IN CIANJUR REGENCY

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 119-136

One of the tasks of Kampung KB (Keluarga
Berencana) is to reduce the proportion of unmet need
for family planning by utilizing family planning field
officers and gaining support from related institutions.
This study aims to analyze the process of handling the
unmet need for family planning in two Kampung KB
in Cianjur Regency. The research used a qualitative
approach in forms of individual in-depth interviews
and focus group discussions. Data are analyzed
descriptively based on case studies. The findings
indicate that data recording instruments used daily in
the research sites have not been able to identify groups
of women with unmet need for family planning.
Therefore, the existing services of family planning
information have not been based on the needs of the
target group. After the formation of Kampung KB,
family  planning  information  services and
contraception services were more vigorous. While all
of the services ease couples of childbearing age with
unmet need for family planning to get related
information and contraception, monitoring and
evaluation activities still cannot be carried out
because of the unavailability of officers as well as the
target group and post-service data. In addition, there
is no clear division of labor between the board
Kampung KB and other family planning field officers
in each stage of the handling of unmet need for family
planning.

Keywords: unmet need for family planning, kampung
KB, reproductive health, community capacity building

Zainal Fatoni, Augustina Situmorang

DETERMINANT OF ADOLESCENT  RISKY
BEHAVIORS RELATED TO SEXUALITY IN THE
GLOBALIZATION ERA: CASE OF MEDAN CITY

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 137-152

Adolescents play an essential role in development in
the era of globalization, but they are also in a
vulnerable period to do risky behaviors related to
sexuality. This paper is based on a 2017 survey of 401
adolescents in Medan city to examine the determinants
of risk behavior related to sexuality. The survey shows
that 11% of respondents have high-risk behavior, 34%
are moderate, and 55% are low. Pearson’s chi-square
analysis found significant variables related to
respondent characteristics, family background, peers,
information  technology, and non-sexual risky
behaviors. Furthermore, the results of multivariate
logistic regression showed the determinants of risky
adolescent behaviors related to sexuality were
influenced by eight factors: sex, age of adolescence,
has brothers and sex (interaction), have peers who
have had premarital sex, have homosexual friends,
frequency of accessing the internet, have ever
smoking, and have ever consumed drugs. This study
recommends the need for policies/programs that
provide information to adolescents and parents about
sexuality and gender identity, pornography, as well as
reproductive health in a comprehensive and up-to-date
manner.

Keywords: Adolescent, risky behavior, sexuality,
globalization, Medan City
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ADOLESCENT  FERTILITY IN  INDONESIA:
RELATION BETWEEN TEENAGE CHILDBEARING
AND WOMEN EDUCATIONAL ATTAINMENT

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 153-164

Adolescent fertility has become concerns at both
national and international levels. The government of
Indonesia views pregnancy and teenage childbearing
as a problem that must be overcome. Giving birth in
adolescence can lead to low levels of education. The
aim of this study is to examine the relationship
between adolescent fertility which is teenage
childbearing and women’s educational attainment in
Indonesia. The data source used is the Indonesia
Demographic and Health Survey (IDHS) 2017. Based
on IDHS 2017, among women who have given birth.
Around 31.5% of women gave birth for the first time
before the age of 20. Of those, 3.8% gave birth out of
wedlock, and 9.8% gave birth after postconception
marriage. By using the instrumental variable (1V)
method, the results of the study show that there is a
negative association between giving birth in
adolescent and women’s educational attainment. After
controlling for individual and
community/environmental characteristics, women who
experienced first birth during their adolescence have
3.5 years of education lower than women who give
birth for the first time at the age of 20 years and
above.

Keywords: adolescent fertility, educational attainment,
years of schooling, teenage childbearing
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Gusti Ayu Ketut Surtiari

THE IMPORTANCE OF PEOPLE CENTER
APPROACH IN THE POST DISASTER
MANAGEMENT TO SUPPORT BUILD BACK
BETTER: LESSON LEARNED FROM DISASTER
IN PALU, SIGI AND DONGGALA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 165-184

Abstract

Sendai  Framework 2015-2030 highlights the
importance of build back better after a disaster. Post-
disaster management is an important stage to reach
this goal. In general, rehabilitation process tends to
focus on physical aspects and rarely considering
people as the center. This paper aims to examine the
rehabilitation process after earthquake and tsunami in
Central Sulawesi in 2018 focused on opportunities and
challenges to build back better. The temporary shelter
(Huntara) is selected as the case study as it is the most
urgent need after disaster. Data analysis is based on
literature reviews and primary data from rapid
assessment in December 2018 in Palu, Sigi, and
Donggala. Based on the people-centered concept,
results show that most of the temporary shelters are
provided as a product and less concern about its
function as a process. However, some temporary
shelters have considered the process that comes from
civil society’s initiatives. They propose Huntara as a
transition by proposing a feeling of comfort and
secure. To conclude, survivors need to be involved in
the rehabilitation process to build back better.

Keywords: people-centered, post-disaster, temporary
shelter, build back better, disaster risk reduction
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Haning Romdiati, Mita Noveria

DIMENSIONS OF POPULATION MOBILITY:
MOVE NOT TO STAY

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 185-198

Significant improvement in information, communication
and technology, followed by increased transportation
access has made circular mobility much easier.
Although circular mobility is not a well-established
concept, it refers to repeated migration experiences
between origin and destination areas, and there is no
intention to stay permanently in any particular
destination. This paper aims to assess current types of
population mobility, with special focus on circular
mobility. Besides literature review, the analysis on this
study based on recent studies on population mobility
conducted by Research Centre for Population -
Indonesian Institute of Sciences. The results show that
there is a tendency for increased flow of circular
mobility. In general, circular mobility is motivated by
occupation and education reasons. Migrant workers
still intend to migrate to other destinations that offer
better job opportunities. Moreover, students plan to
move to origins or move to new destinations after
completing their education.

Keywords: population mobility, circular mobility,
migrant workers, student migrants, ICT

Rahmat Saleh, Dian Wahyu Utami, Irin Oktafiani

THE ROLE OF THE INDONESIAN STUDENT
ASSOCIATION (PPI) IN THE EFFORT OF
PROTECTION OF THE INDONESIAN LABOUR
IN MALAYSIA

Jurnal Kependudukan Indonesia
Vol.14, No. 2, December 2019, Page 199-212

International migration is usually motivated by
economic reasons. However, many people also
migrate overseas to continue studies in higher-level
education. This paper analyses the role of Indonesian
students abroad, especially those who are members of
the Indonesian Student Association (PPI) in protecting
Indonesian workers (TKI). The research is focused on
PPl in the country with the highest number of
Indonesian migrant workers, namely Malaysia. This
study applied a qualitative approach to collect
primary and secondary data. Primary data was
collected through interviews, and secondary data was
gained through literature review. The research shows
that PPI, as an agent of change, has a role in
protecting migrant workers. The PPI has various kinds
of contributions such as expressing ideas and
discourses to protect international migrant workers,
becoming a mediator (in solving conflicts involving the
workers), facilitating shelter, providing repatriation
assistance, legal assistance and advocacy, as well as
economic empowerment and education activities for
migrant workers and their families.

Keywords: international student migration; Indonesia
overseas students’ association; Indonesian
international migrant workers’ protection




Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 14 No. 2 Desember 2019| 93-104

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)
e-ISSN : 2502-8537 (Online)

STUDI JUMLAH ANAK YANG DIINGINKAN
DALAM PERSPEKTIF MAKRO SOSIO-EKONOMI DI INDONESIA

(STUDY OF DESIRED NUMBER OF CHILDREN
IN THE MACRO SOCIO-ECONOMIC CONTEXT IN INDONESIA)

Sisilia Nurteta
BPS Provinsi Jambi

Korespondensi penulis: sisilia@bps.go.id

Abstract

Having a lot of children requires costs for fulfilling
clothes, food, health, education and entertainment needs.
Nowadays, families put more consideration at the value
of children in terms of quality, not just quantity. The
value of children is related to the number of children
desired that mainly influenced by micro-level factors in
the household. Nevertheless, there are indications that
macro socio-economic factors also influence the number
of desired fertility. This study uses correlation analysis
to see the relationship between the average number of
wanted children and macro variables such as
contraceptive use, human development index (HDI),
income per capita, proportion of poor population, age of
first marriage, expenditure per capita per year, and
woman’s Work participation. The results show that the
variables of contraceptive use, HDI, percentage of poor
people, expenditure per capita, and female labour
participation rate are statistically proven to affect the
average number of desired children, while the variable
income per capita and age at first marriage are not
statistically significant. This study argued that the
number of desired children is not only influenced by
household micro variables but also socio-economic
macro variables.

Keywords: value of children, desired number of children,
fertility, cost of children

Abstrak

Memiliki anak yang banyak berarti membutuhkan
banyak biaya untuk pemenuhan sandang, pangan,
kesehatan, pendidikan dan hiburan. Pada masa sekarang,
keluarga lebih memandang nilai anak yang dimiliki,
lebih kepada kualitas bukan hanya kuantitas. Nilai anak
ini berkaitan dengan jumlah anak yang diinginkan yang
kebanyakan dipengaruhi oleh faktor mikro dalam rumah
tangga. Namun, terdapat indikasi bahwa faktor makro
sosio-ekonomi turut memberikan pengaruh terhadap
jumlah anak yang diinginkan. Kajian ini menggunakan
analisis korelasi untuk melihat hubungan antara rata-rata
jumah anak yang diinginkan dengan variabel makro
seperti penggunaan kontrasepsi, indeks pembangunan
manusia (IPM), pendapatan per Kkapita, persentase
penduduk miskin, usia kawin pertama dan pengeluaran
perkapita per tahun di Indonesia. Dari hasil analisis
korelasi yang dilakukan, variabel penggunaan
kontrasepsi, IPM, persentase penduduk miskin,
pengeluaran perkapita dan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) perempuan terbukti secara statistik
memengaruhi rata-rata jumlah anak yang diinginkan,
sedangkan variabel pendapatan per kapita dan usia
kawin pertama tidak terbukti secara statistik
mempengaruhi. Penelitian ini menemukan bahwa
penentuan jumlah anak yang diinginkan tidak hanya
dipengaruhi variabel mikro rumah tangga, tetapi juga
variabel makro sosioekonomi.

Kata kunci: nilai anak, jumlah anak yang diinginkan,
kelahiran, biaya anak
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PENDAHULUAN

Angka kelahiran di Indonesia mengalami fluktuasi yang
signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970-an,
hasil Sensus Penduduk tahun 1971 menunjukkan angka
kelahiran total (TFR) sebesar 5,61. Hal ini berarti
bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki berkisar
antara 5-6 orang (BPS, 2018a). Fenomena ini terus
mengalami penurunan hingga tahun 1994. Hasil Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
menunjukkan bahwa TFR pada tahun 1994 tercatat
sebesar 2,85, yang berarti rata-rata jumlah anak yang
dimiliki menjadi hanya 2-3 orang (BPS, 2018a).

Pada masa baby boom di tahun 1970-an, jumlah
kelahiran bayi sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini,
pemerintah  menggalakkan  program  Keluarga
Berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk Indonesia. Penurunan drastis yang terjadi
secara terus menerus tersebut merupakan salah satu
bentuk keberhasilan pemerintah dalam menggalakkan
program KB (Heryanah, 2015). Pandangan banyak
anak banyak rejeki secara perlahan mulai bergeser ke
arah keluarga kecil bahagia sejahtera (Siregar, 2003).
Dengan adanya keyakinan bahwa anak sebagai masa
depan keluarga, dalam perkembangan selanjutnya, tiap
keluarga dituntut untuk memiliki rencana dalam
meningkatkan kualitas hidup anak. Dengan kata lain
kualitas anak lebih dipandang penting daripada jumlah
anak. Keluarga lebih mengedepankan kesejahteraan,
pendidikan dan kesehatan anak. Semakin banyak anak
yang dimiliki, semakin besar biaya yang diperlukan,
termasuk biaya kesehatan, pendidikan, hiburan, dan
lainnya.

Perkembangan zaman semakin modern dan tuntutan
globalisasi mulai merubah gaya hidup masyarakat
Indonesia sampai ke pelosok wilayah. Peran keluarga
menjadi semakin penting, tidak ada lagi batasan antara
peran ayah dan ibu, keduanya berperan bersama,
bahkan sampai bertukar peran. Tuntutan gaya hidup ini
mulai menyulitkan keluarga dengan jumlah anak yang
banyak. Memiliki jumlah anak yang banyak berarti
membutuhkan banyak biaya untuk pemenuhan
sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan juga
hiburan (National Research Council, 1983). Jika pada
zaman dahulu nilai anak lelaki lebih tinggi daripada
anak perempuan, maka untuk masa sekarang tidak ada
lagi perbedaan antara nilai anak laki-laki dan
perempuan. Sama halnya dengan anak laki-laki,

pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan anak
perempuan menjadi sama pentingnya. Nilai anak dapat
ditinjau dari berbagai segi, yaitu dalam segi agama,
sosial, ekonomi dan psikologis (Ihromi, 1999). Nilai
anak dari segi agama dianggap bahwa anak adalah
titipan Tuhan yang harus dirawat dan dijaga, sedangkan
dalam kehidupan sosial, tampak dalam hal anak
berperan sebagai penerus keturunan dan ahli waris.

Dari sisi ekonomi, anak dipandang sebagai aset yang
berperan dalam memberikan bantuan ekonomis kepada
orang tua, baik berupa bantuan tenaga kerja maupun
materi. Sementara itu, nilai anak dari segi psikologis
dapat bernilai positif maupun negatif. Nilai positif
termasuk anak dapat memberikan perasaan aman,
bangga, puas, memberikan dorongan dan semangat
kerja, serta menghangatkan keluarga. Sebaliknya nilai
negatifnya anak juga menimbulkan perasaan was-was,
khawatir, repot, kurang bebas, dan lain-lain (Ihromi,
1999). Jumlah anak yang diinginkan dan nilai anak
terbukti positif saling memengaruhi (National Research
Council, 1982). Jumlah anak yang diinginkan tersebut
disesuaikan dengan keperluan anak di masa depan,
pendapatan orang tua dan biaya pemeliharaan anak
(Kashalala & Koch, 2014). Walaupun demikian,
terdapat indikasi bahwa pembangunan sosio ekonomi
memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah anak yang
dimiliki (Bongaarts, 1993).

Hasil SDKI menunjukkan bahwa TFR Indonesia
sebesar 2,6 pada tahun 2012, kemudian mengalami
penurunan hingga sebesar 2,4 pada tahun 2017
(BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, & USAID,
2018). TFR atau angka kelahiran total adalah rata-rata
jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama
masa usia suburnya. TFR Indonesia pada tahun 2017
adalah sebesar 2,4, hal ini berarti rata-rata jumlah anak
yang dilahirkan oleh wanita di Indonesia berkisar antara
2-3 orang anak. Dari angka ini, dapat digambarkan
bahwa wanita usia subur di Indonesia memiliki tidak
hanya dua anak, tapi banyak juga yang memiliki tiga
anak, bahkan jika dilihat menurut provinsi, ada yang
memiliki 4 anak. Selain angka kelahiran total (TFR),
SDKI juga menghasilkan TFR yang diinginkan, angka
ini menggambarkan rata-rata jumlah anak ideal yang
diinginkan selama masa usia suburnya. Perbandingan
antara jumlah kelahiran dan jumlah anak yang
diinginkan terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1.

Studi Jumlah Anak yang Diinginkan...| Sisilia Nurteta
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Dari Gambar 1 terlihat bahwa wanita di Indonesia
umumnya menginginkan jumlah anak sebanyak 2
orang. Dilihat per provinsi, jumlah anak yang
diinginkan terbanyak terdapat di Nusa Tenggara Timur
(NTT) sebesar 2,9 atau sekitar 3 orang. Di saat yang
sama, jumlah anak yang dimiliki saat ini adalah sebesar
3,4 atau berkisar 3-4 orang anak. Di Provinsi Papua,
rata-rata jumlah anak yang diinginkan sebesar 2,8,
sementara jumlah anak yang dimiliki saat ini adalah
sebanyak 3,3 atau berkisar antara 3-4 orang anak. Di
Maluku dan Papua Barat, jumlah anak yang diinginkan
sebesar 2,6, sedangkan jumlah anak yang dimiliki saat
ini adalah sebesar 3,3 dan 3,2. Jika jumlah anak yang
diinginkan ini dibandingkan dengan jumlah anak yang
dimiliki pada masing-masing provinsi, maka
didapatkan kesimpulan bahwa semua wanita di seluruh
provinsi di Indonesia menginginkan jumlah anak yang
lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anak yang
dimiliki saat ini. Hal ini menandakan adanya anak yang
tidak diinginkan atau dapat dikatakan anak yang tidak
direncanakan (unwanted fertility). Hal ini sejalan
dengan penelitian Bongaarts (1993) yang mengatakan
bahwa angka fertilitas total terdiri dari kelahiran yang
diinginkan dan kelahiran yang tidak diinginkan.

Kelahiran yang tidak diinginkan ini merupakan akibat
kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),
yang tercatat sebesar 10,6% (BKKBN, BPS,
Kementerian Kesehatan, & USAID, 2018). Unmet need
menandakan kondisi tidak terpenuhinya hak reproduksi
perempuan  karena  ketidakmampuan  mereka
menggunakan kontrasepsi. Hal ini dapat dikarenakan

antara lain pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin
menggunakan alat kontrasepsi, PUS yang tidak
menginginkan anak lagi, atau PUS yang ingin
menjarangkan kehamilan (Putro & Listyaningsih,
2017).

Faktor utama yang memengaruhi permintaan anak
menurut National Research Council (1982) adalah
biaya langsung dan keuntungan dari memiliki anak,
biaya kesempatan yang hilang karena memiliki anak,
selera atau preferensi pribadi terhadap anak, efek
pendapatan dan kekayaan, serta pengalaman merawat
anak. Di samping itu, seiring dengan pergeseran zaman,
pola komunikasi dalam keluarga masa kini cenderung
lebih terbuka, termasuk dalam perencanaan dan
membangun keluarga. Misalnya dalam hal menentukan
jumlah anak, semakin tinggi pendidikan, semakin
terbuka sikapnya dalam membicarakan hal itu dengan
pasangannya. Demikian juga halnya dengan pandangan
mengenai penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga.
Dengan demikian, pelaksanaan program KB telah
berhasil membentuk pola pikir masyarakat utamanya
mengenai pemahaman tentang jumlah anak yang pantas
bagi keluarganya (Fatchiati, 2015). Jika pada masa lalu,
ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, karena
adanya harapan bahwa anak akan dapat membantu
orang tua dalam memperoleh penghasilan. Hal ini
menyebabkan pendidikan anak menjadi hal yang sering
terabaikan, apalagi untuk anak perempuan yang hanya
dipersiapkan untuk menjadi istri yang hanya bertugas
sebagai ibu rumah tangga saja.
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Masih terbatasnya penelitian yang mengkaji variabel
jumlah anak yang diinginkan dilihat dari faktor-faktor
makro di bidang sosial ekonomi di Indonesia
mendorong perlunya dilakukan penelitian untuk
melihat hubungan antara faktor-faktor makro sosial
ekonomi dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan.
Secara  khusus, artikel ini  bertujuan  untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut memengaruhi
rata-rata jumlah anak yang diinginkan, menganalisis
pengaruh faktor penggunaan alat kontrasepsi,
pendapatan per kapita, pengeluaran per kapita, indeks
pembangunan manusia (IPM), persentase penduduk
miskin, dan usia kawin pertama terhadap rata-rata
jumlah anak yang diinginkan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk
melihat hubungan antara masing-masing variabel makro
sosio-ekonomi dan rata-rata jumah anak yang
diinginkan. Variabel makro sosio-ekonomi yang
diikutkan dalam penelitian ini adalah variabel
penggunaan kontrasepsi, IPM, pendapatan per kapita,
persentase penduduk miskin, usia kawin pertama, dan
pengeluaran per kapita per tahun. Ruang lingkup dalam
penelitian ini adalah 33 provinsi di seluruh Indonesia,
kecuali Kalimantan Utara karena keterbatasan data.
Data-data makro sosio-ekonomi dalam penelitian ini
seluruhnya diambil dari data Badan Pusat Statistik
(BPS). Data angka penggunaan kontrasepsi (CPR),
median usia kawin pertama dan rata-rata jumlah anak
yang diinginkan menurut provinsi diambil dari hasil
pendataan SDKI tahun 2017 (BKKBN, BPS,
Kementerian Kesehatan, & USAID, 2018). Data
pendapatan per kapita diambil dari data Produk
Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tahun
2017 (BPS, 2018b) dibagi dengan jumlah penduduk
provinsi hasil proyeksi SP2010 untuk tahun 2017
(Bappenas, BPS, & UNFPA, 2013). Data IPM menurut
provinsi merupakan hasil penghitungan dengan
melibatkan tiga dimensi penting dalam pembangunan
yakni dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan
dimensi eknomi (BPS, 2018c). Dimensi kesehatan yang
dimaksud adalah angka harapan hidup saat lahir (AHH).
AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu
masyarakat. Selanjutnya, dimensi pendidikan adalah
faktor rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama
sekolah. Dimensi ekonomi adalah pengeluaran per kapita
yang disesuaikan didapat dari nilai pengeluaran per

kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity-
PPP). Untuk data persentase penduduk miskin (BPS,
2018d) dan data pengeluaran perkapita per tahun (BPS,
2018e) diambil dari hasil pendataan Survei sosial
ekonomi nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada
bulan  Maret 2017 dengan  memperhitungkan
pengeluaran makanan dan non makanan dari semua
kelompok komoditas makanan. Semua variabel yang
digunakan merupakan variabel numerik.

Semua variabel tersebut dianalisis dengan terlebih
dahulu menghitung besaran korelasi tiap variabel makro
sosio-ekonomi terhadap rata-rata jumlah anak yang
diinginkan rumah tangga. Analisis korelasi bivariate
Pearson dilakukan untuk melihat seberapa kuat pengaruh
suatu variabel terhadap variabel lain, serta untuk melihat
arah pengaruhnya, positif atau negatif. Positif berarti
variabel bergerak ke arah yang sama, sedangkan negatif
berarti kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan.
Analisis selanjutnya adalah dengan melakukan analisis
deskriptif untuk melihat pengaruhnya secara luas.
Berikut adalah rumus korelasi Pearson (Burns, 1939)
yang digunakan yaitu:
5 vy — EDE

JEe -7 (22 - &)

T =

Keterangan:

r: korelasi Pearson antara variabel x dan y; bernilai -1 <r <1
tanda (+) dan (-) menandakan arah hubungan

n: jumlah sampel x = nilai variabel X, y = nilai variabel Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum rata-rata jumlah anak yang
diinginkan

Data jumlah anak yang diinginkan diambil dari SDKI
2017, pertanyaan ini diajukan kepada semua wanita dan
wanita pernah kawin usia 15 sampai 49 tahun. Untuk
penelitian ini, data yang diambil adalah pernyataan dari
wanita pernah kawin karena wanita yang sudah pernah
kawin berarti sudah sangat mengerti tentang nilai anak
yang akan menjadi tanggungannya. Hasil yang didapat
adalah bahwa jumlah anak yang diinginkan berkisar
antara 1,6 anak sampai 2,9 anak. Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan di Indonesia adalah sebanyak 2,1 anak,
yang berarti sebagian besar wanita pernah kawin
menginginkan anak 2 orang. Hal ini berarti sesuai
dengan target BKKBN yang menargetkan TFR sebesar
2,1 pada tahun 2025 (BKKBN, 2015). Provinsi dengan
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rata-rata jumlah anak yang diinginkan paling sedikit
adalah di Bali yaitu sebanyak 1,6 anak, diikuti oleh
Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa
Timur dan Sulawesi Utara sebanyak 1,8 anak.
Sementara itu, provinsi dengan jumlah anak yang
diinginkan terbanyak adalah Papua sebesar 2,8 anak dan
Nusa Tenggara Timur sebesar 2,9 anak.

Penggunaan kontrasepsi

Angka prevalensi kontrasepsi di Indonesia secara rata-
rata mencapai 63,6%. Jika dilihat menurut provinsi,
beberapa provinsi dengan persentase penggunaan
kontrasepsi di atas 70% adalah DI Yogyakarta (76%),
Kalimantan Tengah (73,2%), Kepulauan Bangka
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Jika

Belitung (71,1%), dan Bengkulu (70,5%) (BKKBN,
BPS, Kementerian Kesehatan, & USAID, 2018).
Banyaknya wanita yang menjadi peserta KB merupakan

salah satu indikator keberhasilan program KB dalam

menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus
mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas
(Hartoyo dkk., 2011).

dibandingkan antara variabel penggunaan
kontrasepsi dan jumlah anak yang diinginkan terlihat
bahwa jika penggunaan kontrasepsi tinggi maka jumlah
anak yang diinginkan semakin sedikit. Sebaliknya, jika
penggunaan kontrasepsi rendah maka jumlah anak yang
diinginkan banyak (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase pengguna kontrasepsi dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan
menurut provinsi, Indonesia, 2017
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Dari analisis korelasi Pearson (Tabel 1), tampak bahwa
hubungan antara variabel jumlah anak yang diinginkan
dan variabel penggunaan kontrasepsi sangat kuat dan
signifikan.

Tabel 1. Hasil analisis korelasi Pearson antara
penggunaan kontrasepsi dan rata-rata jumlah
anak yang diinginkan

Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=-0,755
sign = 0,000

Korelasi Pearson

Penggunaan kontrasepsi

Arah hubungan yang bersifat negatif menandakan bahwa
jika terjadi penambahan jumlah anak yang diinginkan
maka persentase penggunaan kontrasepsi mengalami

penurunan, demikian juga sebaliknya. Hal ini berarti
bahwa untuk menurunkan jumlah anak yang diinginkan
adalah dengan meningkatkan persentase penggunaan
kontrasepsi. Dapat disimpulkan bahwa variabel
penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu faktor
yang ikut menentukan jumlah anak yang diinginkan.
Alat kontrasepsi dijadikan sebagai salah satu cara untuk
mengatur jumlah anak, baik jumlah anak yang dimiliki
maupun jumlah anak yang diinginkan, sebab kontrasepsi
dapat digunakan untuk membatasi  sekaligus
menjarangkan kehamilan.

Pendapatan per kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proxy
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atau pendekatan dari variabel pendapatan per kapita.
PDRB per kapita dapat dimaknai sebagai nilai tambah
yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk di suatu
wilayah dalam kurun waktu satu tahun. BPS (2018f)
menggambarkan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah
dengan PDRB per kapita tertinggi dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 228,0 juta rupiah
per tahun. Namun TFR di wilayah ini justru sangat

rendah yaitu 2,2 anak, bahkan jumlah anak yang
diinginkan hanya 1,8 anak. Kondisi lain terjadi di Nusa
Tenggara Timur, PDRB per kapita di wilayah ini
merupakan PDRB per kapita terendah namun TFR di
wilayah ini sangat tinggi hingga mencapai 3,4.
Gambaran mengenai variabel pendapatan per kapita dan
jumlah anak yang diinginkan terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pendapatan per kapita dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan menurut provinsi, Indonesia, 2017
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Apabila dilihat dari hasil analisis korelasi Pearson
(Tabel 2), dapat dijelaskan bahwa kedua variabel ini
terbukti tidak signifikan saling memengaruhi. Hal ini
dikarenakan variabel pendapatan per kapita merupakan
variabel makro yang mencerminkan pembangunan
ekonomi secara luas bukan hanya dari pendapatan
rumah tangga saja, sedangkan pertimbangan untuk
memiliki anak merupakan keputusan rumah tangga.

Tabel 2. Hasil analisis korelasi Pearson antara
pendapatan per kapita dan rata-rata jumlah
anak yang diinginkan

Korelasi Pearson Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=-0,244
sign=0,171

Pendapatan per kapita

Dengan kata lain, pendapatan per Kkapita bukan
merupakan faktor yang dapat menentukan jumlah anak
yang ingin dimiliki suatu rumah tangga. Pendapatan per
kapita disini merupakan akumulasi pendapatan nasional
yang didistribusikan secara menyeluruh ke seluruh
penduduk Indonesia menurut provinsi masing-masing,

mencakup seluruh nilai tambah barang dan jasa dari
seluruh unit produksi di semua lapangan usaha yang ada
di Indonesia (BPS, 2018g) dan bukan pendapatan yang
hanya diterima rumah tangga.

Pengeluaran per kapita per tahun

Berbeda dengan pendapatan per Kkapita, variabel
pengeluaran per kapita per bulan merupakan variabel
yang benar-benar mencerminkan biaya yang dikeluarkan
oleh rumah tangga. Namun, elemen di dalam variabel ini
tidak hanya meliputi pengeluaran untuk biaya anak,
tetapi juga termasuk seluruh kelompok komoditas yaitu
rata-rata pengeluaran per kapita dibagi rata-rata total
pengeluaran perkapita dikali seratus persen (BPS,
2018f). Jika dibandingkan secara deskripif antara
variabel pengeluaran per kapita per tahun dan variabel
rata-rata jumlah anak ideal yang diinginkan, terlihat
bahwa pola dari kedua variabel cenderung tidak
terstruktur (Gambar 4). Sebagai contoh, Aceh memiliki
pengeluaran per kapita per tahun rendah, tetapi rata-rata
jumlah anak yang diinginkan justru tinggi, Sementara
itu, Lampung memiliki pengeluaran per kapita per tahun
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rendah dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan juga
rendah. Contoh lainnya adalah DKI Jakarta memiliki
pengeluaran per kapita per tahun sangat tinggi namun
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justru rata-rata jumlah anak yang diinginkan sangat
rendah.

Gambar 4. Pengeluaran per kapita per tahun dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan
menurut provinsi, Indonesia, 2017
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Selanjutnya dengan memperhatikan hasil analisis
korelasi Pearson (Tabel 3), terlihat bahwa hubungan
antara pengeluaran per kapita dan jumlah anak yang
diinginkan terbukti kuat dan signifikan, dengan arah
hubungan yang negatif. Hal ini berarti bahwa pada saat
pengeluaran per kapita per tahun semakin tinggi, maka
rumah tangga cenderung menurunkan jumlah anak yang
diinginkannya, demikian juga sebaliknya jika
pengeluaran per kapita per tahun sedikit, maka rumah
tangga cenderung menambah jumlah anak yang
diinginkannya.

Hasil analisis korelasi Pearson antara
pengeluaran per kapita dan rata-rata jumlah
anak yang diinginkan

Tabel 3.

Korelasi Pearson Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r =-0,497
sign = 0,003

Pengeluaran per kapita

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa variabel
pengeluaran per kapita per tahun merupakan salah satu
faktor yang ikut menentukan rumah tangga dalam
memutuskan jumlah anak yang ingin dimilikinya.
Dengan adanya anak, situasi ini tentunya berimplikasi
pada munculnya proporsi pengeluaran rumah tangga
yang dikeluarkan untuk biaya anak. Biaya anak ini

tergantung dari kebutuhan masing-masing anak, antara
lain meliputi biaya pendidikan, kesehatan, juga biaya
pangan dan sandangnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Indonesia telah berada pada tingkat yang cukup
menggembirakan. Data BPS menunjukkan pada tahun
2017 IPM Indonesia mencapai 70,81%, yaitu capaian
pembangunan dengan kategori tinggi. Beberapa provinsi
dengan capaian IPM di atas capaian nasional adalah
Sumatera Barat (71,24%), Riau (71,79%), Kepulauan
Riau (74,45%), DKI Jakarta (80,06%), DI Yogyakarta
(78,89%), Banten (71,42%), Bali (74,30%), Kalimantan
Timur (75,12%), dan Sulawesi Utara (71,66%).

IPM mencerminkan capaian pembangunan dengan
mempertimbangkan dimensi ekonomi, pendidikan dan
kesehatan. Ketiga dimensi ini diasumsikan sangat erat
kaitannya dengan penentuan rata-rata jumlah anak yang
ingin dimiliki. Hal ini dikarenakan nilai dan biaya anak
ditentukan juga oleh faktor ekonomi, pendidikan dan
kesehatan. Jika dibandingkan dengan variabel rata-rata
jumlah anak yang ingin dimiliki, pola yang terlihat
adalah bahwa terjadi hubungan terbalik antara kedua
variabel tersebut (Gambar 5). Sebagai contoh, Provinsi
Nusa Tenggara Timur memiliki nilai IPM rendah hamun
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rata-rata jumlah anak yang ingin dimiliki sangat besar.
Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM sangat

tinggi tapi rata-rata jumlah anak yang ingin dimiliki
sangat sedikit.

Gambar 5. IPM dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan menurut provinsi, Indonesia, 2017
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Analisis dengan menggunakan korelasi Pearson (Tabel
4) menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan rata-
rata jumlah anak yang diinginkan terbukti secara
signifikan saling memengaruhi. Arah hubungan ini
bersifat negatif, yang berarti bahwa jika di suatu wilayah
memiliki nilai IPM yang tinggi maka rumah tangga
cenderung menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit.
Demikian juga sebaliknya, jika suatu wilayah dengan
IPM rendah maka rumah tangga cenderung akan
menginginkan jumah anak yang lebih banyak.

Tabel 4. Hasil analisis korelasi Pearson antara IPM dan
rata-rata jumlah anak yang diinginkan

Korelasi Pearson Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=-0,723
sign = 0,000

Indeks Pembangunan
Manusia

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan
bahwa IPM merupakan salah satu faktor yang ikut
menentukan jumlah anak yang ingin dimiliki oleh suatu
rumah tangga. Hampir searah dengan variabel
pengeluaran per Kkapita, variabel IPM ini juga
memperhitungkan  aspek-aspek  penting  dalam
menentukan biaya anak.

Persentase penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin Indonesia pada semester 1
tahun 2017 sebesar 10,64% (BPS, 2018d). Beberapa
provinsi memiliki persentase penduduk miskin di atas 15
persen, antara lain Aceh (16,89%), Bengkulu (16,45%),
Nusa Tenggara Barat (16,07%), Nusa Tenggara Timur
(21,85%), Gorontalo (17,65%), Maluku (18,45%), Papua
Barat (25,10%) dan Papua (27,62%).

Jika dibandingkan antara variabel persentase penduduk
miskin dan variabel rata-rata jumlah anak yang
diinginkan pada tiap provinsi di Indonesia terlihat bahwa
hubungan kedua variabel ini tidak memiliki pola yang
linear (Gambar 6). Contohnya, Nusa Tenggara Timur
memiliki persentase penduduk miskin cukup besar dan
memiliki rata-rata jumlah anak yang diinginkan cukup
banyak. Sementara itu, Papua memiliki persentase
penduduk miskin paling tinggi namun menginginkan
jumlah anak yang sedikit, sedangkan Bali memiliki
persentase penduduk miskin yang kecil dan rata-rata
jumlah anak yang diinginkan juga sedikit.
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Gambar 6. Persentase penduduk miskin dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan menurut provinsi, Indonesia, 2017

29

~
1=}
ST~
Ly
25 5 20/ % 21
7 7T & x| gl
ST 2% 52 \3 0| [ ﬁ’/\i’/
; E + 1S 4 sl PPl =l PO
= ] 2 T iy o o o .J_K 1y
N Pt | alo el B 7 N SV \ !
.. ~ —
\“"i 18 g A = [ 81.8/ 1 o] }
5 (=]
NBEE NSV e IR E J
o I = © 4 w I~ T | oo \l \
N NS~ N3 MBS hdl
\ —— L ~ [T
= m = 7 = =] ap oo = o b~ = ™ = = = = R = ft = m f = o o o — m
g e s c5s52EEFgcc2egEgeEieEEgssIsg88sRsE2ECE 3
2 o ® o 5 2 =2 2 & @ m© @ g E e a E m© Wi E & wg § £ © 3 T =
<> a B g wmgE x5 g E 8 @S §FES Fg B DI SREL
© @ w5 gg @ = @ = = @ 9 ® ©m EF WV o bk wn 5 5B 2 3=
S T = @ @ = 5 = B - c &8 O = = o @ = 2
o @ P o= 5 3 3 & ] i} a m = 5 2 S o
B ® o £ S0 8 z = & 8BS EEC = ¢ 8 2 S =
E E T 2z = 5 S S E& s aam s 3 =
a & E B = =25 EE="Y3 3R e
e 3 2 @ ¥ [7T ®T = o5
= S 9 = o v
@
b~ =z =
g aa - 0, 1 1
Angka fertilitas yang diinginkan =% penduduk miskin

Sumber: BPS (2018a, 2018d)

Analisis korelasi Pearson (Tabel 5) menunjukkan bahwa
hubungan antara persentase penduduk miskin dan rata-
rata jumlah anak yang diinginkan terbukti secara statistik
signifikan dan saling memengaruhi. Dapat dicermati
bahwa arah hubungan ini bersifat positif, yang berarti
bahwa semakin besar persentase penduduk miskin di
suatu wilayah, maka semakin banyak jumlah anak yang
diinginkan, demikian juga sebaliknya.

5. Hasil analisis korelasi Pearson antara
persentase penduduk miskin dan rata-rata
jumlah anak yang diinginkan

Tabel

Korelasi Pearson Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=-0,668
sign = 0,000

Persentase penduduk
miskin

Dari analisis ini dapat dinyatakan bahwa persentase
penduduk miskin merupakan salah satu faktor yang ikut
menentukan jumlah anak yang ingin dimiliki oleh suatu
rumah tangga. Besarnya jumlah penduduk miskin
merupakan suatu cerminan dari majunya pembangunan
suatu wilayah (Syawie, 2014). Maju atau tidaknya suatu
wilayah dapat ditandai dengan semakin pesatnya
pembangunan di wilayah tersebut. Seiring dengan
kemajuan suatu wilayah, daya tarik wilayah tersebut juga
semakin tinggi untuk menarik pendatang dari luar
wilayah untuk alasan pekerjaan, pendidikan dan alasan
ekonomi lainnya. Semakin maju suatu wilayah, maka
semakin banyak penduduk yang datang bermigrasi,
namun tidak semua pendatang tersebut dapat terserap
oleh lapangan pekerjaan yang ada, akibatnya jumlah

penduduk miskin di wilayah tersebut bertambah. Dalam
hubungannya dengan jumlah anak yang diinginkan, jika
persentase penduduk miskin bertambah, maka jumlah
anak yang diinginkan cenderung semakin besar. Hal ini
berkaitan dengan nilai anak dari segi ekonomi, sebab
anak diharapkan dapat membantu penghasilan keluarga,
baik dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi materi.

Usia kawin pertama

Rata-rata usia kawin pertama wanita umur 25-49 tahun
adalah 20,8 tahun atau sekitar 20-21 tahun. Median usia
kawin pertama berbeda untuk masing-masing provinsi.
Meskipun BKKBN telah menetapkan usia kawin
pertama untuk wanita minimal adalah 20 tahun, namun
pada kenyataannya masih ada wanita yang menikah
sebelum memasuki usia 20 tahun. Provinsi dengan
median usia kawin pertama di bawah usia 20 tahun
antara lain Jambi (19,7 tahun), Kalimantan Tengah (19
tahun) dan Kalimantan Selatan (19,5 tahun).

Perbandingan antara variabel usia kawin pertama dan
rata-rata jumlah anak yang diinginkan terlihat pada
Gambar 7. Pada gambar tersebut terlihat pola yang
berbeda-beda untuk tiap provinsi. Nusa Tenggara Timur
memiliki median usia kawin pertama cukup tinggi dan
memiliki rata-rata jumlah anak yang diinginkan cukup
besar, sedangkan Papua memiliki median usia kawin
pertama rendah dan rata-rata jumlah anak yang
diinginkan cukup besar. Selanjutnya, Kepulauan Riau
memiliki median usia kawin pertama tinggi dan rata-rata
jumlah anak yang diinginkan sangat rendah.
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Gambar 7. Usia kawin pertama dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan menurut provinsi, Indonesia, 2017
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Dari hasil analisis korelasi Pearson yang dilakukan
(Tabel 6) tampak bahwa hubungan antara usia kawin
pertama dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan
terbukti secara statistik tidak signifikan. Meskipun usia
kawin pertama terbukti memengaruhi angka kelahiran
total (Hartoyo dkk., 2011), namun ternyata tidak sama
pengaruhnya terhadap jumlah anak yang diinginkan. Hal
ini dikarenakan tidak semua wanita yang menikah ingin
langsung memiliki anak dengan berbagai alasan.

Tabel 6. Hasil analisis korelasi Pearson antara usia
kawin pertama dan rata-rata jumlah anak yang
diinginkan

Korelasi Pearson

Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=-0,053
sign = 0,770

Usia kawin pertama

Partisipasi kerja perempuan

Variabel partisipasi kerja perempuan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah variabel Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) khusus perempuan baik di
wilayah  perkotaan maupun perdesaan. TPAK
merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja
dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
TPAK mengindikasikan besarnya persentase usia kerja
yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.
Semakin tinggi TPAK, semakin tingi pula pasokan
tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang
dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK perempuan
di Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 50,89%. Provinsi
dengan TPAK terkecil adalah Sulawesi Utara dengan

41,7 persen disusul Kalimantan Timur sebesar 42,33%
dan Banten sebesar 42,8%, sedangkan TPAK tertinggi
adalah Bali sebesar 67,7% dan Papua sebesar 67,45%.

Gambar 8 menunjukkan pola hubungan TPAK
perempuan dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan
untuk tiap provinsi. Papua memiliki TPAK dan rata-rata
jumlah anak yang diinginkan cukup besar, kemudian
Riau dengan TPAK rendah sedangkan rata-rata jumlah
anak yang diinginkan cukup besar, selanjutnya
Yogyakarta dengan TPAK tinggi sedangkan rata-rata
jumlah anak yang diinginkan sangat rendah.

Dari hasil analisis korelasi Pearson (Tabel 7), terlihat
bahwa hubungan variabel TPAK perempuan dan rata-
rata jumlah anak yang diinginkan terbukti secara statistik
tidak signifikan saling memengaruhi. Studi terdahulu
menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
perempuan untuk bekerja (Majid & Handayani, 2012)
Namun, kajian ini menunjukkan bahwa partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja dan jumlah anak yang
diinginkan tidak terbukti saling memengaruhi.

Tabel 7. Hasil analisis korelasi Pearson antara TPAK
perempuan dan rata-rata jumlah anak yang
diinginkan

Korelasi Pearson Rata-rata jumlah anak
yang diinginkan
r=0,101
sign = 0,576

TPAK perempuan
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Gambar 8. TPAK perempuan dan rata-rata jumlah anak yang diinginkan menurut provinsi, Indonesia, 2017
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KESIMPULAN

Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan pada
penelitian ini, beberapa variabel makro sosioekonomi
telah terbukti secara statistik mempengaruhi rata-rata
jumlah anak yang diinginkan. Variabel penggunaan
kontrasepsi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita
terbukti secara statistik memengaruhi rata-rata jumlah
anak yang diinginkan.

Variabel penggunaan kontrasepsi, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan pengeluaran per kapita memiliki
arah hubungan yang negatif. Sementara itu, variabel
persentase penduduk miskin memiliki arah hubungan
yang positif. Dengan kata lain, hasil analisis ini
mengindikasikan bahwa jika penggunaan kontrasepsi
besar, atau jika nilai IPM tinggi, atau jika pengeluaran
per kapita per tahun meningkat, maka rumah tangga
cenderung menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit.
Hal yang berbeda ditemukan pada variabel persentase
penduduk miskin yang memiliki hubungan yang positif
dengan variabel rata-rata jumlah anak yang diinginkan.
Hal ini berarti bahwa jika persentase penduduk miskin
bertambah maka rata-rata jumlah anak yang diinginkan
justru mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.

Keputusan seseorang untuk menentukan jumlah anak
yang diinginkannya semakin kompleks pada masa
sekarang ini. Pertimbangan terkait jumlah anak bukan
lagi hanya berdasarkan kultur atau kebiasaan setempat,

melainkan sudah mulai mempertimbangkan faktor lain
yang lebih luas. Perlu pula dipikirkan bahwa tuntutan
zaman masa kini dan masa depan menjadi hal yang tidak
dapat dihindari lagi. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa variabel makro sosio-ekonomi juga turut
menentukan seseorang menentukan jumlah anak yang
diinginkan. Anak dipandang bukan lagi dari sisi
kuantitas saja, melainkan juga dari sisi kualitasnya.
Globalisasi dan kemajuan teknologi menuntut setiap
anak untuk dapat bersaing di ranah nasional maupun
dunia. Hal tersebut yang akhirnya merubah gaya hidup
dan tuntutan di level paling kecil yaitu keluarga.
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Abstract

This study aims to determine the effect of women's
quality of life on the dynamics of life expectancy in West
Java Province. Women's quality of life plays an
essential role in accelerating the achievement of
various targets of Sustainable Development Goals
(SDGs). Women's quality of life in this study is
measured by women's average length of schooling,
women's adjusted per capita expenditure, as well as the
proportion of woman who works as professionals,
managers, administration and technicians. This study
finds that these three variables significantly influence
life expectancy. The coefficient of determination (R2) of
0.646 shows that all three independent variables
simultaneously affect the dependent variable. It means
that about 64.6% of life expectancy factors can be
explained by women mean years schooling, adjusted
women per capita expenditure, and the proportion of
woman as professional, managerial, administrative and
technical workers. The remainder is explained by other
variables. Thus, it is necessary to promote the
improvement of women's quality of life, particularly in
terms of education and economic aspects to provide
space and access for women to increase the
population’s life expectancy.

Keywords: human development, SDGs, life expectancy,
gender

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas
hidup perempuan terhadap dinamika angka harapan
hidup di Provinsi Jawa Barat. Kualitas hidup
perempuan memegang peranan penting dalam
percepatan pencapaian berbagai tujuan pembangunan
berkelanjutan. Kualitas hidup perempuan dalam kajian
diukur menggunakan variabel rata-rata lama sekolah
perempuan, pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan, dan proporsi perempuan yang bekerja
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan
teknisi. Kajian ini menemukan bahwa ketiga variabel
tersebut secara signifikan memengaruhi angka harapan
hidup. Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,646
menunjukkan ketiga variabel bebas secara simulatan
memengaruhi variabel terikat. Artinya, sekitar 64,6%
faktor penopang angka harapan hidup di Jawa Barat
dapat dijelaskan oleh variabel rata-rata lama sekolah
perempuan, pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan, dan perempuan bekerja sebagai tenaga
profesional, manajer, adminstrasi dan teknis. Sisanya
dijelaskan oleh variabel lainnya. Oleh karena itu,
peningkatan kualitas hidup perempuan perlu terus
diupayakan, terutama dari aspek pendidikan dan
ekonomi untuk memberikan ruang dan akses
perempuan meningkatkan harapan hidup masyarakat.

Kata kunci: pembangunan manusia, tujuan
pembangunan berkelanjutan, angka harapan hidup,
gender
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PENDAHULUAN

Peran perempuan dalam peningkatan angka harapan
hidup adalah isu penting di era pencapaian target
Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini
disebabkan berbagai dimensi kemiskinan dan
keterbatasan akses masyarakat erat kaitannya dengan
hidup perempuan  (Indraswari, 2009). Tidak
mengherankan jika kualitas pendidikan, kesehatan,
maupun ekonomi perempuan menjadi isu penting
dalam mencapai tujuan SDGs.

Di Provinsi Jawa Barat, khususnya, pemerintah
setempat memberikan perhatian penting terhadap upaya
peningkatan kualitas hidup perempuan melalui
pengguliran program “Sekolah Perempuan Mencapai
Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta)” pada akhir tahun
2018. Program ini dirancang sebagai upaya
meningkatkan kekuatan keluarga, nilai ekonomi, dan
perlindungan anak. Tantangan peningkatan kualitas
hidup perempuan di provinsi ini tampak nyata seiring
dengan turunnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Jawa Barat pada tahun 2017 (89,18) dibanding tahun
sebelumnya (89,56). Jika ditinjau dari kualitas sumber
daya manusia (SDM) secara umum, perempuan di Jawa
Barat mengalami peningkatan kualitas SDM, namun
tidak secepat laki-laki. Hal ini tampak dari IPM (Indeks
Pembangunan Manusia) perempuan di provinsi ini yang
meningkat dari 66,37 di tahun 2016 menjadi 66,78 pada
tahun 2017. Adapun IPM laki-laki di Jawa Barat
meningkat 1,04%, lebih cepat dari pertumbuhan IPM
perempuan sebesar 0,62%. IPM laki-laki di Jawa Barat
tahun 2016 sebesar 74,11 meningkat menjadi 74,88 di
tahun 2017 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Peningkatan  kualitas  hidup  perempuan perlu
mendapatkan perhatian besar sebab hal ini berperan
penting dalam percepatan pencapaian berbagai target
SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang didukung oleh
169 target yang bertujuan mengukur dimensi sosial,
ekonomi  dan lingkungan dari  pembangunan
berkelanjutan ~ (Kementerian  PPN/Bappenas &
UNICEF, 2017). Berbagai target SDGs ditujukan agar
tidak ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk
perempuan. Secara khusus, tujuan ketiga dan tujuan
kelima memiliki keterkaitan erat dengan kualitas hidup
perempuan. Tujuan SDGs ketiga adalah memastikan
kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan
bagi seluruh penduduk pada semua usia. Pada tahun
2030, setiap negara menargetkan untuk mengurangi

kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12
per 1000 Kkelahiran dan kematian balita
menjadi serendah 25 per 1.000 kelahiran (Kementerian
PPN/Bappenas, 2017). Adapun tujuan SDGs kelima
adalah mencapai kesetaraan ~ gender  dan
memberdayakan semua perempuan dan anak
perempuan, serta memastikan perempuan dapat
berpartisipasi penuh dan memiliki kesempatan yang
sama dalam kehidupannya.

Indonesia masih menghadapi beban terkait pencapaian
target SDGs bidang kesehatan, yaitu upaya penurunan
angka kematian bayi, angka kematian ibu, upaya
penanggulangan penyakit (baik menular maupun tidak
menular), dan pemerataan akses fasilitas kesehatan.
Jawa Barat, secara spesifik, juga menghadapi persoalan
serupa sebab dari 1.000 kelahiran hidup di wilayah ini,
17 bayi lahir meninggal di bulan pertama kehidupannya
dan 38 meninggal sebelum mencapai usia lima tahun
(Kementerian PPN/Bappenas & UNICEF, 2017).
Kondisi ini tentunya ini menjadi tantangan bagi
berbagai pemangku kepentingan di Jawa dan
memerlukan berbagai intervensi di sektor kesehatan
(Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk
memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Badan
Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018a). Sebagai
provinsi dengan proporsi jumlah penduduk terbesar di
Indonesia (18,34%) (Kementerian PPN/Bappenas, BPS
& UNFPA, 2013), Jawa Barat menghadapi tantangan
signifikan terkait kesehatan penduduknya. Salah satu
tantangan yang dihadapi adalah masih cukup tingginya
angka kematian bayi (AKB) di wilayah ini. Hasil Survei
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan
AKB Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan provinsi-
provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 2015, AKB
Jawa Barat mencapai 18,7%, lebih tinggi dibanding
DKI Jakarta (13,3%), Jawa Tengah (15,34%), DI
Yogyakarta (12,8%), Jawa Timur (17,6%), dan Banten
sebesar 16,9% (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kehidupan
masyarakat dan terkait erat dengan perempuan. Sampai
saat ini, masih beredar pandangan dalam masyarakat
bahwa tanggung jawab pemeliharaan kesehatan
keluarga ada pada pundak perempuan. Hal ini terkait
erat dengan fungsi mereka sebagai ibu rumah tangga
yang bertanggung jawab terhadap kehamilan, kelahiran,
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masa menyusui, dan pemeliharaan anak sampai anak
mandiri (Nurhidayati, 1999).

Dari sudut ekonomi, pentingnya faktor kesehatan bagi
manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber
daya manusia (SDM) (Ananta & Hatmadji, 1985).
Kajian Wisana (2001) juga menyebutkan dalam rangka
meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu
ditingkatkan standar hidup masyarakat yang pada
gilirannya dapat meningkatkan status kesehatan
masyarakat. Salah satu indikator untuk mengukur
kualitas hidup masyarakat adalah Angka Harapan
Hidup (AHH). AHH menunjukkan perkiraan lama
hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada
perubahan pola mortalitas menurut umur (Badan Pusat
Statistik, 2018). AHH yang rendah dapat disebabkan
oleh tingginya angka kematian bayi, hambatan untuk
memperoleh layanan kesehatan, dan faktor lainnya.
Analisis terhadap dinamika AHH di suatu wilayah,
penting sebagai masukan bagi penentu kebijakan untuk
mengetahui disparitas AHH antarwilayah dan prioritas
intervensinya. Selanjutnya, pengetahuan mengenai
faktor penyebab terkait dengan kondisi AHH dari sisi
kesehatan, sosial ekonomi, dan indikator lainnya,
termasuk hasil-hasil studi terkait, juga diperlukan untuk
kepentingan perumusan kebijakan peningkatan AHH di
wilayah tersebut.

Kualitas hidup merupakan suatu representasi yang
bersifat kompleks karena tidak hanya berupa ukuran
yang dapat terlihat saja, tetapi juga termasuk yang tidak
dapat diamati secara langsung (Galitsya, 2017). Mehra
(1997) juga mengemukakan bahwa peningkatan
kualitas hidup perempuan tecermin pada empat
indikator kunci, yang meliputi peningkatan angka
harapan hidup perempuan, peningkatan partisipasi
sekolah dasar bagi anak perempuan, penurunan tingkat
kelahiran total menurun, serta peningkatan akses
perempuan terhadap kontrasepsi.

Kualitas hidup perempuan yang lebih baik dapat dicapai
dengan peningkatan kesetaraan gender (Bappenas,
2012). Chioda dkk. (2011) menyatakan bahwa
peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui
peningkatan pendidikan dan peluang pekerjaan bagi
perempuan, serta pengembangan ke dunia luar yang
berdampak pada kontrol atas kelahiran. Pemberdayaan
ekonomi perempuan juga berkorelasi positif dalam
meningkatkan kesehatan reproduksi (Rao, 2014).

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017
Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pendidikan
perempuan memberikan pengaruh bagi tingkat
kesehatan. Mayoritas kelahiran hidup dari wanita yang
memiliki pendidikan tamat SLTA dan perguruan tinggi
(95%) merujuk pada persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
merupakan salah satu elemen kunci penurunan
kematian ibu dan bayi baru lahir (BKKBN, BPS, &
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2018).

Galistya (2017) menjelaskan keterkaitan erat kualitas
hidup perempuan dan status kesehatan masyarakat,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Kualitas
hidup perempuan tercapai dengan adanya kesetaraan
gender melalui akses dan kontrol perempuan terhadap
kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya,
berdasarkan dimensi kesetaraan gender di Indonesia,
indikator yang signifikan terhadap kualitas hidup
perempuan meliputi rasio angka harapan lama sekolah
perempuan dibanding laki-laki, rasio rata-rata lama
sekolah perempuan dibanding laki-laki, rasio jumlah
pekerja dibayar perempuan dibanding laki-laki, rasio
upah buruh/karyawan/pegawai perempuan dibanding
laki-laki, persentase keterwakilan perempuan di
parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga
professional, manajer, administrasi, dan teknis, angka
harapan hidup perempuan, persentase perempuan 15-49
tahun berstatus kawin dan sedang menggunakan KB,
serta persentase persalinan yang ditolong tenaga
kesehatan terlatih.

Berdasarkan berbagai kajian sebelumnya, studi ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kualitas
hidup perempuan terhadap AHH di Jawa Barat.
Variabel AHH sebagai variabel tak bebas diasumsikan
sebagai indikator yang paling dapat diandalkan untuk
menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dan
membandingkan tingkat kesehatan antarwilayah
(Korreveski, 2011). Sementara itu, variabel bebas
dalam penelitian ini meliputi kualitas pendidikan
perempuan yang ditunjukkan oleh rata-rata lama
sekolah, kualitas pekerjaan perempuan diantaranya
digambarkan oleh pengeluaran per Kkapita yang
disesuaikan perempuan, dan perempuan bekerja
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan
teknis.
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Gambar 1. Hubungan antara kualitas hidup perempuan dan status kesehatan masyarakat
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Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan didefinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk
perempuan dalam menjalani pendidikan formal (Badan
Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018a).
Penghitungan RLS menggunakan standar internasional
UNDP. Cakupan penduduk yang dihitung RLS
perempuan adalah penduduk perempuan berusia 25
tahun ke atas. Asumsinya penduduk perempuan dengan
RLS tinggi (mengenyam pendidikan cukup tinggi)
memiliki pengetahuan lebih untuk menggunakan
fasilitas dan tenaga kesehatan dalam kehamilan dan
persalinannya. Rahman (2016) mengemukakan bahwa
ibu yang memiliki pengetahuan yang baik akan
menggunakan tenaga kesehatan untuk menolong
persalinannya.  Apabila  perempuan  memiliki
pengetahuan yang luas dan tingkat pendidikan yang
tinggi, maka peran mereka secara mikro dalam keluarga
akan tinggi, bahkan peran sosial perempuan dalam
masyarakat juga tinggi (Khayati, 2008). Studi lain juga
menunjukkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dari
ibu yang berpendidikan rendah berpeluang tiga hingga
lima kali lipat lebih tinggi untuk meninggal
dibandingkan dari ibu yang berpendidikan sekolah
menengah maupun tinggi (Kementerian PPN/Bappenas
& UNICEF, 2017).

Selanjutnya, pengeluaran per Kkapita perempuan
disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita
perempuan di Jawa Barat dan paritas daya Dbeli.
Perhitungan paritas daya beli pada metode baru
menggunakan 96 komoditas, terdiri dari 66 komoditas
makanan dan sisanya merupakan komoditas non
makanan. Metode penghitungannya menggunakan
metode Rao (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat,
2018b). Variabel ini menggambarkan kemampuan

Perempuan Bekerja

sebagai Profesional

ekonomi perempuan. Semakin tinggi pengeluaran per
kapita perempuan, semakin mudah akses mereka
terhadap fasilitas kesehatan maupun nutrisi yang diasup
ketika masa kehamilan dan pasca persalinan.

Variabel bebas terakhir adalah persentase perempuan
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan
teknisi. Variabel ini digunakan untuk menunjukkan
aspek  pemberdayaan perempuan (Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Anak & Badan Pusat
Statistik, 2017). Asumsinya ketika perempuan bekerja
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan
teknisi, maka perempuan memiliki kontrol terhadap
penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas
hidup. Tingkat pendidikan memegang peran penting
dalam mengembangkan rasa percaya diri karena
kemampuan dan kapasitas yang dimiliki (Setyowati &
Arsanti, 2015). Ketika perempuan memiliki akses dan
kontrol terhadap sumber daya, maka mereka dengan
mudah menentukan pilihan asupan nutrisi, penggunaan
fasilitas dan tenaga kesehatan, baik pada pemeriksaan
kehamilan, proses persalinan, maupun pasca persalinan.

Hasil penelitian Nurhapipa (2015) menyebutkan salah
satu faktor yang memengaruhi tingkat kematian bayi
dan ibu adalah tenaga pertolongan persalinan.
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
merupakan strategi untuk menangani masalah
kesehatan ibu dan anak di Indonesia (Nurhidayanti
dkk., 2018). Mengingat pentingnya proses persalinan
terhadap kelangsungan hidup ibu dan bayi, pemerintah
melalui  Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi
“Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan” (Kementerian Kesehatan, 2014).
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METODE

Data AHH sebagai salah satu dimensi pembentuk
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan data
komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi sumber data
utama dalam kajian ini. Data sekunder tersebut
bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
referensi waktu tahun 2013 — 2015 dan 2017 (data tahun
2016 tidak tersedia hingga level kabupaten/kota).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi.
Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui
gambaran derajat kesehatan masyarakat dan kualitas
hidup perempuan di Jawa Barat. Adapun analisis
statistik menggunakan metode analisis regresi linier
berganda, untuk melihat pengaruh variabel kualitas
hidup perempuan terhadap AHH di Jawa Barat.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat hidup
perempuan terhadap AHH digunakan koefisien
determinasi (R?). Koefisien determinasi menunjukkan
koefisien korelasi berganda antara Y (Angka Harapan
Hidup) dengan X; = Rata-rata lama sekolah perempuan,
X2 = Pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan, dan Xz = Perempuan bekerja sebagai
tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi
(Supranto, 2009). Persamaannya dinotasikan secara
fungsional sebagai berikut :

AHH =Bo+ P1 RLS P+ B, PPP_P + B3 TK_P+ g

Keterangan :

AHH . Angka Harapan Hidup

RLS P . Rata-rata Lama Sekolah Perempuan

PPP_P . Pengeluaran per Kapita Perempuan

TK_P . Pengeluaran per Kapita Perempuan
yang disesuaikan

Bo . Konstanta

B1-Ps . Koefisien regresi

& : Kesalahan pengganggu

Untuk melihat berpengaruh atau tidaknya variabel
bebas terhadap variabel tak bebas, menggunakan selang
kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi <5%.
Pengolahan data menggunakan SPSS versi 21.

GAMBARAN UMUM DERAJAT KESEHATAN
DI JAWA BARAT

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia (SDKI) 2012, Angka kematian neonatal
(AKN) Jawa Barat di tahun 2012 sebesar 17 per 1.000
kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi
dibandingkan target SDGs di tahun 2030 sebesar 12 per
1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian
balita (AKABA) sebesar 30 per 1.000 kelahiran hidup,
lebih tinggi dibandingkan target SDGs sebesar 25 per
1.000 kelahiran hidup. Capaian indikator ini
memberikan pengaruh pada capaian AHH. Secara
nasional, berdasarkan data Survei Penduduk Antar
Sensus (SUPAS) 2015, AKN dan AKABA Indonesia
mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2016).
Penurunan ini tentunya akan memengaruhi peningkatan
capaian angka harapan hidup.

AHH Jawa Barat selama periode 2013-2017
menunjukkan tren meningkat tiap tahunnya. Pada tahun
2017, AHH Jawa Barat mencapai 72,47 tahun,
meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2013. Sejak
tahun 2015 terlihat pertumbuhan AHH di Jawa Barat
relatif landai. Nilai AHH yang tinggi mencerminkan
derajat kesehatan penduduk yang tinggi dan
kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas
kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori
penduduk, serta kesehatan lingkungan yang baik
(Badan Pusat Statistik, 2017).

Gambar 2 menunjukkan AHH perempuan lebih tinggi
dibandingkan dengan AHH laki-laki. Selama periode
2013-2017, AHH perempuan di Jawa Barat sebesar 73-
75 tahun atau empat tahun lebih tinggi dibandingkan
AHH laki-laki sebesar 69-71 tahun. Terlihat bahwa
perempuan Jawa Barat hidup lebih lama dibandingkan
laki-laki. Secara genetik, perempuan memiliki derajat
kesehatan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini
dikenal dengan female advantages (FA). Keberadaan
female advantages ini terkait dengan hormon
perempuan serta kebiasaan-kebiasaan hidup perempuan
yang secara umum dianggap “lebih sehat” dibanding
laki-laki. Implikasi dari hal ini adalah harapan hidup
perempuan khususnya di Indonesia yang selalu bernilai
lebih  tinggi dibanding laki-laki (Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Anak & Badan Pusat
Statistik, 2017).
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Gambar 2.  Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi
Jawa Barat, 2013 — 2017
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2018a)

Perls dan Fretts (1998) menjelaskan secara rinci
mengapa perempuan dapat hidup lebih lama
dibandingkan laki-laki. Hormon jenis kelamin
merupakan faktor penting yang menentukan kerentanan
relatif jenis kelamin terhadap penuaan dan penyakit. Di
samping itu, metabolisme laki-laki lebih cepat
dibandingkan perempuan. Metabolisme yang cepat
membuat sel laki-laki lebih rentan mengalami
kerusakan sehingga siklus hidup laki-laki menjadi lebih
cepat berakhir dibandingkan perempuan.

Jika dirinci menurut kabupaten/kota di Jawa Barat
(Gambar 3), Kabupaten Tasikmalaya memiliki AHH
terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. AHH
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 sebesar 68,71
tahun atau 6 tahun lebih rendah dibandingkan AHH di
Kota  Bekasi (74,63 tahun). Kondisi ini
mengindikasikan bahwa rata-rata bayi baru lahir di
Kabupaten Tasikmalaya akan hidup 6 tahun lebih
pendek dibandingkan bayi yang lahir di Kota Bekasi
(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018a). Di
tahun 2017 AHH Kota Bekasi tertinggi di Jawa Barat.

Pengamatan lebih lanjut terhadap capaian AHH
kabupaten/kota di provinsi ini menunjukkan bahwa
terdapat 8 kabupaten/kota yang AHH-nya lebih tinggi
dibandingkan rata-rata Jawa Barat. Sementara itu, 19
kabupaten/kota lainnya berada di bawah capaian AHH
Jawa Barat. Lebih jauh, terdapat tiga kabupaten yang
capaian AHH-nya di bawah 70 tahun, yaitu Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten
Cianjur. Situasi ini menunjukkan adanya disparitas
dimensi kesehatan antar wilayah di Jawa Barat.

Gambar 3. AHH menurut kabupaten/kota di Jawa
Barat, 2017 (tahun)
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Disparitas kesehatan ibu dan anak dipengaruhi faktor
geografis, seperti daerah terpencil dan kepulauan;
ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan
terjangkau belum terpenuhi; kurangnya tenaga
kesehatan; dan masalah finansial dalam mengakses
pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah
(Kementerian Kesehatan, 2018). Intervensi terpenting
untuk menjamin keselamatan ibu (safe motherhood)
adalah memastikan bahwa setiap kelahiran dibantu oleh
tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki
keterampilan kebidanan, dalam kondisi darurat tersedia
transportasi menuju fasilitas rujukan untuk perawatan
kehamilan dan persalinannya (Kementerian PPN/
Bappenas & UNICEF, 2017).

Oleh karena itu, pemerataan fasilitas dan akses
masyarakat (laki-laki maupun perempuan) terhadap
fasilitas kesehatan hingga ke pelosok wilayah menjadi
sebuah urgensi. Pada tahun 2017, sebanyak 90,68% ibu
di Jawa Barat persalinan anak lahir hidup terakhirnya
ditolong oleh tenaga kesehatan (Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat, 2017). Dalam hal ini, tenaga
kesehatan merujuk pada dokter kandungan, dokter
umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Di wilayah perkotaan, sebanyak 93,38% persalinan ibu
ditolong oleh tenaga kesehatan, sedangkan di perdesaan
hanya sebesar 83,34%. Hal ini menunjukkan
peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil di seluruh wilayah Jawa Barat masih perlu
dilakukan. Keberadaan tenaga kesehatan yang lebih
terpusat di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan,
berakibat pada adanya disparitas. Adanya disparitas
layanan kesehatan ditengarai sebagai dampak dari tidak
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meratanya fasilitas kesehatan antara perkotaan dan
perdesaan (Sarumpaet dkk., 2012). Banyak dokter dan
bidan lebih memilih menjalankan profesi di daerah
urban/perkotaan disebabkan fasilitas hidup, fasilitas
kesehatan, dan upah yang diberikan cenderung lebih
tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Badan
Pusat Statistik, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran kualitas hidup perempuan di Jawa Barat

Kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dapat
ditunjukkan melalui capaian Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) perempuan, Indeks Pembangunan
Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG). Indikator ini menggambarkan seberapa besar
kualitas pembangunan perempuan serta peran aktif
perempuan dalam ekonomi dan politik.

IPM perempuan Jawa Barat tahun 2017 mencapai
66,78, masih lebih rendah 8,10 poin dibandingkan
capaian laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya
ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki di
Jawa Barat. Dari segi pendidikan, rasio APM dan rasio
melek huruf perempuan terhadap laki-laki belum
mencapai target 100%. Sementara itu, dari sektor
ketenagakerjaan, kontribusi perempuan dalam sektor
upahan di sektor nonpertanian lebih rendah dibanding
laki-laki.

Gambar 3 menunjukkan bahwa jika dibandingkan
dengan capaian pada tahun 2013, IPM perempuan
meningkat lebih cepat dibandingkan laki-laki. Selama
periode 2013 — 2017, IPM perempuan meningkat 2,41
poin, sedangkan laki-laki hanya sebesar 1,90 poin.
Rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki pada periode ini
mencapai 0,65% setiap tahunnya. Adapun IPM
perempuan rata-rata tumbuh 0,95% setiap tahun.
Meskipun begitu, khusus pada tahun 2017,
pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dibanding IPM
perempuan. Kondisi ini menyebabkan IPG pada tahun
tersebut mengalami penurunan dari 89,56 menjadi
89,18. Jika dibandingkan dengan angka nasional,
capaian IPG Jawa Barat berada di bawah IPG nasional.
Hal ini dikarenakan IPG nasional mencapai 90,96 pada
tahun 2017, lebih tinggi 1,78 poin dibandingkan IPG
Jawa Barat periode yang sama.

Gambar 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menurut jenis kelamin dan Indeks
Pembangunan Gender (IPG) Provinsi
Jawa Barat, 2013 — 2017
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2018a)

Persoalan pemberdayaan perempuan meliputi dua hal.
Pertama, pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan
minim/lemahnya akses perempuan terhadap institusi
keuangan formal. Kedua, masalah pemberdayaan juga
terkait dengan minim/lemah-nya suara perempuan
dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan
regional (Indraswari, 2009). Kedua hal ini ditunjukkan
dalam indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
(Gambar 5).

Gambar 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan
komponen penyusun di Provinsi Jawa
Barat, 2013 - 2017
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IDG Jawa Barat tahun 2017 berada di bawah IDG
nasional yang mencapai 71,74. IDG merupakan
indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan
dalam ekonomi dan politik. Sama halnya dengan
capaian IPG, IDG Jawa Barat tahun 2017 juga
mengalami penurunan dari 71,15 menjadi 70,04.
Selama periode 2013-2017, IDG Jawa Barat meningkat
2,47 poin, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun
sebesar 0,43%.

Menurut komponen penyusunannya, terlihat adanya
penurunan peran perempuan di politik dan ekonomi
pada tahun 2017. Kondisi ini dapat dicermati dari
turunnya persentase keterlibatan perempuan di
parlemen dan perempuan yang bekerja sebagai tenaga
profesional, manajer, administrasi dan teknisi.
Meskipun begitu, sumbangan perempuan terhadap
pendapatan meningkat 1,30% dari 29,07% di tahun
2016 menjadi 29,4% pada 2017.

Penurunan keterlibatan perempuan di parlemen
disebabkan oleh adanya pergantian antar waktu anggota
DPRD dari anggota perempuan menjadi laki-laki,
sehingga persentasenya sebesar 22%. Persentase ini
masih lebih rendah dibandingkan dengan yang
dipersyaratkan dalam Undang-Undang (UU) No.12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aturan ini menyatakan bahwa kuota perempuan untuk
dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya
30% (Diana, 2018). Angka 30% dianggap sebagai
critical mass dan disepakati sebagai jumlah minimal
agar kepentingan perempuan lebih diakomodasikan
dalam kebijakan publik (Indraswari, 2009).

Komponen persentase perempuan bekerja sebagali
tenaga profesional juga mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Keterlibatan perempuan sebagai pekerja
tenaga profesional merupakan bagian dari aktivitas
perempuan di ruang publik. Sektor publik ini lebih
identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani,
cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan,
sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan
domain laki-laki (Nofianti, 2016). Data BPS
menunjukkan partisipasi perempuan dalam aktivitas
ekonomi, yang ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) kondisi Agustus 2017 sebesar
43,89% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat,
2018c¢). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

terjadi peningkatan sebesar 3,59 poin (percentage
point) dari TPAK Agustus 2016 yang mencapai
40,30%.

Dari total 43,99% perempuan usia 15 tahun ke atas yang
tergolong angkatan kerja, 91,38% di antaranya
berstatus bekerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa
Barat, 2018c). Selanjutnya, sekitar 41,60% penduduk
perempuan Jawa Barat yang bekerja pada Agustus 2017
bekerja dengan status sebagai tenaga profesional.
Persentase perempuan sebagai tenaga profesional ini
berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013
persentasenya mencapai 38,44%, kemudian meningkat
menjadi 40,22% pada tahun 2014. Di tahun 2015
persentasenya turun menjadi 40,00% dan naik kembali
di tahun berikutnya menjadi 42,27%. Pada tahun 2017,
proporsinya kembali menurun menjadi 41,60%.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya permasalahan
gender pada sektor formal. Hal ini utamanya tercermin
dari situasi banyaknya jabatan perempuan yang berada
di lapisan bawah atau lebih rendah dibanding jabatan
laki-laki. Stereotype yang terjadi di tempat kerja yang
menganggap bahwa perempuan lebih memiliki tingkat
emosional yang tinggi sehingga tidak cocok bila
dipekerjakan sebagai pimpinan bisa jadi menjadi alasan
yang menyebabkan kondisi ini (Nofianti, 2016). Pada
akhirnya, masalah rendahnya jabatan ini akan
berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan
perempuan.

Pada tahun 2017, persentase sumbangan pendapatan
mencapai 29,45%. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, komponen ini menunjukkan adanya tren
meningkat antartahun. Walaupun persentasenya hanya
sepertiga total pendapatan keluarga. Kontribusi yang
kurang dari 50% total pendapatan keluarga ini
menunjukkan ~ bahwa  sumbangan  pendapatan
perempuan terhadap pendapatan keluarga termasuk
kategori kecil (Samadi, 2001). Segala ketertinggalan
tersebut menggambarkan bahwa perempuan masih
belum berdaya (Alfana dkk., 2015).
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Pengaruh kualitas hidup perempuan terhadap Angka
Harapan Hidup

Dalam pengujian regresi liner berganda, tahap pertama
yang perlu dilakukan adalah pengujian terkait
autokorelasi, multikolinearitas, heteroskadisitas, dan
normalitas.

1. Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dapat dilakukan melalui uji
Durbin Watson. Tabel 1 menunjukkan nilai Durbin
Watson sebesar 1,856. Pada selang Durbin-Watson
1,56 sampai 2,46 tidak terjadi masalah autokorelasi
(Firdaus, 2004). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada
autokorelasi dalam model.

2. Uji Multikolinearitas
Pengujian asumsi multikolinearitas dilakukan
dengan melihat nilai Variance Inflation Factor
(VIF). Berdasarkan Tabel 1, nilai VIF semua
variabel kurang dari 10, sehingga dapat
disimpulkan tidak ada pelanggaran asumsi
multikolinearitas pada model (Marseva dkk., 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heterokedastisitas dapat diuji dengan
melihat sebaran pada scatterplot antara standardized
predicted value (ZPRED) dengan studentized
residual (SRESID). Gambar 6 menunjukkan bahwa
titik-titik pada scatterplot menyebar sehingga dapat
disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas
pada model.

4. Uji Normalitas
Hasil analisis menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,195. Nilai tersebut lebih besar
dibandingkan taraf nyata yang digunakan dalam
model sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa
data menyebar normal.

Hasil pengolahan data menunjukkan variabel rata-rata
lama sekolah perempuan, pengeluaran per Kkapita
perempuan yang disesuaikan dan perempuan yang
bekerja sebagai tenaga profesional, manajer,
administrasi dan teknisi secara signifikan memengaruhi
angka harapan hidup. Koefisien determinasi (R?)
sebesar 0,646 (Tabel 1) menunjukkan secara simultan
ketiga variabel bebas nyata memengaruhi variabel tak
bebas. Artinya sebanyak 64,6% faktor penopang angka
harapan hidup di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh
variabel rata-rata lama sekolah perempuan, pengeluaran
per kapita perempuan yang disesuaikan, dan perempuan
bekerja sebagai tenaga profesional, manajer,
adminstrasi dan teknis, sedangkan sisanya dijelaskan
oleh variabel lainnya. Oleh karena itu, perlu terus
diupayakan peningkatan kualitas hidup perempuan
terutama dari aspek pendidikan dan ekonomi untuk
memberikan ruang dan akses perempuan meningkatkan
harapan hidup masyarakat.

Model persamaan yang dihasilkan adalah :
AHH =0,474RLS_P + 0,402PPP_P - 0,112TK P +e¢

Gambar 6. Scatterplot Angka Harapan Hidup (AHH)
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Tabel 1. Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH)

Variabel Koefisien T-Stat p-Value VIF

Konstan 98,532 0,000

RLS P 0,474 4,764 0,000" 2,904
PPP_P 0,402 4,235 0,000" 2,647
TK P -0,112 -1,784 0,077 1,160
R? 0,646

R? adjusted 0,635

Durbin Watson 1,856

Assymp Sig (2-tailed) 0,195

Keterangan : " signifikan pada taraf 10%

Persamaan menunjukkan bahwa :

1. Variabel RLS perempuan memiliki korelasi positif
dengan AHH , dengan nilai p-value sebesar 0,000 (p
< 0,001). Artinya secara nyata RLS perempuan
memengaruhi  AHH. Jika RLS perempuan
meningkat 1 tahun, maka AHH akan meningkat
0,474 tahun dengan asumsi variabel lain bersifat
konstan (ceteris paribus).

2. Variabel pengeluaran per Kkapita perempuan
memiliki korelasi positif dengan AHH. dengan nilai
p-value sebesar 0,000 (p < 0,001). Artinya secara
nyata pengeluaran per kapita perempuan yang
disesuaikan memengaruhi AHH. Jika pengeluaran
per kapita perempuan yang disesuaikan meningkat
1000, maka AHH akan meningkat 0,402 tahun
dengan asumsi variabel lain bersifat konstan (ceteris
paribus).

3. Variabel perempuan bekerja sebagai tenaga
profesional, manajer, administrasi dan teknisi
memiliki korelasi negatif, nilai p-value sebesar
0,077 (10%). Artinya perempuan bekerja sebagai
tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi
memengaruhi  AHH. Jika perempuan bekerja
sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi
dan teknisi meningkat 1%, maka AHH akan turun
sebesar 0,112 tahun dengan asumsi variabel lain
bersifat konstan (ceteris paribus). Namun, pengaruh
tersebut tidak signifikan secara statistik (p>0.05)
(Tabel 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak
selamanya pemberdayaan perempuan dalam konteks
kesetaraan dalam akses pekerjaan memiliki dampak
positif terhadap kelangsungan hidupnya. Jika
perempuan bekerja di sektor pekerjaan yang tidak
kondusif terhadap pemeliharaan kesehatannya,

misalnya di sektor konstruksi dengan kondisi tidak
standar, bisa jadi malah mempunyai dampak negatif
terhadap kesehatan dan kelangsungan hidupnya.

Pengaruh kualitas hidup perempuan di Jawa Barat
secara signifikan memengaruhi AHH di Jawa Barat.
Situasi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu memegang
peranan penting bagi kesehatan keluarga (Syartika,
2009) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan
berpengaruh signifikan terhadap AHH (Rakhmawati,
2011).

Kondisi ini memberikan gambaran pentingnya peran
perempuan Jawa Barat dalam upaya peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat. Walaupun perempuan
memiliki berbagai peran dan pilihan karir di dalam
pekerjaan, perempuan tetap memiliki peran utama yang
sangat penting dalam kesehatan keluarga, yang secara
agregat juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat.
Bagi perempuan sendiri, peningkatan perilaku sehat
diperlukan agar bisa menjaga kesehatan dirinya,
sekaligus mampu menyampaikan pesan kesehatan
kepada pasangan dan membiasakan pola hidup sehat di
keluarganya. Lebih jauh, kesehatan perempuan (calon
ibu) saat kehamilan menentukan kesehatan bayi
penerus keluarga yang dilahirkannya (Kementerian
Kesehatan, 2018).

Peningkatan akses dan kontrol perempuan terhadap
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu terus
diupayakan. Ketika perempuan memiliki keleluasaan
dalam menentukan pilihan dan pengambilan keputusan
terkait kesehatan, pendidikan dan aktivitasnya dalam
ekonomi, maka derajat kesehatan dapat ditingkatkan
secara signifikan. Perempuan yang memiliki
kedudukan, posisi maupun kewenangan dalam
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pengambilan keputusan memegang peran penting
dalam rumah tangga. Hasil analisis pada kajian ini
menunjukkan bahwa kondisi berbeda terjadi di Jawa
Barat pada periode 2013-2017. Hal ini dikarenakan
keterlibatan perempuan sebagai pekerja profesional,
manajer, administrasi dan teknis berkorelasi negatif
dengan peningkatan angka harapan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terlihat bahwa
kualitas hidup perempuan memiliki pengaruh signifikan
terhadap angka harapan hidup di Jawa Barat. Sebanyak
64,6% angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh rata-
rata lama sekolah perempuan, pengeluaran per kapita
perempuan yang disesuaikan dan perempuan yang
bekerja sebagai tenaga profesional, manajer,
administrasi dan teknisi. Sisanya sebanyak 35,4%
dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih
mendalam untuk menggali lebih lanjut determinan yang
memengaruhi status kesehatan masyarakat di Jawa
Barat. Penelitian dilanjutkan menggunakan pendekatan
kualitatif agar memberikan nuansa dan konteks
pemahaman hubungan antara kualitas hidup perempuan
dengan AHH di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan
pentingnya penggunaan mixed methods dalam riset
demografi kesehatan.

Bagi pemangku kebijakan, berbagai upaya perlu
dilakukan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan
mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua
usia. Untuk mempercepat capaian tujuan SDGs ketiga,
perlu dilakukan peningkatan pengetahuan perempuan
hamil tentang perawatan kehamilan dan kelahiran aman
di fasilitas kesehatan. Peningkatan kompetensi SDM
melalui pendidikan serta akses dan kontrol perempuan
akan sumber daya ekonomi, baik pekerjaan maupun
pendapatan perlu terus diupayakan. Hasil studi ini dapat
digunakan sebagai bahan masukan atau memperkuat
teori yang sudah ada, sehingga upaya peningkatan
kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dapat
dirancang dan diimplementasikan dengan lebih baik.
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Abstract

One of the tasks of Kampung KB (Keluarga Berencana)
is to reduce the proportion of unmet need for family
planning by utilizing family planning field officers and
gaining support from related institutions. This study
aims to analyze the process of handling the unmet need
for family planning in two Kampung KB in Cianjur
Regency. The research used a qualitative approach in
forms of individual in-depth interviews and focus group
discussions. Data are analyzed descriptively based on
case studies. The findings indicate that data recording
instruments used daily in the research sites have not
been able to identify groups of women with unmet need
for family planning. Therefore, the existing services of
family planning information have not been based on the
needs of the target group. After the formation of
Kampung KB, family planning information services
and contraception services were more vigorous. While
all of the services ease couples of childbearing age with
unmet need for family planning to get related
information and contraception, monitoring and
evaluation activities still cannot be carried out because
of the unavailability of officers as well as the target
group and post-service data. In addition, there is no
clear division of labor between the board Kampung KB
and other family planning field officers in each stage of
the handling of unmet need for family planning.

Keywords: unmet need for family planning, kampung
KB, reproductive health, community capacity building

Abstrak

Salah satu tugas Kampung KB (Keluarga Berencana)
adalah menurunkan proporsi unmet need KB dengan
mendayagunakan para petugas lapangan KB dan
menggalang dukungan dari institusi terkait. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
penanganan unmet need KB di dua Kampung KB di
Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara
mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Data
dianalisis secara deskriptif berdasarkan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen
pencatatan data yang digunakan sehari-hari di lokasi
penelitian belum dapat mengidentifikasi kelompok
wanita dengan unmet need KB. Situasi ini
menyebabkan pelayanan informasi KB yang ada belum
didasarkan atas kebutuhan kelompok sasaran. Setelah
pembentukan Kampung KB, layanan informasi KB dan
layanan kontrasepsi lebih gencar dilakukan. Meskipun
semua layanan ini memudahkan pasangan usia subur
dengan unmet need KB untuk mendapatkan informasi
terkait dan kontrasepsi, kegiatan monitoring dan
evaluasi belum dapat dilakukan karena ketiadaan
petugas, serta data kelompok sasaran dan data pasca
layanan tidak tersedia. Selain itu, belum ada pembagian
kerja yang jelas antara pengurus Kampung KB dan
petugas lapangan KB lainnya dalam setiap tahap
kegiatan penanganan unmet need KB.

Kata kunci: unmet need KB, kampung KB, kesehatan
reproduksi, pengembangan kapasitas komunitas.
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PENDAHULUAN

Konsep unmet need for family planning atau unmet
need keluarga berencana (KB) atau kebutuhan KB yang
tidak terpenuhi merujuk pada wanita subur (fecund)
berusia 15-49 tahun berstatus menikah yang ingin
menunda kehamilan atau ingin membatasi kelahiran
(tidak ingin punya anak lagi) tetapi tidak menggunakan
alat/metode kontrasepsi. Selain itu, wanita yang sedang
hamil atau baru saja melahirkan, apabila kehamilan atau
kelahiran anak tersebut tidak diinginkan pada saat itu
atau sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi, maka ia
juga termasuk dalam kategori unmet need KB atau
kebutuhan alat kontrasepsinya tidak terpenuhi (Bradley
dkk., 2012).

Penggunaan alat/metode kontrasepsi merupakan salah
satu upaya pengendalian kehamilan yang tidak hanya
diperlukan untuk pengendalian jumlah penduduk, tetapi
juga untuk kesehatan reproduksi wanita Pasangan Usia
Subur (PUS) dan kesehatan janin atau bayinya. Untuk
kesehatan reproduksi wanita PUS dan bayinya,
penggunaan alat/metode kontrasepsi ditujukan untuk
menghindari risiko kehamilan, terutama bagi wanita
PUS yang berada dalam kelompok empat “terlalu”,
yaitu terlalu muda (kehamilan di usia kurang dari 20
tahun), terlalu rapat atau dekat (jarak kehamilan kurang
dari dua tahun), terlalu banyak (hamil lebih dari empat
kali), dan terlalu tua (kehamilan di usia di atas 35
tahun). Jika hamil, wanita PUS yang termasuk dalam
empat kategori ini menghadapi risiko yang tinggi
karena kondisi rahim yang belum siap, belum pulih,
atau jika terjadi kekendoran dapat menyebabkan
kehamilan dan persalinan bermasalah. Hal ini dapat
mengakibatkan rendahnya kondisi kesehatan ibu dan
bayinya, bahkan dapat menyebabkan kematian
(Warung Bidan, 2016). Oleh karena itu, tingkat
kesertaan aktif KB (contraceptive prevalence rate atau
CPR) dan tingkat unmet need KB merupakan dua di
antara enam indikator kesehatan ibu.

Penanganan unmet need KB merupakan salah satu
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) BKKBN. Pada
tahun 2015-2019, penurunan unmet need KB masih
merupakan salah satu sasaran strategis BKKBN.
Dengan mengacu pada capaian tahun 2012 vyaitu
11,14%, target lima tahun berikutnya sedikit demi
sedikit diturunkan, mulai dari tahun 2015 (10,60%),
2016 (10,48%), 2017 (10,26%), 2018 (10,14%), dan

tahun 2019 (9,91%) (BKKBN, 2016). Namun
demikian, berdasarkan data hasil Survei Kinerja dan
Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK tahun 2017,
tingkat unmet need KB nasional masih sebesar 12,6%,
yang terdiri atas 3,8% unmet need KB untuk menunda
kehamilan dan 8,8% untuk membatasi kehamilan
(Puslitbang KB dan KS BKKBN, 2017). Sementara itu,
data SDKI tahun 2017 masih menunjukkan angka
unmet need sebesar 10,6% (BPS, BKKBN, & Macro
Inc. 2017). Selanjutnya, data tahun 2019
mengungkapkan bahwa kebutuhan KB yang tidak
terpenuhi di Indonesia masih sekitar 10,6% (Humas
BKKBN, 2019). Data unmet need KB tersebut masih
lebih tinggi dari target capaian tahun 2017 (10,26%).

Capaian tingkat unmet need KB yang masih lebih tinggi
dari target yang diharapkan dipengaruhi oleh adanya
wilayah dengan tingkat kesertaan PUS ber-KB relatif
rendah. Untuk itu, BKKBN mengembangkan strategi
yang dapat memperkuat upaya pencapaian
target/sasaran Pembangunan Bidang KKBPK 2015-
2019 dengan cara membentuk Kampung KB di wilayah
setingkat RW atau dusun, yang salah satu kriterianya
adalah tingkat kesertaan PUS ber-KB masih relatif
rendah dan tingkat unmet need KB lebih tinggi dari
capaian rata-rata tingkat desa.

Pembentukan Kampung KB mulai dicanangkan pada
tahun 2016. Kampung KB dikelola oleh pengurus yang
berasal dari warga RW atau dusun setempat dan kepala
desa/lurah setempat sebagai pelindung/penanggung
jawab. Mereka bertugas melakukan identifikasi
masalah dan potensi (assessment), serta merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Pengurus
Kampung KB dalam melaksanakan tugasnya
didampingi oleh penyuluh KB atau petugas lapangan
KB (PKB/PLKB) dan petugas lini lapangan lainnya
yang memberikan fasilitasi terutama dalam proses
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk
identifikasi masalah dan potensi wilayah. Selain itu,
PKB/PLKB melakukan advokasi kepada pemerintah
desa dan sektor terkait (BKKBN, 2017).

Keberadaan Kampung KB sebagai strategi baru dalam
penanganan unmet need KB menarik dan penting untuk
diteliti. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab
melalui penelitian ini adalah bagaimana keseluruhan
proses penanganan unmet need KB di Kampung KB.
Terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan
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menganalisis (i) proses assessment untuk identifikasi
jumlah PUS unmet need KB, karakteristik demografis,
dan alasan tidak menggunakan alat/metoda kontrasepsi;
(ii) proses perencanaan kegiatan KIE (komunikasi,
informasi, edukasi)/konseling KB; (iii) proses
pelaksanaan KIE/konseling KB dan pelayanan
kontrasepsi; dan (iv) proses monitoring dan evaluasi.

Penanganan unmet need KB tidak hanya memerlukan
pengukuran besaran angkanya, tetapi juga pemahaman
mengenai faktor-faktor penyebabnya. Pengetahuan
terkait kedua hal ini penting untuk menentukan upaya
intervensi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang
ada. Machiyama dkk. (2017:4) mengemukakan bahwa
faktor-faktor yang menyebabkan unmet need KB
(2017:4) meliputi (i) keinginan wanita PUS yang lemah
atau tidak konsisten atau ambivalen untuk menunda
atau mengakhiri kehamilan; (ii) berbagai hambatan
sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi; (iii) persepsi
wanita tentang hal-hal yang terkait dengan metode
kontrasepsi tertentu, terutama tentang efek samping
yang dialami dirinya atau teman-temannya; (iv) wanita
tidak merasa dirinya berisiko hamil karena merasa tidak
subur secara permanen atau karena faktor-faktor yang
tidak permanen seperti amenore laktasi, pantangan
seksual, dan frekuensi koitus rendah; dan (v) faktor-
faktor terkait dengan pasangan (suami) yang dapat
memengaruhi  keputusan  isteri  untuk  tidak
menggunakan kotrasepsi. Faktor-faktor ini selaras
dengan alasan PUS tidak menggunakan alat/metode
kontrasepsi pada SDKI. Alasan-alasan ini berkaitan
dengan karakteristik demografis mereka, seperti umur,
pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak yang hidup (Ali
& Okud, 2013; Hameed dkk., 2011; Pal dkk., 2014).
Wanita PUS unmet need KB, baik yang pernah maupun
belum pernah menggunakan alat  kontrasepsi
memberikan sumbangan yang cukup besar pada jumlah
unmet need KB (Jain dkk., 2013).

Faktor penyebab unmet need KB berkaitan dengan
pelayanan informasi tentang alat atau metode
kontrasepsi. Bruce (1990:64) telah mengembangkan
kerangka teoritis pengaruh dimensi kualitas pelayanan
terhadap pengetahuan, kepuasan, kesehatan wanita PUS
sehingga mereka mau menerima salah satu alat/metode
kontrasepsi tertentu dan menggunakannya secara
berkelanjutan. Kualitas layanan keluarga berencana
dapat dinilai berdasarkan enam dimensi kunci yaitu (i)
pilihan metode kontrasepsi yang ditawarkan; (ii)

informasi yang diberikan kepada klien; (iii) kompetensi
teknis penyedia layanan; (iv) hubungan interpersonal
antara penyedia layanan dan klien; (v) tindak lanjut dan
kontinuitas layanan; dan (vi) konstelasi layanan yang
ditawarkan. Layanan berkualitas baik tidak hanya
menarik Klien baru tetapi juga dapat membantu
mencegah penghentian penggunaan kontrasepsi.

Untuk mendukung kualitas layanan tersebut diperlukan
proses sistematis berbasis fakta, meliputi kegiatan
assessment untuk menentukan siapa dan dimana
sasaran layanan, serta faktor penyebab unmet need KB.
Para perencana menentukan intervensi yang layak,
dapat diterima, efektif, dan berkelanjutan, dengan
memperhatikan kondisi lokal dan sumber daya yang
tersedia; dalam pelaksanaannya diperlukan kolaborasi
efektif dari stakeholders terkait. Kemitraan semacam
itu perlu dibangun untuk mendukung proses pelayanan
yang diperlukan dan agar dapat dijangkau oleh semua
orang (PATH UNFPA, 2008).

METODE PENELITIAN

Merujuk pada tujuan penelitian, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer
dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap
beberapa informan yang relevan dan diskusi kelompok
terfokus. Data sekunder menggunakan dokumen
dokumen dan data yang dikumpulkan oleh pengelola
program.  Selain itu, kajian ini merupakan kajian
deskriptif yang memungkinkan penelusuran proses
penanganan unmet need KB dengan banyak variabel
yang saling berhubungan secara rinci. Terkait dengan
pertanyaan penelitian yang berfokus pada peristiwa-
peristiwa kontemporer dari sebuah upaya intervensi
yang telah dilakukan dengan keadaan kehidupan nyata
yang diakibatkannya, maka strategi penelitian yang
relevan adalah studi kasus. Desain studi kasus yang
relevan dengan objek penelitian ini adalah embedded
case study design, yaitu desain studi kasus untuk
mempelajari kasus yang memiliki lebih dari satu sub-
unit analisis (Yin, 2003).

Penelitian ini dilakukan di dua Kampung KB di
Kabupaten Cianjur. Lokasi pertama adalah Kampung
KB RW 04 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku, di sini
terdapat 133 PUS unmet need KB dari 377 PUS;
menduduki peringkat kedua di antara 33 Kampung KB
yang ada di Kabupaten Cianjur. Lokasi kedua,
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Kampung KB RW 05 Desa Kertasari Kecamatan
Haurwangi, dipilih sebagai lokasi penelitian karena
memiliki jumlah PUS unmet need KB relatif sedikit (13
PUS dari 144 PUS). Data jumlah kasus PUS unmet need
KB ini berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun
2015 sebelum Kampung KB terbentuk. Perbedaan
proporsi jumlah kasus PUS unmet need KB di kedua
Kampung KB ini kemungkinan berkaitan dengan
kondisi dan implementasi program sebelumnya.

Saat penelitian ini dilakukan di kedua Kampung KB ini,
terdapat penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/
PLKB). Pada kenyataannya, tidak semua desa di
Kabupaten Cianjur memiliki staf PKB/PLKB. Hal ini
dikarenakan ketersediaan jumlah staf yang terbatas.
PKB/PLKB adalah PNS pejabat fungsional yang
memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

penggerakan dan pengembangan program KKBPK
(Permenpan No. 21 tahun 2018). PLKB/PKB saat ini
berstatus sebagai pegawai BKKBN Pusat yang
ditempatkan di tingkat desa. Di dalam pengelolaan
Kampung KB, PKB/PLKB memiliki peran penting
sebagai fasilitator bagi Pengurus Kampung KB dalam
melaksanakan tugasnya (BKKBN, 2017:14).

Cakupan data, informan, dan teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam kajian ini tersaji pada Tabel 1.
Selanjutnya, sub-unit analisis dalam penelitian ini
adalah institusi pengelola program, institusi/lembaga
yang menjadi mitra kerjanya, dan kelompok sasaran
pelayanan yaitu PUS unmet need KB.

Analisis terkait dengan proses layanan, kualitas
layanan, faktor penyebab unmet need KB, dan
Kampung KB di dasarkan pada kerangka konseptual
penelitian penanganan unmet need KB di Kampung KB

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk . .
. (Gambar 1). Kerangka konseptual ini juga menjadi
melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, . ..
rujukan dalam proses pengumpulan dan analisis data.
Tabel 1. Cakupan data, informan, dan teknik pengumpulan data
Data i T Jumlah Teknik Pengumpulan
(Orang) data
- Proses assessment - Sub PPKBD 1 - Data Primer:
- Proses perencanaan | - Kader Posyandu 16 Wawancara secara
Pelayanan KIE/ - Pengurus Kampung KB 16 berkelompok dan
Konseling KB -RT 4 individual
- Proses Pelayanan - RW 2 . Data Sekunder:
KIE/Konseling KB | - Pl_(B/PLKB 1 Data yang dikumpulkan
- Proses Pelayanap - Bidan Desa 2 oleh pengelola program
Alat Kontrasepsi - PPL Posyandu 2 atau dokumen terkait.
- PPKBD 3
- Proses Monitoring - PKB/PLKB 1 - Data Primer:
dan Evaluasi - Kepala Korwil PPKBP3A Kecamatan 2 Wawancara
- Staf Korwil PPKBP3A Kecamatan 2 . Data Sekunder:
Dokumen terkait
Tanggapan PUS - PUS unmet need KB penerima layanan 9 - Data Primer:
unmet need KB atas Wawancara
pelayanan yang - Data Sekunder:
diterima. Dokumen terkait
Dukungan dari - Kepala Desa 2 - Data Primer:
Pemerintah Desa, - Kepala Korwil PPKBP3A Kecamatan 2 Wawancara
Kecamatan, dan - Staf Korwil PPKBP3A Kecamatan 2 . Data Sekunder:
Kabupaten Kota - Ka. Bid. Dalduk dan KB DPPKBP3A Dokumen terkait
Kabupaten Cianjur 1
- Seksi Dalduk dan Informasi Keluarga 1
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
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PEMBAHASAN
Perkembangan Kampung KB di lokasi penelitian

Di Kabupaten Cianjur, pembentukan Kampung KB
dimulai dengan membentuk satu Kampung KB di setiap
kecamatan pada awal tahun 2017. Kampung KB RW 04
Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku terbentuk pada
tanggal 22 Maret 2017 dan Kampung KB RW 05 Desa
Kertasari Kecamatan Haurwangi terbentuk pada
tanggal 12 Juli 2017. Pembentukan Kampung KB ini
ditandai dengan terbentuknya pengurus Kampung KB
yang terdiri dari delapan seksi, termasuk Seksi
Reproduksi. Bidang yang diurus oleh tiap seksi ini
terkait langsung dengan delapan fungsi keluarga.

Sayangnya di setiap kecamatan hanya ada satu
Kampung KB. Padahal, pemerintah Kabupaten Cianjur
menginginkan keberadaan kampung yang serupa
dengan Kampung KB di tiap RW. Oleh karena itu, pada
tahun yang sama pemerintah daerah Kabupaten Cianjur
membentuk Kampung Kuba, yaitu Kampung Keluarga
Berakhlaqul Karimah, yang mengusung tujuh pilar
kebudayaan, tujuh gerakan keagamaan, dan tujuh
fungsi keluarga (sama dengan delapan fungsi keluarga
Kampung KB tetapi dua fungsi keluarga digabungkan).

Kampung KB dan Kampung Kuba memiliki tujuan
yang sama yaitu membangun keluarga. Program

Kampung Kuba mendapat dukungan anggaran dari
ADD dan dana RT/RW. Agar Kampung KB mendapat
dukungan anggaran yang sama dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur, status Kampung Kuba pun
disandangkan pada Kampung KB. Oleh karena itu,
pengurus Kampung KB di Kabupaten Cianjur
mengemban tugas program Kampung KB sekaligus
program Kampung Kuba.

Walaupun kedua Kampung KB ini telah terbentuk pada
pertengahan tahun 2017, kegiatan operasional baru
dimulai pada awal tahun 2018. Hal ini terkait dengan
ketersediaan dana yang baru terealisasi pada awal tahun
2018. Terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR),
Seksi Reproduksi yang memiliki fungsi ini belum
banyak terlibat. Hal ini disebabkan oleh seringnya
pergantian pemegang jabatan Seksi Reproduksi; ada
yang mengundurkan diri karena merasa tidak cocok,
dan ada juga yang masih belum memahami tugasnya.

Jika merujuk pada Buku Pedoman Pengelolaan
Kampung KB, tugas Seksi Reproduksi meliputi (i)

memotivasi PUS untuk ber-KB; (ii) membina
kelangsungan  ber-KB;  (iii) menyelenggarakan
pembentukan, pembinaan dan  pengembangan

posyandu; (iv) membuat peta keluarga tiap RT; (V)
mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan
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reproduksi remaja; (vi) pembentukan PIK Remaja dan
Kampanye PUP; (vii) melaksanakan pelayanan KB;
(viii) melaksanakan rujukan dan pengayoman medis;
(ix) penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak
mampu;  (X) mengkoordinasikan layanan  dan
pembinaan peserta KB dengan dokter dan bidan swasta;
(xi) pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan
imunisasi di Posyandu; dan (xii) mengusahakan hal-hal
yang dibutuhkan bidang reproduksi kepada pemerintah
yang lebih atas, dalam hal ini desa, kecamatan,
kabupaten, dan seterusnya (BKKBN, 2017:30-31).

Tugas terakhir, secara khusus, memerlukan kualifikasi
tertentu dari pejabatnya. Padahal, di tingkat RW di
wilayah pedesaan, orang yang memiliki kualifikasi
yang dapat melaksanakan tugas tersebut relatif terbatas.
Ketua Kampung KB di RW 05 Desa Kertasari pun
belum merumuskan rincian tugas untuk Seksi
Reproduksi. Hal yang wajar apabila Seksi Reproduksi
masih belum terlibat dalam kegiatan operasional KB
dan kesehatan reproduksi.

Di pihak lain, di Kampung KB RW 04 Desa Mulyasari
sudah ada rincian tugas untuk Seksi Reproduksi, sama
persis dengan apa yang tertera di Buku Pedoman
Kampung KB. Pejabatnya adalah seorang kader
Posyandu. Meskipun begitu, pejabat Seksi Reproduksi
sampai saat ini belum memahami tugasnya.

Walaupun demikian, kegiatan operasional Program KB
dan KR di kedua Kampung KB ini terus berjalan. Di
Kampung KB RW 05 Desa Kertasari, kader Posyandu,
bidan desa, tenaga penggerak pengintegrasian layanan
sosial (PPL) Posyandu, pembantu pembina KB desa
(PPKBD), dan PKB/PLKB masih bekerjasama dalam
melaksanakan kegiatan program KB dan KR. PPL
Posyandu adalah tenaga penggerak yang direkrut oleh
pemerintah  daerah  Kabupaten  Cianjur  yang
ditempatkan di desa untuk membantu menyukseskan
program peningkatan Posyandu yang cakupan kerjanya
tidak lagi mengenai keluarga berencana (KB), tetapi
juga meliputi ketahanan pangan, kesejahteraan sosial,
perlindungan anak, serta menekan angka kematian ibu
dan anak.

Demikian juga di Kampung KB RW 04 Desa
Mulyasari, kegiatan operasional Program KB dan KR
terus berjalan, walaupun keberadaan PKB/PLKB di
desa ini sempat tidak ada, dan baru ada lagi pada bulan
Oktober 2018. Jumlah PKB/PLKB di Kabupaten

Cianjur memang sangat terbatas. Walaupun di Provinsi
Jawa Barat disubstitusi oleh tenaga penggerak KB desa
(TPD-KB), tetapi jumlahnya belum sebanding dengan
jumlah desa yang ada. Saat ini PKB/PLKB di Desa
Kertasari memegang tiga desa, sementara PKB/PLKB
di Desa Mulyasari memegang dua desa. PPKBD di
Desa Mulyasari yang ada saat ini pun adalah petugas
baru, sehingga pada saat penelitian ini dilakukan, ia
tidak mengetahui bagaimana program KB yang
dilakukan sebelumnya.

Keberadaan PKB/PLKB dan PPKBD di kedua
Kampung KB ini memengaruhi tingkat kesertaan PUS
ber-KB, termasuk di dalamnya PUS unmet need KB.
Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 di Kampung KB
RW 05 Desa Kertasari tingkat unmet need KB (13 PUS
dari 144 PUS) jauh lebih rendah daripada di Kampung
KB RW 04 Desa Mulyasari (133 PUS dari 377 PUS).
Merujuk pada data ini, pada saat kedua Kampung KB
tersebut dibentuk masing-masing menghadapi kondisi
tingkat unmet need KB yang berbeda.

Proses assessment (ldentifikasi PUS unmet need KB)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kualitas layanan
KB yang baik memerlukan proses sistematis berbasis
fakta (PATH UNFPA, 2008). Untuk itu, penting untuk
melakukan kegiatan assessment untuk menentukan
sasaran layanan dan faktor yang menyebabkan PUS
mengalami unmet need KB.

Jika merujuk pada definisi yang dikembangkan oleh
Bradley dkk. (2012) (Gambar 2), identifikasi PUS
unmet need KB memerlukan cakupan data meliputi:
(i) kesertaan ber-KB (sedang/tidak menggunakan
kontrasepsi; (ii) data kehamilan (sedang/tidak hamil);
(iii) umur anak terakhir (kurang dari dua tahun); (iv)
PUS mendapat haid kurang dari dua tahun setelah
melahirkan; dan (v) keinginan memiliki anak meliputi
ingin anak segera (IAS), ingin anak tetapi ditunda
(IAD), dan tidak ingin anak agi (TIAL). Data kehamilan
dan PUS yang mendapat haid kurang dari dua tahun
setelah melahirkan, khususnya, digunakan untuk
mengindikasikan wanita subur atau tidak subur.
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Gambar 2. Definisi wanita unmet need KB

Wanita dari PUS Unmet Need KB
Wanita subur ingin menunda kehamilan atau membatasi
kelahiran tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi

PUS Unmet Need KB untuk
menunda kehamilan

PUS Unmet Need KB untuk
membatasi kehamilan

Sedang hamil,
l—{ menginginkan kehamilan
tsb, tetapi tidak saat itu.

Sedang hamil tetapi tidak

= menginginkan kehamilan

tsb.

Wanita baru melahirkan
(kembali haid dalam 2 tahun)
Menginginkan kelahiran anak
tsb, tetapi tidak saat itu.

Wanita baru melahirkan

[~ | (kembali haid dalam 2 tahun)

Tetapi tidak menginginkan
kelahiran anak tsb.

Wanita tidak sedang hamil Wanita tidak sedang hamil
== menginginkan anak, tetapi tidak menginginkan anak
dua tahun kemudian. lagi.

Sumber: Bradley (2012)

Kombinasi data antara kehamilan/kelahiran anak dan
IAS dikategorikan sebagai kelompok vyang tidak
termasuk unmet need KB. Sementara itu, kombinasi
data antara kehamilan/kelahiran anak dan IAD
menunjukkan kehamilan/kelahiran anak yang tidak
diinginkan pada saat itu. Selanjutnya, kombinasi antara
data kehamilan/kelahiran anak dengan TIAL
mengindikasikan kehamilan/kelahiran anak yang tidak
diinginkan.

Selain untuk mengidentifikasi PUS unmet need KB,
data untuk kepentingan pelayanan KIE/konseling KB
juga diperlukan, yang meliputi (i) umur wanita PUS; (ii)
jumlah anak lahir hidup; (iii) jumlah anak meninggal;
(iv) umur anak terkecil; (v) alasan tidak menggunakan
kontrasepsi; dan (vi) pendidikan. Data umur wanita
PUS, jumlah anak lahir hidup dan meninggal, serta data
umur anak terkecil digunakan untuk mengidentifikasi
wanita PUS ‘empat terlalu” yang merupakan kelompok
sasaran prioritas; sedangkan data terkait alasan tidak
menggunakan kontrasepsi digunakan untuk penyiapan
materi KIE/konseling KB.

Untuk mengidentifikasi PUS unmet need KB tersebut
diperlukan sumber data. Di Kampung KB di Kabupaten
Cianjur terdapat empat jenis sumber data, meliputi (i)
buku “RR Aneka” - buku pencatatan data PUS yang
harus diisi oleh PPKBD; (ii) buku Register WUS dan
PUS dalam sistem informasi Posyandu yang harus diisi
olen kader Posyandu; (iii) buku pendataan untuk

Kampung Kuba, di antaranya informasi tentang
“keluarga ikut merencanakan kelahiran anak™; dan (iv)
lembar F/1/PK yang digunakan pada Pendataan
Keluarga (PK) oleh BKKBN.

Ketersediaan data yang terkandung dalam keempat
instrumen pencatatan data tersebut berbeda-beda (Tabel
2), dengan cara pencatatan yang berbeda pula. Dari
empat jenis sumber data tersebut, hanya pencatatan
keluarga Kampung Kuba dan lembar F/I/PK yang dapat
mengidentifikasi PUS unmet need KB, dengan
prasyarat bahwa pengisian dilakukan secara lengkap.
Pada lembar F/I/PK, data karakteristik PUS untuk
kebutuhan KIE/Konseling KB pun tersedia. Namun
demikian, kedua instrumen pencatatan data PUS ini
tidak digunakan sehari-hari. Lembar P/1/PK digunakan
secara periodik (tahunan).

Instrumen pengumpulan data yang digunakan
sehari-hari di lapangan saat ini adalah buku register
WUS dan PUS dalam sistem informasi Posyandu yang
diisi oleh kader Posyandu dan buku “RR Aneka” yang
diisi oleh PPKBD. Agar dapat memenuhi cakupan data
untuk dapat mengidentifikasi PUS unmet need KB dan
untuk mendukung kebutuhan KIE/Konseling KB maka
diperlukan penambahan data. Agar tidak tumpang
tindih dan lebih efektif, akan lebih baik jika instrumen
pencatatan data PUS untuk kebutuhan pelayanan KB ini
hanya satu saja. Pengisiannya dilakukan secara
bersama-sama dan hasilnya dapat digunakan oleh
semua pihak. Dalam merevisi instrumen pengumpulan
data ini, cakupan data (PK) dapat menjadi rujukan.
Jika instrumen ini sudah selaras dengan cakupan data
PK, maka ketika ada pemutakhiran data PK, data PUS
ini dapat digunakan.

Selain kelengkapan data, yang perlu diperhatikan juga
adalah cara pencatatan agar data tersebut dapat dengan
mudah diolah untuk kepentingan pelayanan dan
evaluasi menggunakan bantuan aplikasi komputer. Cara
pencatatan seperti pada buku ‘RR Aneka’ dapat
menjadi contoh. Hal ini dikarenakan pencatatan PUS
akseptor KB pada buku ini dipilah berdasarkan jenis
alat kontrasepsi dan PUS yang tidak menggunakan
kontrasepsi dicatat pada buku yang berbeda. Oleh
karena itu, jika terjadi perubahan status kesertaan ber-
KB dapat dengan mudah terlihat.
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Tabel 2. Ketersediaan data PUS pada empat instrumen pencatatan data PUS

Data PUS DRI B DL Pendataan Keluarga
RR Aneka | &PYS Kelrg BKKBN
No. Jenis Data SIP N [
Bukan Akseptor
B U BRI Pernah BIm Pernah
Akseptor | Akseptor | Akseptor KB
1 Alamat RT/RW v - v v v
2 Nama Suami v v - v v
3 Nama Isteri v v - v v
4 Umur Isteri v v - v v
5 Jumlah Anak v - - v v
6 Jumlah Anak hidup - v - v v
7 Juml_ah Anak i v i v v
Meninggal
8 Umur Anak Terkecil - - - -
9 Kesertaan Ber-KB v v v v v
10 | Jenis Kontrasepsi - - v -
11 Pergantian Kontrasepsi i i i i i
(Tanggal dan Jenis)
12 | Hamil/Tidak Hamil v - v - -
13 IAS / IAD/TIAL - - v v v
14 | Alasan Tidak KB V%) - - V[]#%) V[#%)
15 | Tahapan KS v v - v v
16 | Pembinaan per Bulan - - - - -
17 | Nama Posyandu - v - - -
18 | Kelompok Dasawisma - VAR - - -
19 | Nama KK - - v - -
o9 | Iml Keluarga/Peserta i i - -
KB
Jml  Keluarga/Peserta - -
2L | Tidak Ber-KB i i o
Jumlah Jenis Data 8 7 5 12 11
Keterangan:

- Data untuk mengidentifikasi PUS Unmet Need KB

Data yang mendukung Penanganan Unmet Need KB

*) Saat ini alasan tidak KB diisi dengan IAS/IAD/TIAL

**) Salah satu alasan ‘sedang hamil’
***) Saat ini data tidak terisi
Sumber: Hasil olah data

Dalam proses pencatatan data, terdapat beberapa pihak
yang terlibat, seperti yang terlihat pada Gambar 3.
Dapat dicermati bahwa yang bertugas mencatat data
hanya kader Posyandu yang mengisi buku register
WUS dan PUS dan PPKBD yang mengisi Buku “RR
Aneka”. Buku “RR Anek” hanya ada di Desa Kertasari
Kecamatan Haurwangi, sementara di Desa Mulyasari
Kecamatan Cilaku belum ada instrumen pengumpulan
data yang digunakan sehari-hari oleh PPKBD. PPKBD
hanya mencatat data yang bersumber dari hasil
pencatan data yang dilakukan oleh kader Posyandu.
Para petugas dari institusi lainnya hanya memberikan
fasilitasi informasi.

Data rujukan yang digunakan untuk penentuan lokasi
Kampung KB menurut informasi yang diperoleh dari
dokumen yang ada di Dinas PPKBP3A Kabupaten
Cianjur (2017) menggunakan data PK 2015 (Tabel 3).
Untuk kegiatan operasional Kampung KB, pada tahun
2017 dilakukan pemutakhiran data. Hasil pemutakhiran
data di Kampung KB RW 04 Desa Mulyasari tercantum
dalam dokumen Profil Kampung KB RW 04 Desa
Mulyasari. Jumlah PUS unmet need KB tahun 2015
dengan tahun 2017 tampak jauh berbeda. Artinya
selama dua tahun tersebut sudah terjadi pengurangan
jumlah PUS unmet need KB. Sementara itu, di
Kampung KB RW 05 Desa Kertasari, data untuk tahun
2017 diperoleh dari PKB/PLKB Desa Kertasari yang
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menunjukkan jumlah unmet need sebesar 17 PUS.
Dengan kata lain, terdapat penambahan tiga PUS
dibandingkan dengan data PK tahun 2015.

Gambar 3. Kolaborasi antar institusi dalam pencatatan
data PUS

. Bidan Desa ! Kelpk Akspt |
Kegiatan (Data hasil pelayanan Sub : di Tkt RT :
Posyandu ! ; |
PeryBuIan Kontrasepsi Suntik, PPKBD : (Mengajak PUS |

1UD, dan Implant) (Pencatatan (____berkB)____i
I ¢ ~ data PUS
Bul
€ y uenan Ketua RT
Kader Posyandu \( A . (Pencatatan data KK/
5 Posyandu ?  PUS Pindah Domisili
(Pencatatan 2 4 A 4
Kesertaan PUS Ber-KB | || PPKBD
menggunakan Buku [€— 7| Mengumpulkan data Seksi Reproduksi
Sistem Informasi dari setiap Posyandu
Posyandu) dan Sub PPKBD Pengurus
| ¢ | ¢ Kampung KB
PPL Posyandu PKB/PLKB
t(M‘_ErTllberikan (Penggerak IMP dalam
petunjuk cara pen- P .
catatan data meng- —> <! :UZatr)]er-elzg) o > Korwil
gunakan Buku Sist. PPKBP3A
Informasi Posyandu) |= 9|  Kecamatan
A Y L4

Keterangan:

- Tanda panah dua arah: relasi kerjasama

- Tanda panah satu arah : pelaporan data

- Petugas yang ditulis dalam kotak bergaris tepi putus-
putus belum ada tetapi direncanakan akan ada
Sumber: Hasil olah data

Tabel 3. Ketersediaan data PUS unmet need KB

Kp. KB RW 04 Kp. KB RW 05
Keterangan | Desa Mulyasari Desa Kertasari
PUS Unmet Kec. Cilaku Kec. Haurwangi
Need KB 2015 2017 2015 2017
*) **) *) **)
IAD 36 22 10 ?
TIAL 97 33 3 ?
Jumlah 133 55 13 17
Data Mikro Ada Ada
-Sedang
Alasan . Hamil (4 -
tidak ;:adrsli(- Dokumen -Fertiligag Drrc:Ie(rLlJ
menggunakan liki tidak 1) tidak
kontrasepsi ditemukan | -Lainnya diterima
(8) oleh

Umur Isteri Ada peneliti
Jumlah Anak Tidak ada

Keterangan:

*) Data PK 2015, bersumber dari Dinas PPKBP3A Kab.

Cianjur

**) Data pada saat Pembentukan Kampung KB
Sumber: Hasil olah data

Menurut pernyataan PKB/PLKB di Desa Kertasari,
pada saat pemutakhiran data setelah Kampung KB
terbentuk, PKB/PLKB tidak dilibatkan dalam proses
tersebut. Semua proses terkait ditangani langsung oleh
koordinator wilayah PPKBP3A bersama dengan kader
di lapangan. Oleh karena itu, data PUS unmet need KB
yang dimiliki oleh PKB/PLKB tersebut adalah hasil
pencatatannya sendiri.

Di dalam dokumen hasil pencatatan data PUS tahun
2017 hanya tersedia jumlahnya saja, tidak tersedia
dokumen data mikronya, sehingga tidak dapat diketahui
siapa dan dimana PUS unmet need KB tersebut berada.
Di Kampung KB RW 04 Mulyasari tidak diperoleh
informasi apakah data ini digunakan sebagai data basis
untuk pelayanan KIE/Konseling KB oleh para petugas
di lapangan atau tidak, karena informan PKB/PLKB
dan PPKBD yang bertugas sebelum penelitian ini
dilakukan sudah pensiun. PKB/PLKB dan PPKBD
yang bertugas saat ini tidak mengetahuinya. Oleh
karena dokumen data mikro PUS unmet need KB 2017
tidak tersedia, perubahan status PUS unmet need KB
tersebut tidak dapat ditelusuri.

Menurut pernyataan PKB/PLKB, data mikro tahun
2017 di Kampung KB RW 05 tersedia. Namun,
dokumen data tersebut tidak dapat diperoleh. Ketika
peneliti meminta data mikro unmet need KB hasil
pencatatan pada saat Kampung KB dibentuk, untuk
keperluan informan PUS, diperoleh daftar PUS atau
data mikro yang bersumber dari data PK 2015. Dalam
daftar PUS tersebut, selain tercantum 13 nama PUS
yang termasuk IAD dan TIAL (unmet need KB), ada
juga nama-nama PUS yang IAS atau ‘ingin anak
segera’. Kondisi ini bisa jadi karena ketidaksengajaan
dalam proses pengisian, tetapi dapat juga
mengindikasikan hal lain yang lebih mengkhawatirkan
yaitu pemahaman yang salah terhadap konsep unmet
need KB.

Proses perencanaan kegiatan KIE/konseling KB

Dalam Buku Pedoman Kampung KB, petugas
KIE/Konseling KB adalah PKB, PPKBD, sub-PPKBD,
dan kader Posyandu. Di Kabupaten Cianjur terdapat
pula petugas lini lapangan lain yaitu PPL Posyandu
yang salah satu tugasnya adalah melakukan
KIE/konseling KB. Berdasarkan informasi dari Kader
Posyandu, PPKBD, dan PPL Posyandu di kedua
Kampung KB tidak ada kegiatan khusus untuk
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pembuatan rencana kegiatan KIE/konseling KB. Kader
Posyandu dan PPKBD, dengan berbekal data yang
dimiliki, memfokuskan perhatian pada PUS yang tidak
menggunakan alat kontrasepsi, apakah PUS tersebut
termasuk unmet need KB atau tidak. Kader Posyandu
tidak memiliki data PUS unmet need KB, karena dalam
pencatatan data yang dimilikinya, PUS unmet need KB
tidak teridentifikasi. PPKBD di Kampung KB RW 05
Desa Kertasari memiliki data PUS IAD dan TIAL tetapi
tidak memiliki data ‘alasan PUS tidak menggunakan
kontrasepsi’. Dengan demikian, PPKBD pun tidak
dapat menyiapkan bahan untuk KIE/konseling KB.
Data PUS IAD dan TIAL yang tidak menggunakan alat
kontrasepsi pun belum secara spesifik dijadikan rujukan
untuk mempersiapkan kegiatan KIE/konseling KB.
PPKBD belum paham bahwa PUS tersebut merupakan
sasaran layanan prioritas dan mereka adalah pihak yang
paling memerlukan pelayanan KIE/konseling KB.

Data ‘alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi’
penting untuk diketahui untuk mempersiapkan materi
kegiatan KIE/konseling KB. Setiap alasan yang
dikemukakan oleh PUS menunjukkan kebutuhan
layanan informasi yang berbeda. Berdasarkan data ini,
PUS dengan alasan yang sama dapat dikelompokkan.
Petugas penyuluh dapat mempersiapkan materi KIE
lebih spesifik dan dapat dibahas secara mendalam,
Situasi ini, pada akhirnya, diharapkan dapat
menguntungkan sasaran layanan sebab mereka dapat
memperoleh informasi yang lengkap sesuai kebutuhan
dalam waktu yang singkat.

Sebagai contoh, di Kampung KB RW 04 Desa
Mulyasari sedikitnya terdapat sembilan PUS yang tidak
menggunakan alat/metode kontrasepsi karena alasan
agama dan mereka semua termasuk kategori unmet
need KB (PUS IAD dan TIAL); diantaranya ada yang
masih berumur kurang dari 40 tahun tetapi sudah
memiliki anak 12 orang. Walaupun mereka menyatakan
alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena
alasan agama, tetapi ada juga PUS yang ditemukan
pernah menggunakan alat/metode kontrasepsi tertentu,
karena mereka merasa perlu ataupun Kkarena
mengabaikan larangan agama yang diyakininya. Pada
kelompok PUS dengan situasi seperti ini, KIE
kelompok dianjurkan untuk dilakukan. Tenaga
penyuluhnya dapat dipilih dari kalangan pemuka agama
yang dapat menjelaskan manfaat alat/metode
kontrasepsi dari sisi agama, dalam hal ini agama Islam.

Pemahaman mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi
yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing
kemudian dapat pula diberikan. KIE kelompok
merupkan solusi yang efisien dalam kerangka
keterbatasan ~ waktu dan petugas. Walaupun
KIE/Konseling KB individual dianggap lebih efektif,
KIE Kelompok dapat efektif jika PUS sasaran sudah
terpilah berdasarkan kebutuhan informasi yang sama;
karena bagi PUS yang tidak aktif bertanya dapat
terbantu oleh PUS yang aktif bertanya.

Proses pelaksanaan kegiatan KIE/konseling KB

Merujuk pada konsep kualitas layananan yang
dikemukakan oleh Bruce (1990), sedikitnya ada enam
aspek yang perlu dijelaskan dalam KIE/konseling KB,
yaitu (i) pilihan metode kontrasepsi; (ii) kejelasan
informasi yang diberikan kepada klien; (iii) kompetensi
teknis penyedia layanan; (iv) hubungan interpersonal
antara penyedia layanan dan klien; (v) tindak lanjut dan
kontinuitas layanan; dan (vi) konstelasi layanan yang
ditawarkan. Menurut penjelasan kader Posyandu,
pelaksanaan kegiatan KIE/konseling KB di kedua RW
Kampung KB ini dilakukan oleh kader Posyandu yang
memiliki waktu dan yang dianggap memiliki
kemampuan untuk melakukan KIE/konseling KB,
bersama dengan atau tanpa PPKBD atau PKB
melakukan kunjungan rumah PUS sasaran yang tidak
menggunakan alat/metode kontrasepsi atau yang ingin
beralih ke alat kontrasepsi lain.

Ketika melakukan kunjungan rumah, kader Posyandu
biasanya juga mengajak PUS pengguna alat kontrasepsi
tertentu yang masih belum banyak diminati, seperti
pengguna implant, IUD, atau MOP, untuk berbagi
informasi tentang pengalaman mereka. Sebagai contoh,
seorang kader Posyandu di RT 04 Kampung KB RW 04
Desa Mulyasari yang juga sebagai akseptor KB
pengguna implant, atau rekan kader Posyandu lainnya
yang menggunakan MOW. Jika mereka mengunjungi
PUS sasaran, biasanya mereka menceritakan apa yang
dialami dan dirasakan ketika menggunakan alat
kontrasepsi  tersebut dan  bagaimana  cara
memperolehnya. Menurut mereka, cara ini biasanya
lebih efektif untuk mengajak PUS menggunakan alat
kontrasepsi karena informasi diperoleh dari pengguna.

Kegiatan KIE/konseling KB oleh kader Posyandu
jarang dilakukan di Posyandu, karena biasanya kegiatan
penyuluhan lebih banyak dilakukan untuk kesehatan
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balita. Selain itu, ibu balita biasanya tidak banyak yang
hadir pada kegiatan Posyandu, karena biasanya mereka
sedang sibuk bekerja di lahan pertanian atau sebagai
buruh tani. Selain itu, semua Posyandu belum memiliki
tempat khusus atau gedung sendiri. Bidan desa juga
selalu memberikan informasi tentang pentingnya
penggunaan alat/metode kontrasepsi pada ibu bersalin
selepas persalinan. Bidan biasanya menganjurkan ibu
bersalin  menggunakan salah satu alat/metode
kontrasepsi  tertentu untuk menjarangkan atau
menghentikan kehamilan. PUS sasaran umumnya
mendapatkan pemahaman yang cukup baik mengenai
berbagai alat kontrasepsi berdasarkan penjelasan dari
kader Posyandu maupun dari bidan desa. Namun
demikian, pengambilan keputusan untuk menggunakan
atau tidak menggunakan alat kontrasepsi dan pemilihan
alat kontrasepsinya sangat tergantung pada PUS sendiri.

Pengambilan keputusan PUS untuk menggunakan salah
satu alat kontrasepsi biasanya ada yang mudah/cepat
dan ada juga yang sulit/lama. Proses pengambilan
keputusan yang memerlukan waktu lama terutama
untuk memutuskan penggunaan metode kontrasepsi
IUD, implan, dan MOW. Hal ini terkait dengan cara
penanganannya. Cara pemasangan IUD bagi sebagian
besar PUS dirasakan tidak nyaman dan umumnya
mereka merasa malu dan risih. Walaupun
penanganannya tidak jauh berbeda dengan ketika
mereka bersalin, tetapi menurut mereka situasi ketika
bersalin dan ketika pelayanan kontrasepsi tersebut
berbeda.

Metoda kontrasepsi implant, sepertinya mulai diminati,
karena ada beberapa kader Posyandu dan PUS yang
sudah  menggunakannya dan mereka berbagi
pengalaman dengan PUS lainnya. Selain itu, saat ini
alat kontrasepsi implan, MOW, dan IUD merupakan
metoda  kontrasepsi pemerintah yang banyak
ditawarkan dan tidak berbayar. Kalaupun berbayar
biayanya murah dan dapat dengan mudah dijangkau
oleh PUS di kedua Kampung KB ini. Pil dan suntik
merupakan jenis Kkontrasepsi lainnya yang banyak
digunakan oleh PUS lainnya. Kerap ditemukan PUS
yang pada awalnya mencoba alat kontrasepsi tertentu
dan jika merasa tidak cocok dapat dengan mudah
beralih ke alat kontrasepsi lain, seperti pengalaman
salah satu wanita PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi berganti-ganti antara pil dan suntik.

Proses pelaksanaan kegiatan pelayanan kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi sangat berkaitan dengan
Pelayanan KIE/konseling KB. Keputusan PUS untuk
menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi
dapat dipengaruhi oleh pelayanan KIE/konseling KB.
Saat ini, pelayanan kontrasepsi di kedua Kampung KB
relatif mudah diperoleh. Pelayanan alat kontrasepsi pil,
dapat diperoleh di kader Posyandu atau PPKBD (untuk
alat kontrasepsi pil Pemerintah) atau dapat dibeli sendiri
di toko atau apotik. Pelayanan alat kontrasepsi suntik
dapat diperoleh dari bidan desa dan bidan lain di desa
tersebut yang membuka layanan alat kontrasepsi.
Pelayanan alat kontrasepsi implan dan IUD biasanya
diperoleh  dari  pelayanan  kontrasepsi  yang
diselenggarakan pemerintah daerah melalui kegiatan
pelayanan safari KB di Puskesmas atau Puskesmas
Pembantu atau melalui kegiatan pelayanan kontrasepsi
di tingkat kabupaten. Pelayanan kontrasepsi MOW,
secara khusus, hanya dapat diperoleh di rumah sakit
tertentu yang memiliki dokter spesialis terlatih. PUS di
Kabupaten Cianjur dapat memperolehnya melalui
kegiatan safari KB yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

Dari sisi pembiayaan, penyelenggaraan pelayanan
kontrasepsi pemerintah untuk alat kontrasepsi 1UD dan
implan di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu
berbeda denga penyelenggaraan di tingkat kabupaten
yang kelompok sasarannya untuk semua PUS di
wilayah Kabupaten Cianjur. Jika diselenggarakan di
Puskesmas atau Puskesmas Pembantu setempat,
sejumlah pembiayaan ada yang ditanggung oleh PUS
peserta layanan, termasuk di dalamnya layanan alat
kontrasepsi implant. Meskipun alat implannya
disediakan oleh pemerintah, tetapi obat penangkal efek
samping pasca pelayanannya harus ditanggung oleh
PUS. Oleh karena itu, PUS biasanya dikenakan biaya
dalam jumlah tertentu. Kader Posyandu dalam kajian
ini mengemukakan bahwa biaya pelayanan alat
kontrasepsi implan, jika dilakukan di Puskesmas
Pembantu sebesar Rp 35.000,- untuk tiga tahun masa
pemakaian, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan
biaya alat kontrasepsi suntik, Rp 25.000,- untuk tiga
bulan. Namun, fasilitas ini belum dimanfaatkan di
kedua Kampung KB di Kabupaten Cianjur karena
masih ada yang merasa takut menggunakannya. Situasi
ini  merupakan tantangan bagi para petugas
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KIE/konseling  untuk  terus
alat/metode kontrasepsi ini.

memasyarakatkan

Alat kontrasepsi yang banyak dipilih di Kampung KB
RW 04 Desa Mulyasari maupun di Kampung KB RW
05 Desa Kertasari adalah suntik dan pil. Meskipun
begitu, metoda kontrasepsi implan, sepertinya mulai
diminati, karena sudah ada beberapa kader Posyandu
dan PUS yang sudah memakai metode kontrasepsi ini
dan mereka berbagi pengalaman dengan PUS lainnya.

Kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan pencatatan
data untuk mengidentifikasi kelompok sasaran PUS
unmet need KB, pelayanan KIE/konseling KB, serta
pelayanan kontrasepsi cukup banyak. Keberadaan
mereka merupakan sumber daya atau modal sosial
komunitas  yang  dapat  digunakan untuk
mengembangkan program KB dan kesehatan
reproduksi di Kampung KB. Namun demikian,
kapasitas mereka perlu ditingkatkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kelembagaan terkait
memerlukan otonomi yaitu kekuatan yang dimiliki
untuk mengekspresikan kedudukannya secara efektif;
dalam hal ini kapasitas yang memadai untuk
mendukung otonomi mereka. Sebagai relawan, mereka
juga perlu memiliki rasa solidaritas, kedermawanan,
dan kerelawanan. Hal ini perlu terus dipupuk dan
dikembangkan dengan memperhatikan return on
investment atau keuntungan atas investasi yang telah
mereka tanamkan agar mereka mau terus terlibat,
keuntungan yang diperoleh tidak selalu dalam bentuk
materi atau uang. Selain itu, dalam melaksanakan
tugasnya mereka memerlukan kejelasan tugas atau
peran yang harus dimainkan; seyogyanya ada aturan
dan prosedur yang disepakati bersama yang berisi
pembagian tugas dan relasi diantara mereka. Semakin
banyak institusi yang terlibat, maka semakin banyak
sumber daya yang dapat dimanfaatkan (Chaskin dkk.,
2001; Sulastri, 2012; Warner, 1999; Uphoff, 2000).

Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pada buku pedoman pengelolaan Kampung KB
(BKKBN, 2017: 14, 40-41, dan Lampiran 1 halaman
viii) dinyatakan bahwa kegiatan monitoring dan
evaluasi di Kampung KB merupakan tugas PKB/PLKB.
Kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi adalah tugas
dari Seksi Reproduksi pada kepengurusan Kampung
KB. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi

terfokus pada Kegiatan KIE/Penyuluhan KB dan
Pelayanan Kontrasepsi (Tabel 4.a).

Kegiatan KIE atau penyuluhan dengan kegiatan
pelayanan KB tidak dapat dievaluasi secara tersendiri,
tetapi harus merujuk pada jumlah PUS kelompok
sasaran. Sebagaimana disarankan oleh PATH UNFPA
(2008) bahwa pelayanan KIE atau penyuluhan KB
berkualitas memerlukan data kelompok sasaran: berapa
jumlahnya; karakteristiknya bagaimana, dan bagi yang
tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi; apa
alasannya. Kelompok sasaran ini terdiri dari PUS unmet
need KB agar menggunakan salah satu alat kontrasepsi,
PUS akseptor non-MJP agar menggunakan alat
kontrasepsi MJP, dan PUS akseptor MJP agar tetap
menggunakan alat kontrasepsi MJP. Dengan demikian
selain kedua kegiatan itu, kegiatan pencatatan data PUS
dan kegiatan identifikasi PUS sasaran layanan yang
seyogyanya juga dimonitor dan dievaluasi. Indikator
proses dan indikator output untuk Kkegiatan
KIE/penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi pun
seyogyanya diselaraskan (Tabel 4.b). Untuk melakukan
evaluasi hasil diperlukan pemutakhiran data kelompok
sasaran untuk melacak status kesertaan ber-KB mereka,
sehingga indikator output dapat diidentifikasi.

Petugas lapangan yang bertugas melakukan monitoring
dan evaluasi adalah PKB/PLKB terhadap kegiatan KB
yang seyogyanya dilakukan oleh Seksi Reproduksi.
Seksi Reproduksi di kedua Kampung KB ini belum
terlibat dalam kegiatan operasional KB. Selain itu,
PKB/PLKB di Kampung KB RW 04 Desa Mulyasari
mulai bertugas pada bulan Oktober 2018, oleh karena
itu kegiatan monitoring dan evaluasi oleh PKB/PLKB
di Kampung KB ini tidak dapat diidentifikasi. Di
Kampung KB RW 05 Desa Kertasari terdapat
PKB/PLKB tetapi jika didudukkan dalam perannya
sebagai Petugas Monitoring dan Evaluasi untuk
Kegiatan KB yang dilakukan oleh Seksi Reproduksi, ia
juga tidak dapat melakukan kegiatan ini karena Seksi
Reproduksi belum berperan.
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Tabel 4.a. Pedoman indikator keberhasilan program KB di Kampung KB

Tugas Seksi . . Indikator
No. Reproduksi Indikator Input Indikator Proses Output
1. v a. Petugas (Kader Posyandu,
a. Memotivasi PUS Jumlah PUS
untuk Ber-KB Sub PPKBD, PPKBD, Frekuensi dan Kualitas | Tidak ber-KB
PPL Posyandu, Kegiatan
b. Membina Kelang- PKB/PLKB KIE/Penyuluhan
S BN b. Kegiatan-kegiatan terkait Jumlah Keserta-
2.
c. Anggaran Kampung KB ) an Ber-KB per
Egragg;enr:rlfan g9 pung Frekuensi  Pelayanan | Mix Kontrasepsi
K %’ . d. Ketersediaan Sarana dan KB
ontrasepst Prasarana.

Sumber: BKKBN, 2017: 40-41 dan Lampiran 1 halaman viii

Tabel 4.b. Rekomendasi indikator keberhasilan program KB di Kampung KB

No. ;ugas SEKS.' Indikator Input Indikator Proses Indikator Output
eproduksi
1. | Memantau a. Petugas (Kader PUS sasaran layanan
Pencatatan Posyandu, Sub a. Kelengkapan jenis data | teridentifikasi:
Data PPKBD, PPKBD, yang dikumpulkan Tersedia Daftar PUS
PPL Posyandu, (Instrumen Sasaran Layanan (Data
PKB/PLKB Pengumpulan data) Mikro)
b. Kegiatan- b. Kelengkapan cakupan a. PUS unmet need KB
kegiatan terkait Eiashosd P o [PUSALEEI T
jumlah PUS yang MJP
c. Anggaran tercatat menurut ¢. PUS Akseptor MJP
Kampung KB kesertaan ber-KB berikut karakteristik
. identifikasi demografisnya (Empat
S “ SP;;):reasnulj;;;:]f;ﬁaa Terlalu). Bagi PUS unmet
sarana dan need KB ditambah dengan
prasarana. alasan tidak ber-KB.

2. a. Memotivasi
PUS untuk
ber-KB

b. Membina
kelangsung-
an ber-KB

3. | Penggerakan
Pelayanan
Kontrasepsi

a. Jumlah/proporsi PUS
unmet need KB
mendapat layanan KIE

b. Kualitas Keg. KIE/Pe-
nyuluhan (misalnya
Enam indikator kualitas
layanan Bruce)

Jumlah/Proporsi PUS
unmet need KB
(berkurang)

a. Jumlah/proporsi Aksep-
tor MJP mendapat pem-
binaan (agar tetap meng-
gunakan alkon MJP).

b. Jumlah/proporsi
Akseptor non-MJP KIE
alat kontrasepsi MJP
(agar beralih ke MJP)

Proporsi PUS memerlukan
kontrasepsi yang mendapat
pelayanan.

a. Jumlah/Proporsi
Akseptor MJP
(bertambah)

b. Jumlah/Proporsi
Akseptor Non-MJP
(berkurang)

Sumber: Hasil olah data
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Dalam kegiatan KB di Kampung KB, termasuk di
dalamnya penanganan unmet need KB, Seksi
Reproduksi yang merupakan unsur dari kepengurusan
Kampung KB diharapkan banyak berperan. Merujuk
pada tugas Seksi Reproduksi yang cukup berat, cukup
sulit bagi ketua pengurus Kampung KB mendapatkan
orang yang mempunyai kualifikasi untuk menjalankan
tugas tersebut. Tidak hanya syarat pengetahuan dan
pengalaman di bidang KB, tetapi diperlukan juga
komitmen tinggi karena mereka adalah relawan yang
tidak mendapat imbalan materi tetapi tuntutan tugasnya
demikian berat.

PKB/PLKB di Kampung KB RW 05 Desa Kertasari
memiliki data PUS unmet need KB terbaru bulan
Oktober 2018 sebanyak tujuh PUS, akan tetapi karena
dokumen data mikro sebelumnya tidak tersedia maka
tidak dapat diketahui apakah PUS tersebut adalah PUS
unmet need KB baru atau PUS unmet need KB lama
yang masih belum tertangani.

Tabel 5

Data Kesertaan PUS ber-KB terbaru di Kampung KB
RW 04 Desa Mulyasari belum tersedia, sehingga untuk
mengetahui kondisi terakhir kesertaan PUS ber-KB,
terutama PUS unmet need KB, dilakukan pemutakhiran
data dengan menggunakan data PUS hasil pendataan
keluarga 2015 revisi sebagai data dasar. Jenis data yang
dikumpulkan mencakup data untuk mengidentifikasi
PUS unmet need KB, karakteristik demografisnya, dan
alasan tidak ber-KB. Daftar PUS tersebut dipilah
menurut wilayah RT agar dapat ditelusuri oleh kader
Posyandu. Data PUS Bulan Oktober 2018 dimasukkan
pada kolom yang bersebelahan dengan data tahun 2015.
Selanjutnya dilakukan identifikasi perubahan status
PUS dari tahun 2015 ke tahun 2018. Hasil olah data ini
dapat melihat perubahan kesertaan ber-KB PUS per RT.
Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi
capaian hasil pelayanan selama periode 2015-2018
(Tabel 5) dan data mikronya sebagai bekal untuk
pelayanan berikutnya.

Perubahan kesertaan PUS ber-KB di Kampung KB RW 04 Desa Mulyasari
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur 2015-2018

Perubahan PUS PK 2015 pada Bulan Oktober 2018
P ———

PUS Pengguna Alat

. PUS Tidak Menggunakan Alat Kotrasepsi PUS
Kontrasepsi Bukan PUS i
Keterangan Alat Kontrasepsi yang IAS Unmet Need KB Selibat Pinda | Jumlah
PUS sedang/pernah digunakan IAD dan TIAL hDom | PUS
. . Im- .| Tidak .| Alasan | Alasan | . Cerai | Cerai | Tdk | Meno- | i-sili
() | St plant oW | Hamil Hamil et Agama | Lain GIED || w Hidup | Mati | Subur
2015
(Akseptor KB) 77 139 | 27 0 243
Peubahan
2018 38 118 | 10 0 208
2015 (Pernah
Ber-KB) 33 78| 10 0 6 17 1 0 97 0
Perubahan
2018 11 34 1 0 1 6 2 4 0 0

2015 (tidak
Pernah KB)

Perubahan

PUS PK 2015
Pada Thn
2018

15

PUS Baru

2018 4

Jumlah PUS

Oktober -

203 23

Sumber: Hasil olah data
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Data pada Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa 65 dari
183 PUS tidak menggunakan alat kontrasepsi berubah
statusnya menjadi akseptor KB; tetapi terdapat 19 PUS
yang semula akseptor KB berubah menjadi bukan
akseptor KB. 65 akseptor KB ini (61 diantaranya
berasal dari PUS unmet need KB) dapat diklaim sebagai
keberhasilan pelayanan dalam tiga tahun terakhir.
Proporsi unmet need KB 2015 sebesar 38,67% (153 dari
396 PUS memerlukan alat kontrasepsi) menurun drastis
pada tahun 2018 menjadi 6,48% (16 dari 247 PUS yang
memerlukan alat kontrasepsi). Proporsi unmet need KB
ini bahkan jauh lebih kecil dari target nasional tahun
2018 sebesar 10,14%. Keberhasilan penurunan proporsi
ini merupakan konsekuensi semakin mudahnya calon
akseptor mendapatkan pelayanan kontrasepsi serta
kontribusi pelayanan KIE/Konseling KB oleh berbagai
pihak, termasuk di dalamnya kader Posyandu, bidan
Desa, PPL Posyandu, pembinaan dari koordinator
wilayah Kecamatan Cilaku, disertai fasilitas pelayanan
KB Pemerintah yang relatif sering dilakukan.

Perlu diperhatikan bahwa berkurangnya jumlah PUS
dari 426 menjadi 306, karena terdapat 92 PUS hilang
permanen, karena pindah domisili, menopause dan
tidak subur; dan terdapat pula 28 PUS hilang sementara
karena cerai hidup dan cerai mati (salah satu pasangan
meninggal dunia). 35 PUS yang salah satu pasangannya
menjadi TKI, dalam jangka waktu tertentu dapat
diabaikan sementara; tetapi 55 PUS yang sedang tidak
menggunakan alat kontrasepsi, 19 diantaranya umnet
need KB, memerlukan perhatian dari tenaga pelayanan
KIE/Konseling KB. Peserta KB Aktif MJP 5,67% dan
yang Non MJP 94,33% juga masih memerlukan
pembinaan.

Cara pemutakhiran data ini merupakan salah satu
contoh yang dapat digunakan untuk kepentingan
evaluasi  hasil (summative evaluation); untuk
mengidentifikasi indikator output dari penanganan PUS
unmet need KB maupun pembinaan PUS yang
sebelumnya sudah menjadi akseptor KB.

KESIMPULAN

Kajian ini menemukan berbagai isu yang muncul dalam
proses penanganan unmet need KB pada kedua
Kampung KB yang menjadi studi kasus dalam
penelitian ini. Berbagai faktor yang memengaruhi
proses penanganan ini meliputi ketersediaan instrumen

pengumpulan dan pencatatan data terkait, serta
perencanaan KIE/konseling KB. Proses monitoring dan
evalusi juga perlu mendapat perhatian penting,
termasuk di dalamnya proses pemutakhiran data,
sebagai tolak ukur output keberhasilan penanganan
PUS unmet need KB.

Terhambatnya layanan pada PUS dengan unmet need
KB juga turut dipengaruhi oleh tumpang tindihnya
beban kerja para petugas terkait. Belum adanya
penyelarasan tugas pada instansi di level berbeda
berakibat pada terganggunya relasi kerja antar institusi
yang terlibat dalam proses penanganan unmet need KB
ini. Berbagai temuan dalam kajian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai pentingnya efisiensi
dan efektivitas antar kelembagaan terkait. Selain itu,
perlu kejelasan tugas dan pengaturan tata kerja antar
instansi-instansi terkait seperti Dinas PPKBP3A di
tingkat kabupaten dan BKKBN di tingkat pusat, juga
institusi  yang berhubungan langsung dengan
masyarakat (kader dan PPL Posyandu, sub PPKBD,
ketua RT, ketua RW, pengurus Kampung KB,
PKB/PLKB, PPKBD, bidan desa, dan Pustu).
Koordinasi tersebut diperlukan dalam seluruh tahapan
penanganan unmet need KB.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian penting merujuk
pada kondisi layanan di Kampung KB adalah
perencanaan KIE/Konseling KB dalam penanganan
PUS unmet need KB yang belum mengacu pada
karakteristik PUS sasaran layanan. Padahal,
karakteristik PUS sasaran layanan penting menjadi
rujukan agar pelayanan KIE/Konseling KB lebih
terfokus pada kebutuhan PUS. Dalam KIE/Konseling
KB, cakupan informasi, kejelasan dalam pemberian
informasi, termasuk efek yang dapat ditimbulkan dari
alat kontrasepsi tertentu dan cara menanganinya
diperlukan oleh kelompok sasaran untuk membantu
mereka membuat keputusan dalam pemilihan alat
kontrasepsi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua Kampung KB
beranjak dari beban masalah tingkat unmet need KB
yang berbeda. Walaupun pada keduanya Seksi
Reproduksi belum berperan, petugas lini lapangan di
Kampung KB RW 04 Desa Mulyasari  yang
mempunyai beban lebih berat mampu mengajak 61
PUS yang tercatat pada tahun 2015 sebagai PUS unmet
need KB menjadi pengguna salah satu alat kontrasepsi.
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Sementara itu, proporsi unmet need KB di Kampung
KB RW 04 Desa Mulyasari berubah dari 38,67% pada
tahun 2015 (data PK 2015 revisi) menjadi 6,48% pada
tahun 2018; sementara di Kampung KB RW 05 Desa
Kertasari berubah dari 9,03% pada tahun 2015 menjadi
5,46% pada tahun 2018. Meskipun begitu, peningkatan
layanan pada PUS unmet need KB masih tetap
diperlukan. Peningkatan layanan utamanya difokuskan
pada perapian instrumen pengumpulan data PUS yang
harus diisi oleh kader Posyandu dan PPKBD. Selama
ini, instrumen yang mereka gunakan dianggap cukup
merepotkan karena terdiri dari berbagai format dan
kelengkapan data yang berbeda. Agar lebih efisien,
formulir pencatatan data untuk pelayanan KB sebaiknya
satu jenis saja. Format instrumen pengumpulan data
tersebut juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan
penyediaan data mikro PUS unmet need KB untuk
kebutuhan layanan dan kebutuhan penyediaan data
makro untuk kepentingan evaluasi program layanan.
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Abstract

Adolescents play an essential role in development in the
era of globalization, but they are also in a vulnerable
period to do risky behaviors related to sexuality. This
paper is based on a 2017 survey of 401 adolescents in
Medan city to examine the determinants of risk
behavior related to sexuality. The survey shows that
11% of respondents have high-risk behavior, 34% are
moderate, and 55% are low. Pearson’s chi-square
analysis found significant variables related to
respondent characteristics, family background, peers,
information  technology, and non-sexual risky
behaviors. Furthermore, the results of multivariate
logistic regression showed the determinants of risky
adolescent behaviors related to sexuality were
influenced by eight factors: sex, age of adolescence, has
brothers and sex (interaction), have peers who have had
premarital sex, have homosexual friends, frequency of
accessing the internet, have ever smoking, and have
ever consumed drugs. This study recommends the need
for policies/programs that provide information to
adolescents and parents about sexuality and gender
identity, pornography, as well as reproductive health in
a comprehensive and up-to-date manner.

Keywords: Adolescent, risky behavior, sexuality,
globalization, Medan City

Abstrak

Remaja berperan penting dalam pembangunan di era
globalisasi, tetapi mereka berada pada masa rentan
melakukan perilaku berisiko terkait seksualitas. Tulisan
ini disusun berdasarkan survei tahun 2017 terhadap 401
remaja di Kota Medan untuk mengkaji determinan
perilaku berisiko terkait seksualitas. Hasil survei
menunjukkan 11% responden mempunyai perilaku
berisiko tinggi, 34% sedang, dan 55% rendah. Analisis
uji statistik Pearson Chi-kuadrat menemukan variabel-
variabel yang signifikan terhadap perilaku berisiko
remaja mencakup karakteristik responden, lingkungan
keluarga, teman sebaya, teknologi informasi, dan
perilaku berisiko nonseksualitas. Selanjutnya, hasil
regresi logistik menunjukkan determinan perilaku
berisiko remaja terkait seksualitas dipengaruhi 8 faktor:
jenis kelamin, umur remaja, memiliki kakak laki-laki
dan jenis kelamin (interaksi), mempunyai teman sebaya
yang pernah melakukan seks pranikah, mempunyai
teman homoseksual, frekuensi mengakses internet,
pernah merokok, serta pernah mengonsumsi narkotika,
psikotropika atau zat adiktif lainnya (NAPZA). Studi
ini merekomendasikan perlunya kebijakan/program
yang memberikan informasi kepada remaja dan orang
tua mengenai seksualitas dan identitas gender,
pornografi, serta kesehatan reproduksi secara
komprehensif dan kekinian.

Kata kunci: Remaja, perilaku berisiko, seksualitas,
globalisasi, Kota Medan.
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PENDAHULUAN

Remaja berperan penting dalam pembangunan dan
dapat meningkatkan daya saing penduduk di era
globalisasi. Data demografi menunjukkan bahwa
remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk
dunia. Di Indonesia, hasil Sensus Penduduk 2010
menunjukkan lebih dari seperempat (26,67%) dari total
237,6 juta jiwa penduduk merupakan kelompok remaja
(usia 10-24 tahun). Remaja merupakan generasi
penerus pembangunan bangsa dan seringkali disebut
sebagai ‘agen pengubah’ (agent of change) dalam
masyarakat. Dalam konteks era globalisasi, yang
ditandai oleh kemajuan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, remaja perlu dipersiapkan
dengan sebaik-baiknya agar mereka dapat mengambil
manfaat sebesar-besarnya dan berkompetisi (berdaya
saing) dengan remaja lain di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, remaja
sebenarnya berada pada kondisi paling sehat
dibandingkan kelompok penduduk lainnya. Namun,
kelompok ini juga sering dilihat sebagai usia rentan
karena berada pada masa transisi dari anak-anak
menuju dewasa. Pada masa ini terjadi perubahan yang
sangat cepat, baik dari aspek biologis (Tanner, 1990),
psikologis (Hurlock, 1967), maupun sosial demografi
(Rindfuss, 1991). Dalam proses menemukan jati diri,
misalnya, tidak sedikit remaja yang melakukan hal-hal
yang berisiko, termasuk perilaku seksualitas mereka
(Cvjetan dkk., 2014; Alexander dkk., 2001; Ellickson
dkk., 2003). Perkembangan era media sosial yang akrab
dengan dunia remaja menjadi tantangan tersendiri dan
menjadikan permasalahan perilaku berisiko remaja ini
menjadi semakin kompleks (Bleakley dkk., 2008; Guse
dkk., 2012).

Studi perilaku berisiko remaja terkait seksualitas sudah
banyak dilakukan di Indonesia dan di Kota Medan
(Diarsvitri dkk., 2011; Hidayaningsih dkk., 2011;
Fitrikasari, 2003; Situmorang, 2001; Saifudin &
Hidayana, 1999), tetapi kajian-kajian tersebut
umumnya belum mengaitkan perilaku berisiko tersebut
dengan lingkungan keluarga dan kemajuan teknologi
informasi.  Studi  Situmorang (2001), misalnya,
menunjukkan bahwa perilaku melakukan hubungan
seksual sebelum menikah (premarital sex) tidak dapat
diterima secara sosial. Meskipun begitu, sebanyak 18%
dari 875 responden remaja dalam studi tersebut
mengaku telah melakukan hubungan seksual.

Sebelumnya, studi Saifudin & Hidayana (1999) juga
mendiskusikan isu melonggarnya nilai-nilai atau
moralitas seksual (permissiveness) di Kota Medan.
Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap perilaku berisiko remaja
terkait seksualitas di Kota Medan, termasuk dengan
mengaitkannya dengan faktor keluarga dan kemajuan
perkembangan teknologi informasi di era globalisasi.

METODOLOGI

Data yang digunakan untuk kajian ini berasal dari hasil
survei “Determinan Remaja Berkualitas di FEra
Globalisasi” yang dilakukan oleh Pusat Penelitian
Kependudukan LIPI pada tahun 2017. Survei dilakukan
terhadap 401 remaja di 20 kelurahan di 12 kecamatan
di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan
lokasi survei (kelurahan) dilakukan dengan enggunakan
teknik PPS (Probability Proportional to Size) agar
dapat mewakili remaja di Kota Medan. Teknik PPS
merupakan  prosedur penarikan sampel yang
memungkinkan peluang terpilihnya suatu unit sampel
sebanding dengan ukurannya (Skinner, 2014). Ukuran
yang dimaksud adalah informasi tambahan yang
dipertimbangkan sebagai dasar penarikan sampel dan
memiliki kaitan yang erat dengan variabel-variabel
yang diteliti. Dalam hal ini, ukuran yang dipakai adalah
proporsi remaja dalam setiap kelurahan. Responden
survei dalam studi ini adalah remaja berusia 15-24
tahun yang belum pernah menikah berjumlah 401 orang
(dengan rata-rata 20 responden per kelurahan).

Variabel terikat dalam tulisan ini menggambarkan
tingkat perilaku berisiko remaja terkait seksualitas yang
merupakan gabungan dari tiga variabel yang diukur
dalam survei, yaitu: (i) apakah responden aktif mencari
sendiri konten pornografi dari sumber manapun; (ii)
apakah responden melakukan perilaku meraba
(diraba)/merangsang (dirangsang) bagian tubuh yang
sensitif (sekitar alat kelamin, payudara, paha) ketika
berpacaran; dan (3) apakah responden pernah
melakukan hubungan seksual.

Variabel perilaku berisiko remaja tersebut selanjutnya
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (i) rendah, apabila
remaja tidak pernah menonton konten pornografi atau
tidak aktif mencari sendiri konten pornografi dari
sumber manapun; (ii) sedang, apabila remaja aktif
mencari sendiri konten pornografi dari sumber
manapun; serta (iii) tinggi, apabila remaja pernah
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meraba (diraba)/merangsang (dirangsang) bagian tubuh
yang sensitif (sekitar alat kelamin, payudara, paha)
ketika berpacaran dan pernah melakukan hubungan
seksual. Penggabungan tiga aspek perilaku terkait
sekualitas tersebut dalam variabel terikat ini didasarkan
pada studi yang menunjukkan bahwa remaja yang
membaca atau menonton pornografi  memiliki
kecenderungan lebih besar untuk melakukan seks
pranikah (Manaf dkk., 2014; Braun-Corville & Rojas,
2009). Studi Shtarkshall dkk. (2009) juga menunjukkan
bukti bahwa meraba merupakan salah satu tahap dalam
perkembangan perilaku melakukan hubungan seksual
pada remaja.

Variabel bebas dalam kajian ini dikelompokkan dalam

enam aspek, yaitu:

1. Karakteristik individu remaja (jenis kelamin, umur,
etnisitas, kegiatan utama, pola tempat tinggal, dan
pengalaman bekerja seminggu terakhir)

2. Faktor lingkungan keluarga (status perkawinan
orang tua, responden memiliki kakak laki-laki atau
kakak perempuan, pendidikan tertinggi ayah dan
ibu, pekerjaan utama ayah dan ibu, serta apakah
responden pernah berdiskusi dengan ayah dan ibu
terkait seksualitas dan pornografi)

3. Faktor teman sebaya (responden mempunyai teman
sebaya yang sudah pernah melakukan hubungan
seks pranikah, responden mempunyai teman laki-
laki gay atau perempuan leshian)

4. Faktor akses remaja terhadap teknologi informasi
(frekuensi remaja mengakses internet selama
seminggu terakhir, remaja mengakses internet
selama seminggu terakhir dengan menggunakan
telepon genggam sendiri atau dengan menggunakan
sarana komputer/laptop/tablet dan sejenisnya, serta
frekuensi remaja menggunakan Instagram dan Line
selama seminggu terakhir)

5. Faktor pengetahuan remaja (pengetahuan tentang
tanda-tanda pubertas pada remaja laki-laki dan
remaja perempuan serta pengetahuan mengenai
masa subur seorang wanita)

6. Faktor  perilaku  berisiko  remaja terkait
nonseksualitas (responden pernah mengonsumsi
NAPZA — narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya), yang merupakan gabungan dari pertanyaan
mengenai apakah mereka pernah mabuk karena
minum minuman beralkohol, pernah mengonsumsi
narkoba, dan pernah ‘ngelem’.

Analisis data dilakukan dalam empat tahapan: (i)
mencari frekuensi dari semua variabel bebas yang
dibagi berdasarkan jenis kelamin remaja; (ii)
melakukan tabulasi silang antara variabel bebas dan
variabel terikat dengan menggunakan uji Pearson Chi-
kuadrat untuk melihat apakah ada perbedaan yang
signifikan di dalam tabulasi tersebut. Tahapan ini
bertujuan untuk memilih variabel yang signifikan pada
tingkat signifikansi 10% untuk dimasukkan pada
tahapan berikutnya; (iii) menggabungkan variabel-
variabel menjadi model regresi multivariabel. Model
regresi ordinal berganda dipilih sebab variabel terikat
pada kajian ini merupakan variabel ordinal (McCullagh,
1980); dan (iv) variabel-variabel yang tidak signifikan
secara statistik dikeluarkan dari model regresi yang
akhir (Long & Freese, 2014). Dari hasil pemilihan
variabel independen maka model regresi ordinal
berganda pada kajian ini adalah:

Pri/o}(PerilakuB erisiko=m—| | x_1)=F(t_m-xP)-F(t_(m-1)-xp)

Dalam model ini,

xp=B_(JK[laki-laki]) JK + B _(UMUR[18-20 tahun])
UMUR + B (UMURJ[21-24 tahun]) UMUR +
B_(KAKAK[punya]*JK[laki-laki]) KAKAK*JK +
B_TSEKS[punya] TSEKS + p_HSEKS[punya]
HSEKS + B INTER[kadang/jarang] INTER +
B_INTER[sering] INTER + _(ROKOK([pernah]) +
B_(NAPZA[pernah])

Dengan keterangan sebagai berikut:

e JK =jenis kelamin

e UMUR = umur remaja

o KAKAK = memiliki kakak laki-laki

e TSEKS = memiliki teman yang sudah melakukan
hubungan seksual sebelum menikah

¢ HSEKS = memiliki teman yang menyukai sesama
jenis (homoseksual)

o INTER = seberapa sering mengakses internet

e ROKOK = pernah merokok

e NAPZA = pernah mengonsumsi NAPZA

Tahapan terakhir adalah menguji asumsi paralel pada
model regresi final dan ditemukan bahwa model
tersebut tidak melanggar asumsi parallel lines yang
dibuktikan dengan hasil uji Brant yang tidak signifikan
(x2 =12,12; P =0,355) (Brant, 1990).
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KARAKTERISTIK REMAJA DI KOTA MEDAN

Survei di Kota Medan melibatkan proporsi yang hampir
sama antara remaja laki-laki (49,6%) dan perempuan
(50,4%). Sebagian besar responden adalah remaja yang
berusia 18-20 tahun (44,9%), diikuti oleh mereka yang
berusia 15-17 tahun (32,9%), dan remaja berusia 21-24
tahun (22,2%). Dibandingkan dengan perempuan,
proporsi responden laki-laki lebih banyak pada
kelompok umur yang lebih muda. Bila dilihat dari suku
bangsa, responden cukup dapat mewakili suku bangsa
penduduk Kota Medan (Tabel 1).

Seperti yang diharapkan, sebagian besar kegiatan utama
responden adalah sekolah/kuliah dan umumnya masih
tinggal dengan orang tua. Dibandingkan dengan laki-
laki, proporsi responden perempuan yang sedang
sekolah/kuliah sedikit lebih tinggi. Hal ini sejalan
dengan pola tempat tinggal yang menunjukkan proporsi
responden perempuan yang tinggal dengan orang tua
sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
Partisipasi sekolah yang lebih tinggi pada perempuan
ini sejalan dengan data sekunder yang tersedia (BPS
Kota Medan, 2016). Sebagian responden perempuan
tersebut kemungkinan berasal dari luar Kota Medan dan
mereka tidak tinggal dengan orang tua, baik kos atau
tinggal dengan keluarga lainnya, karena pindah untuk
melanjutkan sekolah/kuliah.

Meskipun kegiatan utama sebagian besar responden
adalah sekolah/kuliah dan tinggal dengan orang tua,
hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir separuh
(48,9%) responden mengaku memiliki pengalaman
bekerja untuk mendapatkan uang. Sebagian besar
bahkan mengaku pernah bekerja (79,1% dari 196
responden) mempunyai penghasilan ketika berusia
kurang dari 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa
remaja sekarang ini semakin kreatif untuk mendapatkan
penghasilan yang biasanya digunakan untuk keperluan
pribadi. Demikian juga ketika ditanyakan dalam
seminggu terakhir apakah pernah bekerja, hampir
sepertiga (27,7%) responden menjawab ya. Dari 111
responden yang menjawab memiliki pengalaman
bekerja dalam seminggu terakhir, hampir separuh
(43,2%) mengatakan bekerja untuk mengisi waktu
luang di sela-sela kegiatan mereka sekolah/kuliah.
Dilihat dari jenis pekerjaannya, sebagian besar bekerja
di sektor informal (45,9%) dan sebagian memiliki
usaha/bisnis mandiri (34,2%), termasuk di sektor
transportasi berbasis online. Sementara itu, responden

yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh di
sektor formal hanya sebesar 19,8%. Responden yang
tergolong dalam kelompok pekerjaan ini kemungkinan
besar mereka adalah responden vyang kegiatan
utamanya tidak lagi sekolah/kuliah.

Dari faktor lingkungan keluarga, mayoritas responden
(82,8%) berasal dari keluarga utuh. Lebih dari separuh
responden mempunyai kakak laki-laki (56,1%) dan
kakak perempuan (57,4%). Selanjutnya, sebagian besar
orang tua responden berpendidikan relatif tinggi (SMA
ke atas). Namun, proporsi remaja yang mempunyai
orang tua dengan pendidikan SMP ke bawah juga cukup
besar (24,1% untuk ayah dan 28,5% untuk ibu). Jika
dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, proporsi
responden yang memiliki ayah bekerja sebagai pegawai
(39,7%) dan wirausaha (38,0%) hampir sama,
sedangkan sisanya adalah pekerjaan lainnya (22,3%).
Kondisi serupa juga dapat dilihat pada persebaran
pekerjaan ibu responden, yakni pegawai (40,8%),
wirausaha (36,7%), dan lainnya (22,5%).

Dalam studi ini juga ditinjau bagaimana komunikasi
remaja dengan orang tua terkait topik perilaku seksual.
Serupa dengan studi sebelumnya (Kirkman dkk., 2002;
Rosenthal dkk., 2001; Noller & Callan, 1991), hanya
sekitar 20% yang mengaku pernah berdiskusi dengan
ayah tentang seksualitas dan pornografi. Proporsi ini
tidak jauh berbeda antara responden laki-laki dan
perempuan. Selain itu, responden perempuan lebih bisa
berdiskusi dengan ibu mengenai seksualitas dan
pornografi dibandingkan responden laki-laki. Hal ini
menunjukkan bahwa remaja masih memiliki kesulitan
untuk untuk berdiskusi dengan ayah dibandingkan
dengan ibu, apalagi mengenai topik seksualitas dan
pornografi.

Faktor lingkungan teman sebaya juga mempunyai
pengaruh yang cukup besar terkait perilaku remaja.
Teman sebaya tidak hanya mengacu pada teman biasa,
tetapi juga pacar, rekan tim olahraga, teman di sekolah,
atau kenalan, dan bisa memberikan pengaruh baik
maupun buruk bagi remaja (Reitz-Krueger dkk., 2015).
Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan
peranan teman sebaya dalam mempelajari perilaku
berisiko remaja. Studi ini menunjukkan lebih dari
separuh (52,1%) responden menghabiskan waktu luang
dengan teman atau sahabat. Proporsi lebih tinggi
dijumpai  pada responden laki-laki  (61,3%)
dibandingkan perempuan (43,1%).
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Tabel 1. Karakteristik sosial demografi responden, Kota Medan, 2017

Jenis kelamin

Variabel Kategori Laki-laki Perempuan Total
N % N % N %
Karakteristik remaja
- Umur remaja e 15-17 tahun 79 39,7 53 26,2 132 329
e 18-20 tahun 82 41,2 98 48,5 180 449
e 21-24 tahun 38 19,1 51 25,3 89 22,2
- Etnis e Batak 81 40,7 89 44,1 170 424
e Melayu 9 4,5 9 4,5 18 4,5
e Jawa 79 39,7 58 28,7 137 34,2
e Minang 12 6,1 26 12,9 38 9,5
e Aceh 6 3,0 11 5,4 17 4,2
e Lainnya 12 6,0 9 4.4 21 5,2
- Kegiatan utama e Sekolah/kuliah 157 789 172 85,2 329 82,0
e Tidak sekolah/kuliah 42 21,1 30 14,8 72 18,0
- Tinggal dengan orang tua e Tidak 22 111 51 25,2 73 18,2
e Ya 177 889 151 74,8 328 818
- Bekerja seminggu terakhir e Tidak 126 63,3 164 81,2 290 72,3
e Ya 73 36,7 38 18,8 111 27,7
Lingkungan keluarga
- Status perkawinan orang tua e Keluarga utuh 156 784 176 87,1 332 828
e Keluarga tidak utuh 43 21,6 26 12,9 69 17,2
- Memiliki kakak laki-laki e Tidak 110 552 115 56,9 225 56,1
e Ya 89 44,8 87 43,1 176 43,9
- Memiliki kakak perempuan e Tidak 109 548 121 59,9 230 574
e Ya 90 4572 81 40,1 171 426
- Pendidikan tertinggi ayah e Tamat SMP ke bawah 37 22,8 43 25,3 80 24,1
e Tamat SMA/sederajat 88 54,3 80 471 168 50,6
e Tamat perguruan tinggi 37 22,9 47 27,6 84 25,3
- Pendidikan tertinggi ibu e Tamat SMP ke bawah 59 32,4 45 24,6 104 285
e Tamat SMA/sederajat 94 51,7 92 50,3 186 51,0
e Tamat perguruan tinggi 29 15,9 46 251 75 20,5
- Pekerjaan utama ayah e Pegawai 66 38,8 71 40,6 137 39,7
e Wirausaha 70 412 61 34,8 131 38,0
e Petani/nelayan/lainnya 34 20,0 43 24,6 77 22,3
- Pekerjaan utama ibu e Pegawai 27 35,5 42 45,2 69 40,8
e Wirausaha 34 448 28 30,1 62 36,7
e Petani/nelayan/lainnya 15 19,7 23 24,7 38 22,5
- Diskusi dengan ayah tentang seksualitas dan e Tidak pernah 161 80,9 160 79,2 321 801
pornografi o Pernah 38 191 42 208 80 199
- Diskusi dengan ibu tentang seksualitas dan e Tidak pernah 135 678 89 441 224 559
pornografi e Pernah 64 322 113 559 177 441
Teman sebaya
- Dengan siapa menghabiskan waktu paling banyak e Keluarga inti 67 33,7 97 48,0 164 40,9
dalam enam bulan terakhir e Teman/sahabat 122 61,3 87 431 209 521
e Lainnya 10 5,0 18 8,9 28 7,0
- Punya teman sebaya yang sudah melakukan e Tidak 93 46,7 116 57,7 209 52,3
hubungan seksual sebelum menikah e Ya 106 53,3 85 423 191 477
- Punya teman laki-laki yang menyukai sesama jenis e Tidak 146 73,7 156 77,6 302 757
e Ya 52 26,3 45 22,4 97 24,3
- Punya teman perempuan yang menyukai sesama o Tidak 160 80,8 150 74,6 310 77,7
jenis e Ya 38 192 51 254 89 223
- Punya teman penyuka sesama jenis (homoseksual) e Tidak 140 704 135 66,8 275 68,6
e Ya 59 29,6 67 33,2 126 314
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Pengetahuan remaja

- Pengetahuan tentang tanda-tanda pubertas pada e Tidak paham 130 653 139 68,8 269 67,1
laki-laki e Paham 69 34,7 63 31,2 132 329
- Pengetahuan tentang tanda-tanda pubertas pada e Tidak paham 90 452 49 24,3 139 34,7
perempuan e Paham 109 548 153 75,7 262 65,3
- Pengetahuan tentang kapan masa subur perempuan e Menjawab dengan benar 13 6,5 43 21,3 56 14,0
e Menjawab dengan salah 77 38,7 129 63,9 206 514
e Tidak tahu 109 548 30 14,8 139 34,6
Akses terhadap teknologi informasi
- Seberapa sering mengakses internet selama e Tidak pernah 11 55 4 2,0 15 3,8
seminggu terakhir o Kadang-kadang/jarang 56 28,2 52 257 108 269
e Sering 132 66,3 146 72,3 278 69,3
- Mengakses internet selama seminggu terakhir e Tidak 40 21,3 32 16,2 72 18,7
dengan menggunakan telepon genggam sendiri e Ya 148 78,7 166 83,8 314 81,3
- Mengakses internet selama seminggu terakhir e Tidak 116 61,7 121 61,1 237 614
dengan menggunakan komputer/laptop/tablet e Ya 72 38,3 77 38,9 149 38,6
- Frekuensi menggunakan Instagram selama e Tidak pernah 42 21,1 25 124 67 16,7
seminggu terakhir* o Kadang-kadang/jarang 27 136 24 11,9 51 12,7
e Sering 130 653 153 75,7 283 70,6
- Frekuensi menggunakan Line selama seminggu e Tidak pernah 42 21,1 23 11,4 65 16,2
terakhir* e Kadang-kadang/jarang 24 121 21 10,4 45 112
e Sering 133 66,8 158 78,2 291 72,6
Perilaku berisiko non-seksual
- Pernah merokok e Tidak 101 50,8 190 94,1 291 726
e Ya 98 49,2 12 5,9 110 274
- Mabuk karena minuman beralkohol e Tidak pernah minum 154 77,4 196 97,0 350 873
e Tidak 24 12,1 5 2,5 29 7,2
e Ya 21 10,5 1 0,5 22 55
- Pernah mengonsumsi narkoba e Tidak 182 915 202 100,0 384 958
e Ya 17 8,5 0 0,0 17 4,2
- Pernah "ngelem" e Tidak 189 950 200 99,0 389 97,0
e Ya 10 5,0 2 0,9 12 3,0
- Pernah mengonsumsi NAPZA e Tidak 168 844 199 98,5 367 915
e Ya 31 15,6 3 1,5 34 8,5
Perilaku berisiko terkait seksualitas
- Remaja pernah mengakses sendiri konten e Tidak 72 36,2 159 78,7 231 576
pornografi e Ya 127 63,8 43 21,3 170 424
- Remaja pernah meraba bagian sensitif ketika e Tidak 174 874 194 96,5 368 92,0
pacaran (petting) e Ya 25 12,6 7 3,5 32 8,0
- Remaja pernah berhubungan seksual e Tidak 177 889 198 98,0 375 935
e Ya 22 11,1 4 2,0 26 6,5

Catatan: N bisa berbeda-beda (kurang dari 401) karena adanya observasi yang kosong (missing)
*Dua platform media sosial terpopuler di kalangan remaja Kota Medan
Sumber: Survei Determinan Remaja Berkualitas di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan, P2 Kependudukan LIPI, 2017

Situasi tersebut dapat berimbas pada lebih kuatnya
pengaruh teman dalam perkembangan remaja
dibanding pengaruh dari orang tua atau keluarganya.
Jika mereka memiliki teman yang tidak melakukan
perilaku berisiko, mereka juga memiliki kemungkinan
yang rendah untuk berperilaku berisiko, dan begitu pun
sebaliknya. Seperti terlihat pada Tabel 1, lebih dari
separuh responden laki-laki mengaku mempunyai
teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
sebelum menikah. Studi terdahulu menunjukkan bahwa
remaja yang memiliki persepsi bahwa temannya pernah

berhubungan seksual memiliki kemungkinan lebih
tinggi untuk melakukan hubungan seksual pranikah
(Kirby, 2002; Shtarkshall dkk., 2009). Selanjutnya,
sekitar sepertiga (31,4%) responden mengaku memiliki
teman yang menyukai sesama jenis. Proporsi ini hampir
sama baik pada responden laki-laki (29,7%) maupun
perempuan (33,2%).

Studi ini juga menggali kedekatan remaja dengan akses
remaja terhadap teknologi informasi dan komunikasi
(yang merupakan proxy terhadap globalisasi). Lebih
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dari dua per tiga (69,3%) mengaku sering mengakses
internet selama seminggu terakhir. Hal ini perlu
diantisipasi oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah
karena semakin sering remaja mengakses internet,
semakin mudah mereka terekspos pada konten-konten
negatif (Nagamatsu dkk., 2017).

Dilihat dari media yang digunakan, mayoritas
responden (81,3%) mengakses internet dari telepon
genggam sendiri. Di masa kini, telepon genggam yang
bisa digunakan untuk mengakses internet semakin
terjangkau sehingga orang tua lebih gampang
membelikan perangkat komunikasi ini bagi tiap remaja.
Ditambah lagi, responden juga mengakses internet
dengan menggunakan fasilitas komputer/laptop/tablet
dan proporsinya mencapai 38,6%. Dengan semakin
banyaknya penyedia jaringan internet berupa hotspots
seperti di restoran dan kafe membuat remaja semakin
mudah untuk berselancar di internet. Hal ini bisa
berimplikasi pada sangat sulitnya orang tua dan guru
untuk mengawasi penggunaan internet oleh remaja.

Media sosial menjadi salah satu platform teknologi
informasi yang banyak digunakan oleh remaja. Dua
media sosial yang paling populer di Kota Medan adalah
Instagram dan Line. Hasil survei menunjukkan proporsi
mereka yang mengaku sering mengakses kedua media
sosial tersebut selama seminggu terakhir berturut-turut
adalah 70,6% dan 72,6%. Berdasarkan jenis kelamin,
menarik untuk dilihat bahwa proporsi responden yang
sering mengakses internet, Instagram, maupun Line
ditemukan lebih tinggi pada responden perempuan.
Frekuensi mengakses media sosial yang terlalu tinggi
oleh remaja juga perlu untuk diantisipasi oleh orang tua
dan guru karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan
mental remaja (Kuss dkk., 2013).

Pengetahuan remaja terkait pubertas dan seksualitas
juga ditanyakan dalam survei. Hanya sepertiga
responden (32,9%) yang paham terhadap tanda pubertas
pada laki-laki. Proporsi ini tidak jauh berbeda
ditemukan pada responden laki-laki maupun
perempuan. Sebaliknya, hampir dua per tiga (65,3%)
responden paham terhadap tanda pubertas pada
perempuan. Proporsi mereka yang paham juga lebih
tinggi ditemukan pada remaja perempuan (75,7%)
dibandingkan laki-laki (54,8%). Hal yang juga menarik
dari studi ini adalah berkaitan dengan pengetahuan
masa subur. Lebih dari separuh menjawab dengan

salah, sedangkan satu dari tiga responden mengaku
tidak tahu.

Dalam studi ini juga digali informasi mengenai perilaku
berisiko remaja terkait nonseksualitas. Dari 401
responden, lebih dari seperempat (27,4%) mengaku
pernah merokok. Proporsi ini jauh lebih tinggi
ditemukan pada laki-laki (49,3%) dibandingkan
perempuan (5,9%). Sementara itu, responden yang
mengaku pernah mabuk karena minuman beralkohol
hanya 5,5%, hampir sama dengan proporsi mereka yang
mengaku pernah mengonsumsi narkoba (4,2%) dan
‘ngelem’ (3,0%). Sebagian besar mereka yang mengaku
melakukan perilaku berisiko nonseksualitas tersebut
adalah laki-laki.

Selain perilaku berisiko terkait nonseksualitas, studi ini
juga menggali perilaku berisiko remaja terkait
seksualitas. Hampir separuh (42,4%) responden
mengaku pernah mengakses sendiri konten pornografi
dari sumber manapun. Proporsi jauh lebih tinggi
ditemukan pada laki-laki (63,8%) dibandingkan
perempuan (21,3%). Hanya sekitar 8% responden yang
mengaku melakukan perilaku meraba (diraba)/
merangsang (dirangsang) bagian tubuh yang sensitif
(sekitar alat kelamin, payudara, paha, dll.) ketika
berpacaran. Kecenderungan yang sama ditemukan lebih
tinggi pada laki-laki (12,6%) dibandingkan pada
perempuan (3,5%). Sementara itu, sekitar 6,5%
responden mengaku pernah melakukan hubungan
seksual sebelum menikah, juga lebih tinggi pada laki-
laki dibandingkan pada perempuan.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PERILAKU BERISIKO REMAJA
TERKAIT SEKSUALITAS

Seperti dikemukakan sebelumnya, perilaku berisiko
terkait seksualitas (variabel terikat) merupakan
penggabungan tiga variabel yang dikategorikan
menjadi (i) tinggi, mereka yang pernah meraba
(diraba)/merangsang (dirangsang) bagian tubuh yang
sensitif (sekitar alat kelamin, payudara, paha, dll.)
ketika berpacaran dan pernah melakukan hubungan
seksual; (ii) sedang, mereka yang aktif mencari sendiri
konten pornografi dari sumber manapun; dan (iii)
rendah, mereka yang tidak pernah menonton konten
pornografi atau pernah menonton pornografi secara
tidak sengaja/bukan mencari sendiri (dikirimi teman,
membuka komputer muncul situs pornografi, dll).
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Sementara itu, variabel bebas terdiri dari berbagai
variabel yang dikelompokkan dalam lima aspek:
karakteristik remaja, lingkungan keluarga, teman
sebaya, pengetahuan terkait pubertas dan masa subur,
akses terhadap teknologi informasi, dan perilaku
berisiko nonseksualitas.

Gambar 1 menunjukkan kategori  responden
berdasarkan perilaku berisiko terkait seksualitas. Lebih
dari separuh (55%) responden mempunyai perilaku
berisiko rendah, sedangkan mereka yang masuk
kategori sedang sebanyak 34% dan yang mempunyai
perilaku berisiko tinggi sebesar 11%.

Gambar 1. Kategori responden menurut perilaku
berisiko, Kota Medan, 2017 (%)

Tinggi, 11

Sumber: Survei Determinan Remaja Berkualitas di Era
Globalisasi:  Kasus  Kota  Medan, P2
Kependudukan LIPI, 2017

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap perilaku berisiko terkait seksualitas, dilakukan
tabulasi silang antara variabel terikat dan variabel
bebas. Tabel 2 menunjukkan faktor-faktor yang
signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10%
berdasarkan uji Pearson Chi-kuadrat.

Variabel-variabel dalam aspek karakteristik remaja
yang signifikan secara statistik mencakup jenis
kelamin, umur, kegiatan utama, dan pengalaman
bekerja seminggu terakhir. Hal ini mengindikasikan
adanya perbedaan perilaku seksual berisiko yang
signifikan antara laki-laki dan perempuan, antara
kelompok umur yang muda dan lebih tua, antara remaja
yang masih sekolah/kuliah dan mereka yang sudah

tidak bersekolah lagi, serta antara remaja yang bekerja
dan tidak bekerja seminggu sebelumnya. Sementara itu,
variabel etnisitas dan pola tempat tinggal ditemukan
tidak signifikan dalam kajian ini. Dengan kata lain,
tidak ada perbedaan yang signifikan terkait perilaku
berisiko terkait seksual antara remaja berdasarkan etnis.
Hal yang sama juga berlaku antara remaja yang tinggal
dengan orang tua dan mereka yang tidak tinggal dengan
orang tua. Temuan ini tidak jauh berbeda dari hasil-
hasil penelitian sebelumnya. Studi-studi di berbagai
negara juga memperlihatkan perbedaan perilaku
berisiko terkait seksualitas antara laki-laki dan
perempuan (Hald, 2006; Lee dkk., 2006), menurut
kelompok umur (Lee dkk., 2006; Siziya dkk., 2008;
Suparmi, 2015), serta menurut kegiatan utama dan
pengalaman bekerja seminggu terakhir (Kirby, 2002).

Dari sembilan variabel yang terdapat dalam aspek
lingkungan keluarga, hanya dua variabel yang
signifikan, yaitu memiliki kakak laki-laki dan tingkat
pendidikan tertinggi ibu. Remaja yang memiliki kakak
laki-laki mempunyai  perilaku berisiko terkait
seksualitas yang lebih tinggi dibanding mereka yang
tidak mempunyai kakak laki-laki. Namun, keberadaan
kakak perempuan tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap perilaku berisiko remaja. Temuan
ini cukup menarik ini karena remaja, khususnya laki-
laki, cenderung menjadikan kakak laki-lakinya sebagai
role model, sehingga berusaha mengikuti perilaku
kakak laki-lakinya yang lebih dewasa.

Seperti yang diharapkan, pendidikan ibu berperan
penting terhadap perilaku berisiko remaja terkait
seksualitas. Remaja yang ibunya berpendidikan tinggi
mempunyai  perilaku  berisiko  lebih  rendah
dibandingkan dengan remaja yang mempunyai ibu yang
berpendidikan relatif rendah. Tingkat pendidikan ibu
merupakan variabel yang sering dikaitkan dengan
perilaku dan pola pengasuhan anak di rumah. Hasil
wawancara kualitatif dengan remaja di Kota Medan
menemukan bahwa remaja lebih nyaman dan lebih
terbuka berbicara dengan ibu daripada dengan ayah
(Fatoni dkk., 2016). Hal ini berlaku baik untuk remaja
perempuan maupun remaja laki-laki.
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Tabel 2. Hasil tabulasi silang perilaku berisiko terkait seksualitas responden menurut variabel bebas yang signifikan
secara statistik, Kota Medan, 2017

Perilaku berisiko terkait seksualitas

. Pearson’s P-
Variabel Rendah Sedang Tinggi earson §
x2 Test value
N % N % N %
Karakteristik remaja
Jenis kelami Perempuan 154 76,6 38 18.9 9 4,5 77,0 <0,001
- Jenis kelamin Laki-laki 66 332 98 492 35 176
15-17 tahun 76 57,6 43 32,6 13 9,8 85 0,076
- Umur remaja 18-20 tahun 99 55,3 66 36,9 14 7,8
21-24 tahun 45 50,6 27 30,3 17 19,1
. Sekolah/kuliah 185 56,4 116 354 27 8,2 14,4 0,001
- Kegiatan utama . .
Tidak sekolah/kuliah 35 48,6 20 27,8 17 23,6
. . . Tidak 170 58,8 98 33,9 21 7,3 16,0 <0,001
- Bekerja seminggu terakhir
Ya 50 45,1 38 34,2 23 20,7
Lingkungan keluarga
Tidak 1 77 4,4 17 7 2
- Memiliki kakak laki-laki ida %0 580 34, o 626 004
Ya 90 51,2 59 335 27 15,3
Tamat SMP ke bawah 56 53,8 34 32,7 14 135 8,0 0,092
- Pendidikan tertinggi ibu Tamat SMA/sederajat 107 57,5 58 31,2 21 11,3
Tamat perguruan tinggi 37 50,0 34 46,0 3 4,0
Teman sebaya
- Dengan siapa menghabiskan waktu Keluarga inti 104 63,4 49 29,9 11 6,7 9,7 0,047
paling banyak dalam enam bulan Teman/sahabat 103 493 77 36,8 29 13,9
terakhir Lainnya 13 482 10 370 4 148
- Punya teman sebaya yang sudah Tidak 132 63,1 62 300 15 7,2 13,5 0,001
melakukan hubungan seksual
sebelum menikah Ya 88 46,1 74 38,7 29 15,2
- Punya teman laki-laki yang menyukai Tidak 175 58,1 100 33,2 26 8,7 9,4 0,009
sesama jenis Ya 43 443 36 371 18 18,6
- Punya teman penyuka sesama jenis Tidak 162 59,1 88 32,1 24 8,8 76 0,023
(homoseksual) Ya 58 46,0 48 38,0 20 15,9
Akses terhadap teknologi informasi
- Mengakses internet selama seminggu  Tidak 41 56,9 18 250 13 18,1 58 0,054
terakhir dengan menggunakan
telepon genggam sendiri Ya 171 54,6 112 35,8 30 9,6
- Mengakses internet selama seminggu  Tidak 141 59,8 68 28,8 27 11,4 69 0,032
terakhir dengan menggunakan
komputer/laptop/tablet Ya 1 ari 62 416 16 10.7
_ Tidak pernah 36 53,7 17 254 14 20,9 11,8 0,019
- Frekuensi rr]enggunakan_ Instagram Kadang-kadang/jarang 27 52,9 16 31,4 8 15,7
selama seminggu terakhir*
Sering 157 55,7 103 36,5 22 7,8
Tidak pernah 39 60,0 14 21,5 12 18,5 8,3 0,082
- Frekuensi menggunakan Line selama .
seminggu terakhir* Kadang-kadang/jarang 25 55,5 17 37,8 3 6,7
Sering 156 53,8 105 36,2 29 10,0
Perilaku berisiko nonseksualitas
Tidak 187 64,5 87 30,0 16 5,5 51,0 <0,001
- Pernah merokok
Ya 33 30,0 49 445 28 255
Tidak 213 58,2 121 33,1 32 8,7 29,1 <0,001
- Pernah mengonsumsi NAPZA*
Ya 7 18,9 18 48,7 12 32,4

Catatan: Penggabungan dari variabel "Pernah mabuk", "Pernah ngelem", dan “Pernah mengonsumsi narkoba”.
Sumber: Survei Determinan Remaja Berkualitas di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan, P2 Kependudukan LIPI, 2017
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Berbeda dengan penelitian di negara barat, hal yang
cukup menarik dari hasil studi ini adalah tidak
signifikannya beberapa variabel mengenai komunikasi
terkait seksualitas dengan orang tua, baik dengan ayah
maupun dengan ibu. Kondisi ini berkaitan erat dengan
kualitas komunikasi yang dilakukan. Dari hasil
wawancara terbuka dan diskusi kelompok terfokus
dengan remaja, diperoleh informasi bahwa obrolan
terkait seksualitas dengan orang tua umumnya lebih
bersifat diskusi satu arah, berupa nasihat-nasihat agar
anaknya berperilaku baik (Fatoni dkk., 2016). Dalam
diskusi kelompok dengan remaja perempuan yang
masih sekolah di SMA, seorang peserta menceritakan
pengalamannya berdiskusi dengan orang tuanya terkait
seksualitas:

pernah dulu [berdiskusi tentang seksualitas], waktu
itu papa sama mama sedang nonton TV, terus ada
berita mengenai narkoba dan pergaulan bebas, terus
saya dipanggil dan dinasehati, kamu jangan
melakukan seperti itu, udah gitu aja, setelah itu
enggak pernah lagi

Pengalaman serupa juga diceritakan beberapa peserta
diskusi dan remaja lain yang diwawancarai secara
individual. Ketika ditanya apakah menurut mereka
perlu berdiskusi dengan orang tua terkait seksualitas,
sebagian besar mengatakan perlu, tetapi sebaiknya
diskusi dua arah, bukan hanya berupa nasihat.

Aspek teman sebaya merupakan faktor yang
mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku berisiko
terkait seksualitas di kalangan remaja. Dari lima
variabel ~yang dianalisis, empat diantaranya
memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik,
yaitu (i) teman menghabiskan waktu luang paling
banyak; (ii) punya teman sebaya yang sudah melakukan
hubungan seksual sebelum menikah; (iii) punya teman
laki-laki yang menyukai sesama jenis; dan (iv) punya
teman penyuka sesama jenis (homoseksual, baik gay
atau lesbian). Temuan ini sesuai dengan perkiraan
sebelumnya, bahwa perilaku berisiko terkait seksualitas
di kalangan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan
teman sebaya. Remaja yang mempunyai teman yang
berperilaku berisiko terkait seksualitas tinggi cenderung
lebih permisif terhadap perilaku seksual yang berisiko
dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai
teman berperilaku seksual berisiko.

Dengan siapa responden menghabiskan waktu luang
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku

berisiko terkait seksualitas. Mereka yang menghabiskan
waktu luangnya lebih banyak dengan teman sebaya atau
orang lain selain keluarga inti cenderung berperilaku
berisiko terkait seksualitas yang tinggi daripada mereka
yang menghabiskan waktu dengan keluarga.

Pengaruh teman sebaya terhadap perilaku berisiko
terkait seksualitas juga sangat dipengaruhi pergaulan.
Responden yang memiliki teman sebaya yang sudah
pernah melakukan hubungan seksual pranikah
cenderung mempunyai perilaku berisiko terkait
seksualitas yang tinggi dibandingkan dengan mereka
yang tidak mempunyai teman aktif secara seksual.

Temuan lain yang menarik untuk diperhatikan adalah
tingginya proporsi remaja penyuka sesama jenis.
Meskipun proporsi responden yang mengaku
mempunyai orientasi seksual penyuka sesama jenis
hampir tidak ada, namun satu dari empat responden
mengaku mempunyai teman baik penyuka sesama jenis.
Hal ini ternyata berpengaruh terhadap perilaku berisiko
terkait seksualitas responden. Mereka yang memiliki
teman penyuka sesama jenis cenderung mempunyai
perilaku berisiko tinggi dibandingkan mereka yang
tidak mempunyai teman penyuka sesama jenis.

Aspek terkait akses teknologi informasi juga
berkontribusi penting terhadap perilaku berisiko remaja
terkait seksualitas. Dari lima variabel yang dikaji,
empat diantaranya mempunyai pengaruh yang
signifikan, vyaitu (i) mengakses internet selama
seminggu terakhir dengan menggunakan telepon
genggam; (ii) mengakses internet selama seminggu
terakhir dengan menggunakan komputer/laptop/tablet;
(iii)  frekuensi menggunakan Instagram selama
seminggu terakhir, serta (iv) frekuensi menggunakan
Line selama seminggu terakhir.

Remaja yang mempunyai akses lebih besar terhadap
teknologi informasi dengan menggunakan telepon
genggam maupun media lain seperti komputer/laptop/
tablet mempunyai perilaku berisiko terkait seksualitas
yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak
mempunyai akses. Hal ini dapat dipahami mengingat
keterpaparan remaja terhadap pornografi umumnya
melalui internet. Media sosial juga sering digunakan
sebagai media untuk mengirim informasi di kalangan
remaja, termasuk tautan terkait isu berbau pornografi.
Selain itu, media sosial sering digunakan remaja
sebagai media untuk saling berkenalan yang berlanjut
tatap muka dan adakalanya diteruskan ke arah
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hubungan yang lebih intim. Beberapa media nasional
seringkali memberitakan kasus remaja wanita menjadi
korban pelecehan seksual oleh laki-laki yang baru
dikenal melalui media sosial.

Menarik untuk diperhatikan bahwa frekuensi
mengakses internet selama seminggu terakhir tidak
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap
perilaku berisiko terkait seksualitas responden. Hal ini
mungkin berkaitan dengan penggunaan internet yang
juga diperlukan untuk mengakses informasi yang
diperlukan untuk menunjang kegiatan sekolah maupun
pekerjaan responden. Padahal studi sebelumnya
menunjukkan bahwa remaja yang memiliki akses
internet memiliki kecenderungan yang lebih besar
untuk melakukan aktifitas seksual lebih dini (Kraus &
Russel, 2008).

Studi ini juga mengkaji pengaruh perilaku berisiko
terkait kesehatan (nonseksualitas) terhadap perilaku
berisiko terkait seksualitas. Variabel yang dikaji antara
lain adalah konsumsi NAPZA, termasuk pernah
mengonsumsi narkoba, ngelem, dan mengonsumsi
minuman beralkohol sampai mabuk. Selain itu,
kebiasaan merokok merupakan variabel yang dikaji.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2, perilaku
berisiko terkait seksualitas sangat dipengaruhi oleh
kebiasaan mengonsumsi NAPZA maupun kebiasaan
merokok. Responden yang pernah mengonsumsi
NAPZA mempunyai perilaku berisiko terkait
seksualitas yang lebih tinggi (32,4%) dibanding mereka
yang mengaku tidak pernah mengonsumsi NAPZA
(8,7%). Pola yang sama juga dapat dilihat terhadap
remaja yang merokok dan tidak merokok. Perilaku
remaja merokok atau mengonsumsi NAPZA
kemungkinan dipengaruhi tingginya keingintahuan
untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk perilaku
berisiko seksualitas. Beberapa studi sebelumnya juga
menunjukkan bahwa alkohol dan narkoba sangat
berkaitan dengan perilaku seksualitas berisiko. Remaja
yang mengonsumsi narkoba dan terpengaruh alkohol
mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan
hubungan seks pranikah dibandingkan mereka yang
tidak mengonsumsi narkoba atau terpengaruh alkohol
(Pedersen dkk., 2003; Lee dkk., 2006; Siziya dkk.,
2008).

DETERMINAN PERILAKU BERIKO REMAJA
TERKAIT SEKSUALITAS

Kajian faktor penentu atau prediktor determinan
perilaku  berisiko  remaja  terkait  seksualitas
menggunakan analisis statistik regresi multivariat.
Sesuai dengan bentuk variabel terikat yang merupakan
variabel ordinal, maka dipilih model regresi ordinal
berganda. Pada tahapan ini, variabel terikat adalah
variabel-variabel yang signifikan pada analisis tabulasi
silang sebelumnya. Namun, beberapa variabel yang
tidak signifikan, bila menurut studi-studi sebelumnya
berhubungan dengan perilaku berisiko remaja terkait
seksualitas, tetap dimasukkan.

Selanjutnya variabel-variabel yang tidak signifikan
secara statistik pada tingkat kepercayaan 10%
dikeluarkan dari model regresi yang terakhir. Model
multivariat yang final merupakan model yang
signifikan secara statistik (LR %2 a1)=126,17; P<0,001)
dan memiliki goodness-of-fit yang cukup baik untuk
data potong lintang, yaitu dilihat dari nilai McFadden
R-kuadrat  sebesar  13,3%. Nilai ini telah
memperhitungkan jumlah variabel terikat dengan
memberi penalti untuk setiap tambahan variabel terikat.

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi logistik multivariat
yang dilakukan. Pada model ini, delapan variabel bebas
yang berhubungan secara signifikan dengan variabel
terikat, mencakup (i) jenis kelamin; (ii) umur remaja;
(iii) memiliki kakak laki-laki dan jenis kelamin; (iv)
punya teman sebaya yang sudah melakukan hubungan
seksual pra-nikah; (v) punya teman penyuka sesama
jenis (homoseksual); (vi) frekuensi mengakses internet;
(vii) pernah merokok; dan (viii) pernah mengonsumsi
NAPZA.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dibandingkan
dengan remaja perempuan, remaja laki-laki memiliki
kecenderungan 5,03 kali lebih tinggi (SK 90% = 2,97-
8,50) untuk berada di level perilaku seksual berisiko
yang lebih tinggi, misalnya dari yang berisiko rendah ke
berisiko sedang, atau dari yang berisiko sedang ke
berisiko tinggi. Temuan ini sesuai dengan yang
diharapkan. Selain itu, budaya masyarakat masih
menganggap tabu bagi perempuan yang belum menikah
untuk melakukan hal-hal terkait seksualitas di hadapan
publik. Sebagai akibatnya, perempuan cenderung lebih
tertutup mengenai  perilaku terkait seksualitas
dibandingkan dengan laki-laki.
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Tabel 3. Determinan perilaku berisiko remaja terkait seksualitas, Kota Medan, 2017

Variabel Kategori Odds ratio SK 90%
. . Perempuan (Ref.)

Jenis kelamin ——
Laki-laki 503 *** 297 - 850
15-17 tahun (Ref.)

Umur remaja 18-20 tahun 1,38 091 - 212
21-24 tahun 2,34 ** 141 - 3,88

Memiliki kakak laki-laki Tidak (Ref.)
Ya (responden laki-laki) 169 * 1,07 - 265
Ya (responden perempuan) 1,32 0,75 2,34

Punya teman sebaya yang sudah melakukan Tidak (Ref.)

hubungan seksual sebelum menikah Ya 1,64 ** 1,14 2,37

Punya teman penyuka sesama jenis Tidak (Ref.)

(homoseksual) Ya 1,53 = 1,03 2,28
Tidak pernah (Ref.)

Seberapa sering mengakses internet Kadang-kadang/jarang 2,23 0,82 6,04
Sering 3,01 ~* 1,15 7,91
Tidak (Ref.)

Pernah merokok
Ya 2,10 *** 134 3,28

. Tidak (Ref)

Pernah mengonsumsi NAPZA

Ya 197 * 1,04 3,74

Catatan: Ref. = kategori reference.; *,**,*** signifikan pada level 10%, 5%, dan 1%; SK = selang kepercayaan
Sumber: Survei Determinan Remaja Berkualitas di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan, P2 Kependudukan LIPI, 2017

Remaja berusia 21-24 tahun, dibandingkan dengan remaja
yang berusia 15-17 tahun, memiliki 2,34 kali odds lebih
tinggi (SK 90% = 1,41-3,88) untuk berada di level
perilaku seksual berisiko yang lebih tinggi (sedang dan
tinggi vs. rendah). Begitupun dengan remaja berusia 18-
20 tahun memiliki odds yang lebih tinggi sebesar 1,38 kali
(SK 90% = 0,91-2,12) untuk berada di level perilaku
seksual berisiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kategori pembanding. Namun, hubungan ini tidak
signifikan secara statistik. Remaja yang berada pada
kelompok umur 21-24 tahun sebagian besar adalah
mereka yang sudah tidak lagi bersekolah atau mereka
yang hampir menyelesaikan kuliah. Meningkatnya usia
perkawinan pertama juga seringkali dikaitkan dengan
perilaku berisiko remaja terkait seksualitas. Pada masa
lalu, segera setelah akil baliq atau memasuki pubertas,
seorang remaja, terutama remaja perempuan sudah segera
menikah. Dengan demikian rentang waktu antara pubertas
dan usia kawin pertama pada masa lalu tidak berbeda
jauh.

Mempunyai kakak laki-laki berhubungan dengan odds
yang lebih tinggi untuk berperilaku seksual berisiko

sebesar 1,69 kali (SK 90% = 1,07-2,65) untuk laki-laki
dan 1,32 kali (SK 90% = 0,75-2,34) untuk perempuan,
walaupun koefisien untuk perempuan tidak signifikan
secara statistik. Dengan kata lain memiliki kakak laki-laki
mempunyai pengaruh yang signikan terhadap perilaku
berisko terkait seksualitas pada remaja laki-laki, tetapi
tidak signifikan terhadap perilaku seksual remaja
perempuan.

Memiliki teman sebaya yang sudah pernah melakukan
seks pranikah berasosiasi dengan kecenderungan untuk
berperilaku seksual berisiko dengan peningkatan odds
sebesar 1,64 kali (SK 90% = 1,14-2,37) dibandingkan
yang tidak memiliki. Selanjutnya, remaja yang
mempunyai teman homoseksual, dibandingkan dengan
yang tidak, memiliki peningkatan odds sebesar 1,53 kali
(SK 90% = 1,03-2,28) untuk berperilaku seksual yang
berisiko.

Terkait teknologi informasi, remaja yang sering
mengakses internet dalam seminggu terakhir memiliki
odds yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang
tidak pernah sebesar 3,01 kali (SK 90% = 1,15-7,91).
Begitu juga dengan remaja yang jarang atau sesekali
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mengakses internet dalam seminggu terakhir memiliki
kenaikan odds sebesar 2,23 kali (SK 90% = 0,82-6,04).
Namun, hubungan ini tidak signifikan secara statistik.

Untuk variabel perilaku berisiko nonseksualitas, remaja
yang merokok dan mengonsumsi NAPZA memiliki odds
yang lebih tinggi untuk berpindah dari perilaku berisiko
yang rendah ke sedang dan sedang ke tinggi, dengan nilai
odds sebesar 2,10 kali (SK 90% = 1,34-3,28) dan 1,97 kali
(SK 95% = 1,04-3,74), secara berurutan.

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa peran
keluarga, khususnya orang tua, tidak menjadi penentu
perilaku berisiko terkait seksualitas. Dengan kata lain,
orang tua belum menjadi teman berdiskusi atau sumber
informasi terkait seksualitas bagi sebagian besar remaja
yang berpartisipasi dalam studi ini. Namun, ketika ditanya
siapa yang dianggap paling sesuai untuk memberikan
informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas,
cukup banyak responden yang mengatakan orang tua. Hal
ini menunjukkan bahwa pada dasarnya sebagian besar
remaja menginginkan orang tua mereka lebih terbuka
dalam berdiskusi terkait seksualitas. Dengan demikian,
diharapkan remaja menjadi lebih terbuka untuk bercerita
dengan orang tua. Hal yang menjadi tantangan adalah
seringkali orang tua tidak mengetahui kapan waktu yang
tepat dan bagaimana cara memulai pembicaraan terkait
seksualitas terhadap anak-anak mereka yang masih
remaja. Situasi ini dapat dimengerti mengingat tidak
sedikit orang tua yang dibesarkan dalam budaya
tradisional yang masih menganggap seksualitas adalah isu
yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Peran teman sebaya masih menjadi determinan yang
dominan dalam memprediksi perilaku berisiko remaja
terkait seksualitas. Kondisi ini memerlukan perhatian
yang serius mengingat semakin tingginya jumlah remaja
yang mempunyai orientasi seksual penyuka sesama jenis.
Bila tidak ditangani dengan serius dan berhati-hati,
orientasi seksual yang dianggap sebagai perilaku seks
menyimpang bisa berkembang menjadi “gaya hidup” baru
di kalangan remaja tertentu. Selain itu, peredaran narkoba
yang masih banyak ditemukan di Kota Medan dapat
meningkatkan aktivitas berisiko di kalangan remaja.

PEMBAHASAN

Perilaku berisiko remaja terkait seksualitas di Kota Medan
semakin kompleks pada era globalisasi. Hal ini ditandai
dengan semakin mudahnya remaja mengakses informasi
dari berbagai belahan dunia menggunakan jaringan
internet melalui telepon genggam. Hal ini perlu mendapat
perhatian yang serius dari orang tua mengingat
beragamnya informasi yang dapat diakses secara privat
oleh remaja yang seringkali belum matang secara
psikologis.

Temuan lain yang cukup menarik adalah bahwa
homoseksualitas bukan lagi merupakan isu baru di
kalangan remaja. Studi ini menunjukkan bahwa satu dari
empat remaja di Kota Medan mengatakan mempunyai
teman dekat yang homoseksual. Dari wawancara terbuka
dengan beberapa LSM remaja (Fatoni dkk., 2016),
diperoleh informasi bahwa isu ini semakin terbuka pada
beberapa tahun belakangan ini. Kondisi ini dipicu oleh
informasi terkait hak asasi manusia termasuk menentukan
orientasi seksual yang diperoleh dengan mudah melalui
internet.

Studi ini juga menemukan bahwa komunikasi terkait isu
seksualitas dengan orang tua masih mengalami kendala.
Data kualitatif (Fatoni dkk., 2016) menunjukkan bahwa
komunikasi yang selama ini dilakukan dengan orang tua
masih berjalan satu arah. Di satu pihak, biasanya orang
tua lebih banyak memberi nasihat dan remaja cenderung
diam mendengarkan. Di lain pihak, sebagian remaja
merasa enggan bercerita mengenai perilaku teman sebaya
yang menyimpang kepada orang tua, karena khawatir bila
diberitahu, orang tua akan membatasi aktivitas mereka.
Oleh karena itu dapat dipahami bila latar belakang
keluarga khususnya terkait dengan orang tua bukan
menjadi prediktor/determinan perilaku berisiko remaja
terkait seksualitas. Memiliki kakak laki-laki bagi
responden laki-laki merupakan satu-satunya variabel
yang signifikan (signifikan pada SK 10%) dalam analisis
regresi yang dilakukan. Menarik untuk dicermati bahwa
responden yang memiliki kakak laki-laki mempunyai
kemungkinan hampir dua kali lipat untuk berperilaku
berisiko seksual lebih tinggi daripada remaja yang tidak
mempunyai kakak laki-laki.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jenis kelamin
dan kebiasaan merokok merupakan dua faktor derteminan
yang paling signifikan (signifikan pada SK 1 %) dalam
memprediksi perilaku berisiko terkait seksualitas remaja
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di Kota Medan. Dua faktor ini sangat berkaitan dengan
pandangan masyarakat Indonesia bahwa merokok dan
pengalaman terkait seksualitas seringkali dikaitkan
dengan isu maskulinitas. Meskipun pada akhir-akhir ini
telah muncul gerakan-gerakan hidup sehat yang anti
rokok, tampaknya gerakan ini belum banyak diikuti oleh
remaja Kota Medan.

Lingkungan teman sebaya, khususnya mempunyai teman
yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum
menikah dan mempunyai teman yang mempunyai
orientasi seks penyuka sesama jenis/homoseksual, juga
merupakan faktor penentu apakah remaja cenderung
berperilaki berisiko terkait seksualitas yang tinggi. Hal ini
perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat
sebagian besar waktu luang remaja dihabiskan bersama
teman sebaya. Bila tidak hati-hati, bagi remaja belum
menemukan ‘jati diri’ dapat mengikuti perilaku teman
sebaya yang penyuka teman sejenis dan melakukan
hubungan seks pranikah (Kirby, 2002).

Temuan lain yang menarik untuk dicatat adalah
pengalaman pernah mengonsumsi narkoba, termasuk
ngelem, dan mengonsumsi alkohol sampai mabuk juga
merupakan prediktor terhadap perilaku berisiko terkait
seksualitas. Remaja yang di bawah pengaruh narkoba dan
alkohol tentu saja tidak dapat mengontrol perilakunya,
termasuk perilaku terkait seksualitas. Remaja yang sudah
terpapar dengan narkoba dan minuman beralkohol tentu
memerlukan perhatian khusus baik dari pemerintah,
terutama keluarga. Namun yang menjadi kendala adalah
seringkali orang tua merupakan orang terakhir yang
mengetahui bahwa anak remajanya sudah tergantung
kepada narkotika atau alkohol.

KESIMPULAN

Studi yang dilakukan di Kota Medan ini menunjukkan
bahwa 11 persen remaja memiliki perilaku berisiko
kategori  tinggi. Hasil analisis tabulasi silang
menunjukkan banyaknya faktor-faktor yang
mempengaruhi secara signifikan, baik terkait dengan
karakteristik remaja itu sendiri (jenis kelamin, umur,
kegiatan utama, dan pengalaman bekerja seminggu
terakhir), lingkungan keluarga (memiliki kakak laki-laki
dan tingkat pendidikan tertinggi ibu), teman sebaya
(teman menghabiskan waktu luang paling banyak, punya
teman sebaya yang sudah melakukan hubungan seksual
sebelum menikah, punya teman laki-laki yang menyukai
sesama jenis, dan punya teman penyuka sesama jenis,

baik gay atau lesbian), akses terhadap teknologi informasi
(mengakses internet selama seminggu terakhir dengan
menggunakan telepon genggam, mengakses internet
selama seminggu terakhir dengan menggunakan
komputer/laptop/tablet, frekuensi menggunakan
Instagram selama seminggu terakhir, serta frekuensi
menggunakan Line selama seminggu terakhir), maupun
perilaku berisiko nonseksualitas (pernah merokok dan
pernah mengonsumsi NAPZA).

Pada tahap selanjutnya, hasil regresi logistik
menunjukkan determinan perilaku berisiko remaja terkait
seksualitas di Kota Medan dipengaruhi oleh delapan
faktor, yaitu jenis kelamin, umur remaja, memiliki kakak
laki-laki dan jenis kelamin (interaksi), punya teman
sebaya yang sudah melakukan hubungan seksual sebelum
menikah, punya teman penyuka sesama jenis
(homoseksual), frekuensi mengakses internet, pernah
merokok, dan pernah mengonsumsi NAPZA.

Studi ini merekomendasikan diperlukannya kebijakan dan
program  yang memberikan  informasi  secara
komprehensif kepada remaja dan orang tua mengenai
seksual dan identitas gender (termasuk di dalamnya isu
LGBT - lesbian, gay, bisexual and transgender),
pornografi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual.
Program dan kegiatan terkait remaja dan keluarga perlu
disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi kekinian,
termasuk  dengan memanfaatkan teknologi  dan
pendekatan yang kreatif sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik remaja di era globalisasi serta bagaimana
peran orang tua (keluarga) yang diharapkan. Tidak hanya
menempatkan remaja sebagai individu,
kebijakan/program/kegiatan tersebut perlu menjangkau
kehidupan remaja dan lingkungan sosial mereka,
termasuk tentu saja keluarga itu sendiri.
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Abstract

Adolescent fertility has become concerns at both
national and international levels. The government of
Indonesia views pregnancy and teenage childbearing
as a problem that must be overcome. Giving birth in
adolescence can lead to low levels of education. The
aim of this study is to examine the relationship between
adolescent fertility which is teenage childbearing and
women’s educational attainment in Indonesia. The data
source used is the Indonesia Demographic and Health
Survey (IDHS) 2017. Based on IDHS 2017, among
women who have given birth. Around 31.5% of women
gave birth for the first time before the age of 20. Of
those, 3.8% gave birth out of wedlock, and 9.8% gave
birth after postconception marriage. By using the
instrumental variable (IV) method, the results of the
study show that there is a negative association between
giving birth in adolescent and women’s educational
attainment. After controlling for individual and
community/environmental characteristics, women who
experienced first birth during their adolescence have
3.5 years of education lower than women who give birth
for the first time at the age of 20 years and above.

Keywords: adolescent fertility, educational attainment,
years of schooling, teenage childbearing

Abstrak

Fertilitas remaja menjadi isu yang menjadi perhatian
baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah masih melihat kehamilan dan melahirkan
pada usia remaja sebagai suatu permasalahan yang
harus diatasi. Melahirkan pada usia remaja dapat
mengarah pada rendahnya tingkat pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara
fertilitas remaja - dalam hal ini adalah melahirkan pada
usia remaja - dengan capaian pendidikan wanita di
Indonesia. Berdasarkan data SDKI 2017, sekitar 31,5%
wanita yang memiliki anak lahir hidup melahirkan
pertama kali pada usia remaja yaitu di bawah 20 tahun.
Dari kelompok penduduk tersebut, 3,8% melahirkan di
luar nikah, serta 9,8% hamil di luar nikah dan
melahirkan dalam ikatan perkawinan. Dengan
menggunakan metode instrumental variabel (IV), hasil
penelitian menunjukkan bahwa melahirkan pada usia
remaja memiliki hubungan negatif terhadap lama
pendidikan  wanita. Setelah  dikontrol dengan
karakteristik individu dan komunitas/lingkungan,
wanita yang melahirkan pertama kali pada usia remaja
mempunyai lama pendidikan 3,5 tahun lebih rendah
daripada wanita yang melahirkan pertama kali pada usia
20 tahun ke atas.

Kata Kunci: fertilitas remaja, capaian pendidikan,
lama sekolah, melahirkan usia remaja
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PENDAHULUAN

Pembangunan  berkelanjutan  atau  Sustainable
Development Goals (SDGs) tahun 2030 telah
menjadikan remaja sebagai salah satu target dalam
programnya. Target yang dimaksud adalah target 3.7
yaitu jaminan akses universal terhadap layanan
kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga
berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program
nasional pada tahun 2030 (UNSD, 2019).

Usaha pencapaian target ini menghadapi tantangan
ketika permasalahan fertilitas remaja menjadi isu
kependudukan, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Pada tingkat nasional, fertilitas remaja
masih dilihat sebagai suatu permasalahan yang harus
diatasi olenh pemangku kebijakan. Beberapa program
yang digulirkan untuk mengatasi kondisi ini, antara lain
peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja
mengenai kesehatan reproduksi melalui kurikulum
pendidikan di sekolah. Selain itu, perluasan akses ke
tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dan
penyediaan pelatihan usaha ekonomi kreatif bagi
remaja wanita di daerah perdesaan juga dilakukan.
Program lain yang juga dilakukan adalah peningkatan
pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dan
peningkatan layanan KB bagi pasangan usia muda
seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
(Raharja, 2014; Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Pada tingkat internasional, fertilitas remaja menjadi
permasalahan, baik di negara miskin, berkembang,
maupun negara kaya (Sanchez-Paez & Ortega, 2018;
WHO, 2018). Penduduk dunia usia remaja (10-19
tahun) pada tahun 2016 mencapai 1,2 miliar remaja (US
Census Bureau, 2017) dan diproyeksikan akan terus
peningkatan jumlah wanita yang melahirkan pada usia
remaja dan akan mencapai lebih dari 19 juta wanita
pada tahun 2035 (UNFPA, 2016).

Secara global, sekitar 16 juta wanita umur 15-19 tahun
melahirkan setiap tahunnya (UNFPA, 2015). Angka
tersebut berkontribusi sekitar 11% dari semua kelahiran
di dunia (WHO, 2018). Di Indonesia sendiri, persentase
wanita umur 15-19 tahun yang melahirkan pertama kali
pada usia remaja (kurang dari 20 tahun) berfluktuatif
dari tahun ke tahun. Selama lima tahun ke belakang,

persentasenya menurun dari 9,5 pada tahun 2012
menjadi 7,3 pada tahun 2017 (BKKBN, BPS,
Kementerian Kesehatan, & USAID, 2013; BKKBN,
BPS, dan Kementerian Kesehatan, 2018).

Gambar 1. Persentase wanita umur 15-19 tahun yang
melahirkan dan hamil pertama kali pada
umur kurang dari 20 tahun (usia remaja)

Sumber: BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, & USAID
(2013); BKKBN, BPS, & Kementerian Kesehatan
(2018)

Melahirkan pada usia remaja dapat membawa dampak
yang kurang menguntungkan bagi wanita. Melahirkan
saat remaja dapat mengarah pada kemiskinan,
rendahnya pendidikan dan kesempatan pekerjaan
(WHO, 2018). McQueston dkk. (2012) mengemukakan
bahwa melahirkan pada saat remaja dapat mengarah ke
kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, seperti putus
sekolah, hilangnya produktivitas, dan transmisi
kemiskinan antargenerasi. Selain itu, komplikasi yang
terjadi selama kehamilan dan kelahiran merupakan
penyebab utama kematian wanita 15-19 tahun (WHO,
2018). Namun, beberapa remaja menganggap
melahirkan pada usia remaja adalah sesuatu yang
direncanakan. Wanita muda dihadapkan pada tekanan
untuk segera menikah dan mempunyai anak. Pada
kalangan tertentu terdapat stigma sosial yang
menganggap perkawinan yang dilakukan setelah
melewati masa pubertas dianggap sebagai aib
(Fadlyana & Larasati, 2009).

Melahirkan pada usia remaja juga berhubungan dengan
capaian pendidikan wanita. Dengan menggunakan data
National Longitudinal Survey of Youth (NLSY),
Klepinger dkk. (1995) menemukan bahwa melahirkan
anak pada umur di bawah 20 tahun mengurangi capaian
sekolah selama hampir 3 tahun pada ras putih, hitam
dan Hispanic. Di Indonesia, belum banyak penelitian
mengenai hubungan melahirkan pada saat remaja
terhadap capaian pendidikan wanita. Informasi yang
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banyak tersedia adalah faktor-faktor yang memengaruhi
fertilitas remaja, salah satunya pendidikan. Raharja
(2014) menyatakan bahwa persentase remaja wanita
dengan lama pendidikan lebih dari sembilan tahun
memiliki persentase kejadian fertilitas sebesar 3%.
Sementara itu, persentase kejadian fertilitas pada wanita
dengan lama pendidikan maksimal sembilan tahun
lebih besar tiga kali lipat atau sebanyak 15%. Mayoritas
penelitian membuktikan bahwa melahirkan pada usia
remaja membawa pengaruh negatif terhadap
pendidikan wanita. Akan tetapi, belum ada kesepakatan
mengenai besaran pengaruh tersebut. Dengan kata lain,
besaran pengaruh masih berbeda-beda pada masing-
masing penelitian.

Terkait dengan isu estimasi, variabel melahirkan pada
usia remaja merupakan variabel endogen. Variabel
endogen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau
ditentukan oleh variabel lain dalam model. Beberapa
penelitian mengenai hubungan melahirkan pada usia
remaja terhadap pendidikan memperlakukan variabel
melahirkan pada usia remaja sebagai variabel eksogen
(Upchurch & McCarthy, 1990; Forste & Tienda, 1992).
Hal ini menimbulkan bias yang berpengaruh pada hasil
estimasi karena perbedaan lama pendidikan antara
wanita yang melahirkan pada usia remaja dan usia 20
tahun ke atas kemungkinan disebabkan oleh perbedaan
yang sudah ada antara kedua kelompok wanita tersebut
dibandingkan dengan hubungan sebab akibat antara
melahirkan pada usia remaja dengan lama pendidikan
wanita (Klepinger dkk., 1999).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara
melahirkan pada usia remaja dan lama pendidikan
wanita di Indonesia. Masa remaja merupakan masa
transisi dari anak-anak menuju dewasa, dengan Kisaran
umur 10-19 tahun (WHO, 1989). Pada masa ini, banyak
kejadian penting seperti kesempatan, peran, dan
tanggung jawab baru yang disandang oleh individu.
Oleh karena itu, tnformasi mengenai seberapa besar
hubungan melahirkan pada usia remaja terhadap
pendidikan akan membantu pemangku kebijakan untuk
fokus terhadap program penurunan kehamilan dan
kelahiran pada usia remaja sehingga akan
meningkatkan capaian pendidikan, bahkan taraf hidup
bagi wanita. Untuk melihat hubungan melahirkan pada
saat remaja terhadap lama pendidikan, penelitian ini
akan menggunakan pendekatan atau metode
instrumental variabel (IV) dalam rangka mengatasi
potensi bias yang disebabkan endogenitas variabel
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melahirkan pada usia remaja. Selain itu akan digunakan
metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai
pembanding hasil estimasi. Data yang akan digunakan
adalah data cross-sectional yaitu data Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Selain itu
digunakan data pendukung dari Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) dan data dari Kementerian
Kesehatan (Kemenkes).

LANDASAN TEORI

Penelitian ini memodifikasi model fertilitas remaja dan
investasi modal manusia yang dikenalkan oleh
Klepinger dkk. (1999). Model ini tidak secara detail
menggambarkan perilaku remaja, tetapi cukup untuk
menggambarkan hubungan antara melahirkan pada usia
remaja dan capaian pendidikan. Model ini
menggambarkan bagaimana keputusan wanita muda
untuk melahirkan pada saat remaja dan berinvestasi
pada modal manusianya melalui pendidikan.

Wanita pada masa remaja mengalami dua tahap
keputusan. Pada tahap pertama, wanita dihadapkan
dengan keputusan mengenai aktivitas seksual,
kontrasepsi, dan aborsi yang menentukan apakah
mereka akan melahirkan pada usia remaja atau tidak.
Melahirkan pada usia remaja sangat berkaitan dengan
aktivitas seksual, kontrasepsi dan aborsi. Di Indonesia,
aborsi tidak dilegalkan, sehingga penelitian ini tidak
menyertakan aborsi dalam pembahasan. Keputusan ini
akan berimplikasi ke keputusan tahap kedua.

Pada tahap kedua, wanita memutuskan bagaimana
mengalokasikan waktu dan sumber dayanya tergantung
pada ada tidaknya anak. Pada tahap ini, keputusan
remaja wanita dalam hal pendidikan tergantung apakah
mereka melahirkan dan merawat anak atau tidak
melahirkan pada usia remaja. Melahirkan pada usia
remaja akan menyita waktu wanita untuk fokus dan
mengurus anaknya dimana waktu tersebut seharusnya
dapat dia gunakan untuk belajar dan sekolah. Selain itu,
norma yang ada dalam masyarakat terhadap wanita
yang melahirkan pada saat remaja terutama di luar
nikah berimplikasi pada stigma negatif dari masyarakat
Kondisi ini dapat mengarah pada pengucilan sosial dan
kemungkinan yang lebih tinggi untuk menjadi orang tua
tunggal serta membatasi wanita untuk mengakses
modal sosial, dalam hal ini adalah sekolah (Greene &
Merrick, 2005).
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METODE PENELITIAN
Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah Survei Demografi
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. SDKI 2017
dirancang untuk dapat menyajikan estimasi pada level
nasional maupun provinsi (BKKBN, BPS, &
Kementerian  Kesehatan, 2018). SDKI 2017
mengumpulkan informasi mengenai rumah tangga,
wanita usia subur umur 15-49 tahun, pria kawin umur
15-54 tahun, dan remaja pria umur 15-24 tahun.
Informasi rumah tangga berisi tentang seluruh anggota
rumah tangga dan tamu yang menginap semalam
sebelum wawancara, serta keterangan tempat tinggal
rumah tangga seperti sumber air minum, jenis lantai,
jenis dinding, dan kepemilikan aset.

Informasi wanita usia subur umur 15-49 tahun dan pria
kawin berumur 15-54 tahun mencakup karakteristik
demografi, riwayat kelahiran, kontrasepsi, perkawinan,
dan HIV/AIDS. Khusus bagi wanita usia subur, terdapat
pula tambahan informasi terkait preferensi fertilitas.
Selanjutnya, informasi remaja pria umur 15-24 tahun
berisi tentang karakteristik remaja pria, pengetahuan
tentang sistem reproduksi manusia, perkawinan, dan
pacaran.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah wanita umur
26-49 tahun yang pernah melahirkan. Wanita 25 tahun
ke bawah dikeluarkan dari unit analisis karena ada
kemungkinan individu tersebut berstatus masih
bersekolah (kecuali mereka yang mendapat pendidikan
tinggi) (Qin dkk., 2016). Jumlah unit analisis dalam
penelitian ini adalah 30.878 orang. Informasi wanita
usia subur yang diambil dari SDKI 2017 mencakup
lama pendidikan, umur pertama melahirkan, umur
pertama melakukan hubungan seksual, umur saat ini,
status migrasi, lama pendidikan kepala rumah tangga
(KRT), jenis kelamin KRT, jumlah anggota rumah
tangga (ART) dalam satu rumah tangga, tipe tempat
tinggal, dan indeks kesejahteraan. Penelitian ini juga
menggunakan beberapa indikator per provinsi dari
SDKI 2017 antara lain persentase wanita 15-17 tahun
yang menggunakan alat/metode kontrasepsi semua cara
(CPR) dan angka kelahiran menurut umur atau Age
Specific Fertility Rate (ASFR) umur 15-19 tahun.

Selain data SDKI 2017, penelitian ini menggunakan
data pendukung yang berasal dari sumber lainnya, yaitu
survei Susenas (BPS) dan Kementerian Kesehatan.

Data tersebut antara lain angka partisipasi sekolah atau
APS tahun 2017 menurut provinsi (Susenas), jumlah
dokter, jumlah perawat dan bidan, jumlah puskesmas,
dan jumlah rumah sakit tipe C menurut provinsi tahun
2017 yang berasal dari Kementerian Kesehatan
(Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Metode empiris

Tujuan penelitian ini adalah melihat hubungan antara
melahirkan pada usia remaja dan capaian pendidikan
wanita. Idealnya, data yang digunakan adalah data
panel. Data yang digunakan adalah data SDKI 2017
yang merupakan data cross-section. Capaian
pendidikan dalam penelitian ini digambarkan dengan
lama sekolah.

Isu yang muncul dalam estimasi ini adalah adanya
potensi endogenitas pada fertilitas, dalam hal ini adalah
melahirkan pada saat remaja. Jika wanita mengetahui
bahwa melahirkan pada usia remaja dapat
memengaruhi capaian pendidikannya, maka fertilitas
dapat ditentukan secara bersamaan dengan pendidikan.
Untuk mengatasi adanya potensi bias tersebut, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan instrumental
variabel (1) untuk mengestimasi hubungan melahirkan
pada saat remaja terhadap capaian pendidikan wanita.
Metode instrumental variabel ini mengizinkan fertilitas,
dalam hal ini melahirkan pada usia remaja, ditentukan
secara bersamaan dengan variabel pendidikan
(Klepinger dkk.,1995).

Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini
adalah

y=ay+0f +a, X, +azX.+u Q)

Dengan asumsi f adalah variabel endogen pada
persamaan (1) di mana cov(f,u) # 0.

f=Bo+vZ+ B X+ B Xc+ ¢ 2

Untuk mengatasi endogenitas pada persamaan (1),
digunakan variabel instrumen Z. Pada penelitian ini
digunakan satu set variabel instrumen Z. Ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah instrumen yang
baik, antara lain :

a. Instrumen tidak berkorelasi dengan eror pada
persamaan estimasi
cov(z,u) =0 3)
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b. Instrumen relevan (memengaruhi pendidikan
hanya melalui fertilitas)

cov(z,f) #0 4)
Keterangan :
y : lama pendidikan,
f : variabel fertilitas (melahirkan pada usia
remaja),

X _k : set atau kumpulan variabel karakteristik
individu dan rumah tangga,

X_c¢ : set atau kumpulan variabel komunitas atau
lingkungan,

Z : set atau kumpulan variabel instrumen.

Untuk mendapatkan estimasi 6 dengan variabel
endogen f yang berbentuk dummy pada persamaan (1),
penelitian ini menggunakan tahapan yang digunakan
oleh Adams dkk. (2009). Tahapannya adalah :

a. Estimasi model fertilitas dengan menggunakan
variabel instrumen Z. Karena fertilitas merupakan
variabel dummy, maka estimasi yang digunakan
adalah estimasi model probit.

b. Menghitung nilai dugaan (fitted probabilities) f dari
variabel fertilitas (melahirkan usia remaja).

¢. Mengestimasi 8 dengan menggunakan prosedur two
stage least square dengan menambahkan £ sebagai
salah satu instrumen.

Definisi operasional

Pada penelitian ini terdapat dua variabel endogen, yaitu
melahirkan pada usia remaja dan lama pendidikan.
Remaja didefinisikan sebagai individu yang berumur 10
sampai 19 tahun (WHO, 2019), sehingga wanita yang
melahirkan pada usia remaja didefinisikan sebagai
wanita yang melahirkan anak pertama kali pada umur
di bawah 20 tahun. Klepinger dkk. (1999) juga
menggunakan batas umur di bawah 20 tahun untuk
umur melahirkan pada usia remaja. Variabel fertilitas
(melahirkan pada usia remaja) merupakan variabel
dummy dengan nilai 1 untuk wanita yang melahirkan
pertama kali di bawah umur 20 tahun (melahirkan pada
usia remaja) dan O untuk lainnya (wanita yang
melahirkan pertama kali saat usia 20 tahun ke atas).
Sementara itu, variabel lama pendidikan dihitung dalam
tahun.

Variabel eksogen terdiri dari set atau kumpulan variabel
karakteristik individu dan rumah tangga dan set variabel
lingkungan atau komunitas. Set variabel karakteristik
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individu dan rumah tangga terdiri dari umur (tahun),
status migran (1. Migran hidup, 0. Lainnya), lama
sekolah Kepala Rumah Tangga (KRT), jenis kelamin
KRT (1. Laki-laki, 2. Perempuan), jumlah anggota
rumah tangga (ART) dalam rumah tangga, tipe tempat
tinggal (1. Perkotaan, 2. Perdesaan), indeks
kesejahteraan yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu
indeks kesejahteraan 1 (1. Sangat kaya, 0. lainnya),
indeks kesehajteraan 2 (1. Kaya, 0. Lainnya), Indeks
kesejahteraan 3 (1. Menengah, 0. lainnya), dan Indeks
kesejahteraan 4 (1. Miskin, 0. lainnya). Migran hidup
pada penelitian ini adalah migran seumur hidup yaitu
wanita yang provinsi tempat lahirnya berbeda dengan
provinsi tempat tinggal sekarang (pada saat
pencacahan). Set variabel komunitas atau lingkungan
antara lain Angka Partisipasi Selolah (APS) usia 7-12,
13-15, 16-18, dan 19-24.

Salah satu variabel yang dijadikan instrumen adalah
umur pertama melakukan hubungan seksual. Umur
pertama kali melakukan hubungan seksual merupakan
salah satu Kkarakteristik individu yang ditengarai
mempunyai pengaruh terhadap melahirkan pada saat
remaja tetapi tidak mempengaruhi lama sekolah wanita.
Selain umur pertama berhubungan seksual, variabel
instrumen lain yang digunakan adalah persentase
penduduk umur 15-19 tahun yang menggunakan
kontrasepsi semua cara, jumlah dokter, perawat dan
bidan, jumlah puskesmas, jumlah Rumah Sakit tipe C,
dan tingkat kelahiran umur (Age Specific Fertility Rate
atau ASFR) 15-19 (Klepinger dkk., 1995). Set variabel
ini merupakan variabel yang sangat berkaitan dengan
fertilitas. Set instrumen ini juga berkaitan dengan akses
ke layanan keluarga berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Di antara wanita yang
pernah melahirkan anak lahir hidup, sebanyak 31,5%
wanita melahirkan pertama kali pada saat remaja (umur
kurang dari 20 tahun) dan sebanyak 68,5% melahirkan
pertama kali umur 20 tahun ke atas. Rata-rata lama
pendidikan wanita adalah 8,9 tahun, sedangkan wanita
yang melahirkan pada usia remaja mempunyai rata-rata
lama pendidikan sekitar 6,6 tahun dan wanita yang
pertama kali melahirkan umur 20 tahun ke atas
mempunyai rata-rata lama pendidikan 10 tahun.
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Setelah di uji dengan uji t, kedua rata-rata ini memang
berbeda. Ada selisih rata-rata lama pendidikan sekitar
3,4 tahun antara wanita yang melahirkan pada saat
remaja dan wanita yang melahirkan pada umur 20 tahun

ke atas. Deskripsi ini konsisten dengan dugaan
penelitian yaitu ada hubungan kuat dan negatif antara
lama sekolah dan umur pertama kali melahirkan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Melahirkan <20 | Melahirkan 20+ Total
Variabel Mean Std Mean Std Mean Std
dev dev dev
Variabel endogen
Lama sekolah (tahun) 6,61 3,08 10,06 4,02 8,97 4,08
Melahirkan pada usia remaja (1. Melahirkan < 20, 0.
Melahirkan 20+) 31,48 68,52 100,00
Variabel eksogen (fertilitas dan pendidikan)
Karakteristik individu dan rumah tangga
Umur (tahun) 38,53 6,62 37,42 6,57 37,77 6,60
Status migran (1. Migran hidup, 0. Lainnya) 27,09 38,24 34,73
Lama sekolah KRT (tahun) 7,27 5,66 9,46 5,48 8,77 5,63
Jenis kelamin KRT (1. Laki-laki, 2. Perempuan) 91,21 90,42 90,67
Jumlah ART dalam rumah tangga 4,65 1,84 4,66 1,73 4,66 1,76
Tipe tempat tinggal (1. Perkotaan, 2. Perdesaan) 38,85 54,72 49,72
Indeks kesejahteraan 1 (1. Sangat kaya, 0. lainnya) 12,25 26,00 21,67
Indeks kesejahteraan 2 (1. Kaya, 0. lainnya) 19,62 22,39 21,52
Indeks kesejahteraan 3 (1. Menengah, 0. lainnya) 21,88 19,73 20,41
Indeks kesejahteraan 4 (1. Miskin, 0. lainnya) 23,91 17,05 19,21
Karakteristik komunitas atau lingkungan
angka partisipasi sekolah (APS) wanita 7-12 99,28 2,12 99,36 1,80 99,33 1,91
angka partisipasi sekolah (APS) wanita 13-15 95,73 2,43 96,00 2,21 95,91 2,28
angka partisipasi sekolah (APS) wanita 16-18 71,13 5,31 71,94 6,01 71,68 5,81
angka partisipasi sekolah (APS) wanita 19-24 24,70 4,71 25,25 5,64 25,08 5,37
Variabel instrumen
umur pertama kali berhubungan seksual (tahun) 16,01 2,17 22,16 3,81 20,22 4,43
% CPR wanita 15-19 (semua metode) 46,70 6,19 46,11 6,34 46,29 6,30
Jumlah dokter 7720 | 5173 7812 | 5002 7783 | 5057
Jumlah perawat dan bidan 37536 | 22479 37577 | 22007 | 37564 | 22156
Jumlah puskesmas 630 368 624 361 626 363
Jumlah RS tipe C 12 9 12 9 12 9
ASFR 15-19 tahun 37,39 | 11,65 35,63 | 11,28 36,18 | 11,43
Observasi 9.719 21.159 30.878

Sumber : Olah data SDKI 2017

Dari 31,5% wanita yang melahirkan pertama kali pada
usia remaja, 3,8% diantaranya melahirkan anak
pertamanya di luar ikatan perkawinan, 9,8 % hamil di
luar nikah tetapi melahirkan dalam ikatan perkawinan,
dan sisanya sebanyak 86,5% hamil dan melahirkan
dalam ikatan perkawinan (Gambar 2). Wanita yang

melahirkan pada usia remaja mempunyai rata-rata lama
pendidikan lebih rendah daripada wanita yang
melahirkan pada usia 20 tahun ke atas. Hal ini
mendukung pernyataan bahwa wanita yang melahirkan
di usia remaja cenderung tidak meneruskan
pendidikannya karena terdapat prioritas lain yaitu
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menjadi ibu dan cenderung menghabiskan waktunya
untuk merawat anaknya daripada belajar. Pada Gambar
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3 juga dapat dilihat pola rata-rata lama pendidikan
menurut status kehamilan wanita.

Gambar 2. Persentase wanita menurut status melahirkan dan status kelahiran

® Melahirkan <20  m Melahirkan 20+

—@

M Lahir di luar nikah

m Hamil di luar nikah
dan lahir dalam
perkawinan
Hamil dan lahir
setelah perkawinan

86,5

Sumber : Olah data SDKI 2017

Gambar 3. Perbandingan rata-rata lama pendidikan antara wanita yang melahirkan kurang
dan lebih dari umur 20 tahun menurut status kehamilan

— il
— 9.9 10.1
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. ¢ =
6.1 69 6.6

Lahir di luar nikah

Hamil di luar nikah dan Hamil dan lahir setelah
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perkawinan

== Melahirkan 20+
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Sumber : Olah data SDKI 2017

Mayoritas wanita yang melahirkan pada usia remaja
berada pada rumah tangga miskin, sedangkan mayoritas
wanita yang melahirkan pada usia 20 tahun ke atas
berada pada rumah tangga sangat kaya (Gambar 4).
Persentase wanita yang melahirkan pada usia di atas 20
tahun meningkat seiring meningkatnya tingkat
kesejahteraan. Sebaliknya, persentase wanita yang
melahirkan di usia remaja menurun seiring
meningkatnya tingkat kesejahteraan.

Mayoritas wanita yang melahirkan pada usia remaja
tinggal di daerah perdesaan, sedangkan mayoritas
wanita yang melahirkan pada usia 20 tahun ke atas
tinggal di daerah perkotaan (Gambar 5). Hal ini
membuktikan bahwa di daerah perdesaan, wanita
cenderung untuk menikah muda dan melahirkan pada

usia remaja. Sebaliknya di daerah perkotaan, wanita
cenderung akan menunda perkawinan dan mempunyai
anak, sehingga persentase wanita yang melahirkan pada
saat remaja cenderung lebih sedikit.

Pendidikan kepala rumah tangga (KRT) juga memiliki
kaitan erat dengan perilaku melahirkan wanita. KRT
yang berpendidikan tinggi cenderung mendorong
anggota rumah tangganya untuk menikah dan
mempunyai anak saat sudah dewasa, sebaliknya KRT
yang berpendidikan rendah tidak terlalu memperhatikan
perilaku fertilitas anggota rumah tangganya, karena
fokus pada hal lain seperti pekerjaan. Tingkat
pendidikan KRT memengaruhi cara pandang keluarga
terhadap fertilitas. KRT yang berpendidikan lebih
tinggi cenderung mendorong ART nya untuk tidak
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memiliki anak pada usia di bawah 20 tahun. Pada
Gambar 6 terlihat mayoritas pendidikan KRT untuk
wanita yang melahirkan pada saat remaja adalah tamat
SD, sedangkan mayoritas pendidikan KRT untuk
wanita yang melahirkan usia 20 tahun ke atas adalah
tamat SLTA.

Mayoritas jumlah anak baik yang dimiliki wanita
melahirkan usia remaja ataupun di atas 20 tahun adalah

Gambar 4. Status melahirkan menurut kuintil kekayaan

Sangat Miskin ~ Menengah Kaya  Sangat Kaya
miskin

® Melahirkan 20+ ® Melahirkan < 20

Sumber : Olah data SDKI 2017

Gambar 6. Status melahirkan menurut tingkat
pendidikan KRT

35

Tidak Tidak TamatSD  Tidak Tamat PT
sekolah  tamat SD tamat SLTA
SLTA

® Melahirkan 20+ m Melahirkan < 20

Sumber: Olah data SDKI 2017

dua orang anak (Gambar 7). Namun, wanita yang
melahirkan pada saat remaja cenderung mempunyai
anak lebih banyak daripada wanita yang melahirkan
usia 20. Melahirkan di usia remaja akan
memperpanjang masa reproduksi sehingga
kecenderungan untuk memiliki anak lebih banyak
menjadi lebih tinggi.

Gambar 5. Status melahirkan menurut tempat tinggal

61

Perkotaan Perdesaan

®m Melahirkan 20+ m Melahirkan < 20

Sumber: Olah data SDKI 2017

Gambar 7. Persentase wanita menurut status
melahirkan dan jumlah anak

41.8

1 2 3 4 5 6+

® Melahirkan 20+ m Melahirkan < 20

Sumber: Olah data SDKI 2017
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Tabel 2. Hasil estimasi melahirkan di usia remaja terhadap lama pendidikan

Metode
Variabel v OLS
Lama Melahirkan di Lama
Pendidikan usia remaja Pendidikan
Melahirkan pada usia remaja -3,514  *** -2,205  ***
(0,050) (0,041)
Umur pertama Kkali berhubungan seksual -0,458 ***
(0,005)
% CPR wanita 15-19 (semua metode) -0,014 *
(0,008)
Jumlah dokter -4E-05 ***
(1E-05)
Jumlah perawat dan bidan 1E-05 **
(5E-06)
Jumlah puskesmas -4E-04 *
(0,000)
Jumlah RS tipe C 0,006 **
(0,003)
ASFR 15-19 tahun 0,004 **
(0,002)
Umur -0,113  *** -0,123  ***
(0,003) (0,003)
Status migran 0,241 *** 0,328 ***
(0,038) (0,038)
Lama sekolah KRT 0,160 *** 0,169 ***
(0,003) (0,003)
Jenis kelamin KRT (1. Laki-laki, 2. Perempuan) 0,614 *** 0,676 ***
(0,060) (0,061)
Jumlah ART dalam rumah tangga 0,007 0,017
(0,010) (0,010)
Tipe tempat tinggal (1. Perkotaan, 2. Perdesaan) -0,209 *** -0,249 ***
(0,039) (0,042)
Indeks kesejahteraan 1 (1. Sangat kaya, 0. lainnya) 4,375 *** 4,670 ***
(0,066) (0,067)
Indeks kesejahteraan 2 (1. Kaya, 0. lainnya) 2,697 A** 3,019 xx=
(0,061) (0,062)
Indeks kesejahteraan 3 (1. Menengah, 0. lainnya) 1,817 *** 2,086 ***
(0,059) (0,060)
Indeks kesejahteraan 4 (1. Miskin, 0. lainnya) 1,132 *** 1,379 ***
(0,058) (0,058)
Angka partisipasi sekolah (APS) wanita 7-12 0,004 0,008
(0,017) (0,017)
Angka partisipasi sekolah (APS) wanita 13-15 -0,037  *** -0,059 ***
(0,016) (0,016)
Angka partisipasi sekolah (APS) wanita 16-18 0,045 **= 0,039 ***
(0,006) (0,005)
Angka partisipasi sekolah (APS) wanita 19-24 0,044 **= 0,071 ***
(0,005) (0,004)
Konstanta 9,193 *** 10,371 ***
(0,935) (0,927)
R-square 0.4413 0,462
Hausmant test 1.80e+03
Observasi 30.878

Keterangan : 1) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. 2) Angka dalam kurung menunjukkan standar error

161



Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 14, No. 2, Desember 2019 | 153-164

Tabel 2 menyajikan hasil estimasi melahirkan pada saat
remaja terhadap lama pendidikan wanita, dengan
menggunakan dua metode estimasi, yaitu metode
instrumental variabel (IV) dan OLS. Hasil estimasi
dengan menggunakan metode OLS digunakan sebagai
pembanding hasil estimasi dengan metode IV.

Dengan metode IV, dapat dilihat bahwa melahirkan
pada usia remaja berpengaruh signifikan dan negatif
terhadap lama pendidikan wanita. Koefisien variabel
melahirkan pada usia remaja menunjukkan angka 3,514
yang berarti bahwa wanita yang melahirkan pertama
kali pada usia remaja mempunyai lama pendidikan
lebih rendah sebesar 3,514 tahun dibandingkan dengan
wanita yang melahirkan pertama kali pada usia 20 tahun
ke atas, ceteris paribus. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian Klepinger dkk. (1995) yang menyatakan
bahwa melahirkan anak pada umur di bawah 20 tahun
mengurangi capaian sekolah wanita hampir 3 tahun
pada ras putih, hitam dan Hispanic. Di sisi lain, hampir
semua variabel kontrol berpengaruh secara signifikan
terhadap lama pendidikan wanita kecuali variabel
jumlah ART dalam rumah tangga dan APS umur 7-12
tahun untuk wanita.

Jika dilihat ke tahap sebelumnya pada metode IV, umur
pertama kali berhubungan seksual berpengaruh secara
signifikan terhadap melahirkan pada usia remaja.
Semakin tua umur pertama kali berhubungan seksual,
maka kecenderungan untuk melahirkan pada usia
remaja akan menurun.

Estimasi dengan menggunakan OLS juga memberikan
efek atau pengaruh yang signifikan dari variabel
melahirkan pada usia remaja terhadap lama pendidikan
wanita. Melahirkan pada usia remaja berpengaruh
secara signifikan dan negatif terhadap lama pendidikan
wanita, ceteris paribus. Namun, besaran koefisien
variabel melahirkan pada usia remaja yang dihasilkan
pada metode OLS lebih rendah dibanding koefisien
melahirkan pada usia remaja yang dihasilkan pada
metode V. Koefisien melahirkan pada usia remaja
dengan metode OLS adalah sebesar 2,205. Artinya,
wanita yang melahirkan pertama kali pada usia remaja
mempunyai lama pendidikan lebih rendah 2,205 tahun
dibanding wanita yang melahirkan pertama kali pada
usia 20 tahun ke atas, ceteris paribus.

Hal ini sejalan dengan penelitian Klepinger dkk. (1999)
dan Angrist dan Evans (1996) yang menemukan bahwa

hasil estimasi metode OLS juga menghasilkan koefisien
yang lebih rendah daripada koefisien hasil estimasi
dengan metode V. Klepinger dkk. (1999) menjelaskan
bahwa pola ini sebenarnya bukan pola yang diharapkan.
Hasil estimasi dengan metode OLS seharusnya
menghasilkan koefisien yang lebih tinggi daripada
koefisien yang dihasilkan oleh metode IV karena
melahirkan pada usia remaja dan capaian pendidikan
merupakan keputusan yang diambil secara bersamaan
atau dipengaruhi oleh karakteristik yang tidak dapat
diobservasi (unobserved characteristics) sehingga hasil
estimasi dengan metode OLS menghasilkan koefisien
(pengaruh) yang lebih tinggi dari variabel melahirkan
pada usia remaja terhadap capaian pendidikan. Hasil
estimasi dengan menggunakan metode IV lebih tinggi
karena metode tersebut dapat mengatasi bias yang
disebabkan oleh endogenitas variabel melahirkan pada
usia remaja pada metode OLS. Pengaruh variabel
melahirkan pada usia remaja terhadap capaian
pendidikan juga dipengaruhi oleh variasi variabel
instrumen. Beberapa variabel instrumen berkaitan
dengan akses ke layanan keluarga berencana. Wanita
yang melahirkan pada usia remaja yang sulit memiliki
akses ke pelayanan keluarga berencana mempunyai
kehilangan lama pendidikan lebih tinggi daripada rata-
rata wanita yang melahirkan pada usia remaja.

Sementara itu, Angrist dan Evans (1996) berpendapat
bahwa hasil estimasi dengan metode 1V lebih tinggi
daripada metode OLS karena meskipun hasil estimasi
metode OLS mempunyai interpretasi sebab akibat,
estimator 1V dan OLS tidak mengestimasi parameter
yang sama. Jika variabel melahirkan pada usia remaja
bersifat heterogen, maka metode OLS menggambarkan
rata-rata varian tertimbang dari variabel melahirkan
pada usia remaja sementara metode 1V menggambarkan
pengaruh variabel melahirkan pada usia remaja bagi
wanita yang capaian pendidikannya berubah melalui
instrumen. Dengan kata lain, hasil estimasi dengan
metode IV lebih tinggi daripada metode OLS karena
variabilitas sampel pada pengaruh fertilitas terhadap
pendidikan.

Pada metode 1V, dilakukan pula uji Wu-Hausman untuk
mengetahui endogenitas variabel melahirkan pada usia
remaja. Hasil uji Wu-Hausman menunjukkan bahwa
probabilitas (P-value =0.00000) lebih kecil dari tingkat
kesalahan, yang artinya menolak hipotesis nol bahwa
variabel melahirkan pada usia remaja adalah eksogen.
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Dengan adanya endogenitas dari variabel melahirkan
pada usia remaja, maka estimasi dengan menggunakan
metode OLS tidak konsisten.

Terkait dengan hasil estimasi, wanita yang melahirkan
pertama kali pada saat remaja memiliki kecenderungan
untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena waktu yang
dimiliki terbagi antara belajar dan tanggung jawab
harus merawat anak. Seperti yang telah dibahas di atas,
d iantara wanita yang melahirkan pertama kali pada usia
remaja, sekitar 3,8% wanita melahirkan di luar nikah
dan 9,8% wanita hamil di luar nikah. Hal ini
memperkuat dugaan bahwa wanita yang melahirkan
pada saat remaja cenderung memiliki beban yang lebih
berat karena menjadi orang tua tunggal atau karena
melewati masa kehamilan sendiri sehingga waktu untuk
sekolah sudah tidak menjadi prioritas bagi mereka.
Selain itu, stigma masyarakat terhadap wanita yang
melahirkan atau hamil di luar nikah akan mempunyai
dampak sosial bagi wanita yang akan menyebabkan
mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini  mengestimasi hubungan antara
melahirkan pada usia remaja terhadap lama pendidikan
wanita. Dengan menggunakan metode IV dan OLS
menunjukkan hal yang sama yaitu melahirkan pada saat
remaja mempunyai hubungan yang signifikan dan
negatif terhadap lama pendidikan wanita. Akan tetapi
besaran koefisien melahirkan pada saat remaja yang
dihasilkan pada kedua metode estimasi tersebut
berbeda.

Pada metode IV, lama pendidikan wanita yang
melahirkan pertama kali pada usia remaja lebih rendah
3,5 tahun daripada lama pendidikan wanita yang
pertama kali melahirkan pada umur 20 tahun ke atas.
Sementara itu, hasil dari metode OLS menunjukkan
bahwa lama pendidikan wanita yang melahirkan
pertama kali pada usia remaja lebih rendah 2,2 tahun
daripada lama pendidikan wanita yang pertama kali
melahirkan pada umur 20 tahun ke atas.

Perbedaan hasil ini dikarenakan estimasi dengan
metode OLS mengandung bias karena masalah
endogenitas pada variabel melahirkan pada usia remaja.
Bias ini teratasi dengan menggunakan metode 1V
dengan menggunakan beberapa set instrumen seperti
umur pertama kali berhubungan seksual, persentase
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wanita umur 15-19 tahun yang menggunakan alat/cara
kontrasepsi semua metode, jumlah dokter, jumlah
perawat dan bidan, jumlah puskesmas, jumlah RS Tipe
C, dan ASFR 15-19 tahun. Beberapa set instrumen ini
berkaitan dengan akses ke layanan keluarga berencana.
Wanita yang melahirkan pada usia remaja yang sulit
memiliki akses ke pelayanan keluarga berencana
mempunyai kehilangan lama pendidikan lebih tinggi
daripada rata-rata wanita yang melahirkan pada usia
remaja.

Hasil penelitian ini akan membantu pemangku
kebijakan untuk fokus terhadap penurunan kehamilan
dan kelahiran pada usia remaja sehingga akan
meningkatkan capaian pendidikan yang nantinya akan
berdampak pada peningkatan taraf hidup dan
kesempatan kerja wanita. Pemangku kebijakan dapat
meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana
bagi remaja, khususnya wanita untuk mengurangi
kehamilan diusia remaja.
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Abstract

Sendai  Framework 2015-2030 highlights the
importance of build back better after a disaster. Post-
disaster management is an important stage to reach this
goal. In general, rehabilitation process tends to focus
on physical aspects and rarely considering people as
the center. This paper aims to examine the
rehabilitation process after earthquake and tsunami in
Central Sulawesi in 2018 focused on opportunities and
challenges to build back better. The temporary shelter
(Huntara) is selected as the case study as it is the most
urgent need after disaster. Data analysis is based on
literature reviews and primary data from rapid
assessment in December 2018 in Palu, Sigi, and
Donggala. Based on the people-centered concept,
results show that most of the temporary shelters are
provided as a product and less concern about its
function as a process. However, some temporary
shelters have considered the process that comes from
civil society’s initiatives. They propose Huntara as a
transition by proposing a feeling of comfort and secure.
To conclude, survivors need to be involved in the
rehabilitation process to build back better.

Keywords: people-centered, post-disaster, temporary
shelter, build back better, disaster risk reduction

Abstrak

Sendai Framework 2015-2030 menekankan pentingnya
pemulihan yang lebih baik atau build back better
pascabencana. Proses penanganan pascabencana
merupakan tahapan penting untuk mewujudkan tujuan
tesebut. Secara umum, proses pemulihan cenderung
menekankan aspek fisik dan mengabaikan aspek
penduduk. Tulisan ini bertujuan untuk memahami
proses pemulihan pascabencana gempabumi dan
tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018 yang berfokus
pada peluang dan tantangan pemulihan yang lebih baik.
Penyediaan hunian sementara (Huntara) menjadi studi
kasus dalam kajian ini karena merupakan salah satu
kebutuhan utama penyintas pascabencana. Analisis data
berdasarkan kajian literatur dan data primer hasil kaji
cepat penanganan pascabencana di Palu, Donggala, dan
Sigi pada bulan Desember 2018. Berdasarkan konsep
people-centered, hasil  penelitian  menunjukkan
penyediaan huntara masih berfokus pada produk dan
kurang memedulikan perannya sebagai suatu proses.
Penyediaan Huntara yang menekankan pada proses
sudah muncul tetapi masih merupakan inisiatif
kelompok masyarakat tertentu. Mereka membangun
Huntara sebagai transisi untuk pulih lebih baik dengan
menekankan aspek keamanan dan kenyamanan. Dapat
disimpulkan bahwa penyintas bencana perlu dilibatkan
dalam masa transisi menuju pemulihan yang lebih baik.

Kata Kunci: people-centered, pascabencana, hunian
sementara, build back better, pengurangan risiko
bencana
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PENDAHULUAN

Pengelolaan bencana di Indonesia secara umum saat ini
sudah menunjukkan pergeseran ke arah pengelolaan
risiko bencana (Djalante & Garschagen, 2017). Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan bencana bukan hanya
permasalahan tanggap darurat saja, tetapi juga mitigasi,
kesiapsiagaan, dan penanganan pascabencana (Gibson
dkk., 2016). Keempat tahapan dalam manajemen
bencana tersebut juga saling terkait satu dengan yang
lainnya. Sendai Framework untuk pengurangan risiko
bencana menegaskan bahwa penanganan pascabencana
adalah proses yang sudah harus dilakukan ketika
merencanakan Kkesiapsiagaan menghadapi bencana
(UNISDR, 2015a). Demikian juga ketika melakukan
penanganan pascabencana harus sekaligus
mempertimbangkan mitigasi bencana, yaitu dengan
melakukan pemulihan pascabencana untuk menjadi
lebih baik atau dikenal dengan istilah build back better
(Ibid.).

Upaya mewujudkan pemulihan pascabencana yang
lebih baik masih memiliki berbagai tantangan. Proses
pemulihan setelah bencana dapat menjadi salah satu
penyebab penduduk menghadapi risiko baru. Seperti
yang dikemukakan oleh Fernando (2010), salah satu
risiko yang mungkin dihadapi adalah permukiman
kembali para penyintas bencana ke lokasi baru yang
tidak mendukung keberlanjutan sistem kehidupan
mereka. Dampak yang tidak diinginkan dapat terjadi
ketika pendekatan yang digunakan cenderung top-down
atau bersifat instruksi dari pusat ke daerah. Penduduk
yang terkena bencana sering kali dianggap tidak
berdaya sehingga memerlukan bantuan sepenuhnya
dari pihak luar. Namun, beberapa kajian menunjukkan
bahwa penduduk memiliki potensi untuk mandiri dalam
melakukan pemulihan pascabencana (Kusumasari &
Alam, 2012; Pribadi dkk., 2014; Leitman, 2007).

Salah satu contoh dari hal tersebut adalah pemulihan
pascabencana di Bantul, DI Yogyakarta yang
menunjukkan bahwa walaupun masyarakat memiliki
keterbatasan ekonomi, tetapi dengan memanfaatkan
modal sosial, di antaranya melalui sistem gotong
royong, maka pemulihan untuk tempat tinggal menjadi
lebih mudah dilakukan (Kusumasari & Alam, 2012).
Penyintas bencana juga dapat melakukan kerja sama di
antara mereka dengan bantuan tunai yang diperoleh
(Pribadi dkk., 2014). Namun, pemulihan secara mandiri
juga dapat berpotensi mengalami kegagalan akibat

persaingan di antara mereka dalam bekerja sama
dengan pihak lain yang membantu (Ibid.).

Build back better pascabencana dapat tercapai jika
terdapat peranan partisipasi dari penduduk dan kerja
sama dengan berbagai pemangku kepentingan
(Fernandez & Ahmed, 2019). Kerja sama berbagai
pihak menjadi penting karena kondisi pascabencana
identik dengan berbagai keterbatasan, seperti akses
terhadap sumber daya dan finansial. Salah satu
contohnya adalah penyediaan hunian sementara bagi
para penyintas bencana. Hunian sementara (huntara)
adalah hunian transisi dari tempat pengungsian
sementara menuju pada tempat hunian tetap atau
kembali ke rumah masing-masing setelah perbaikan.
Penyediaan huntara selama ini banyak dilakukan secara
swadaya, selain huntara yang disediakan oleh
pemerintah.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki standar huntara
yang berlaku nasional sehingga  berpotensi
menimbulkan tidak seragamnya kualitas huntara yang
ada. Beragamnya kualitas huntara dapat menimbulkan
kesenjangan sosial di antara penduduk yang berhak
mendapatkan huntara. Berdasarkan pendekatan yang
fokus pada penduduk, penyediaan huntara dapat
diwujudkan tanpa menimbulkan permasalahan sosial.
Keterlibatan penduduk akan membuka peluang adanya
partisipasi dan pertimbangkan sistem sosial budaya
setempat.

Berdasarkan pendekatan people-centered, tulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan
pascabencana, khususnya penyediaan huntara, yang
dapat menjadi transisi menuju pemulihan lebih baik
(build back better). Analisis difokuskan pada peluang
dan tantangan dalam mewujudkan huntara yang ideal
bagi penyintas bencana. Untuk mencapai tujuan
tersebut, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi
di Palu, Sigi, dan Donggala menjadi lokus kajian.
Analisis dalam tulisan ini berdasarkan pada data yang
dikumpulkan  dalam  kaji cepat penanganan
pascabencana di Palu, Sigi, dan Donggala bulan
Desember 2018. Kaji cepat tersebut merupakan bagian
dari kegiatan Kedeputian IImu Pengetahuan Sosial dan
Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Tulisan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama
merupakan pendahuluan yang menjelaskan rentang
permasalahan dan gap dalam  penanganan
pascabencana. Bagian kedua menyajikan analisis
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tentang kajian literatur yang terkait dengan pendekatan
yang fokus pada penduduk dan juga penanganan
pascabencana. Bagian ketiga menjelaskan tentang
konteks wilayah penelitian dan pendekatan yang
digunakan dalam melakukan pengumpulan data serta
analisis. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian
lapangan yang menekankan pada proses penyediaan
hunian sementara. Bagian terakhir menyajikan diskusi
implementasi dari pendekatan people-centered dalam
penanganan pascabencana serta tantangannya di
Indonesia dengan studi kasus di Palu, Sigi, dan
Donggala. Pada bagian ini juga dikemukakan
kesimpulan dan strategi pengembangan di masa
mendatang.

PENGGUNAAN PENDEKATAN PEOPLE-
CENTERED UNTUK PENANGANAN
PASCABENCANA UNTUK MEWUJUDKAN
BUILD BACK BETTER

Penggunaan pendekatan people-centered atau berfokus
pada penduduk menjadi perhatian ketika Hyogo
Framework for Action diterapkan selama periode 2005-
2015 yang diwujudkan dengan upaya mengurangi
jumlah korban bencana. Ketika menjelang masa
berakhir di tahun 2015, evaluasi terhadap pelaksanaan
framework tersebut menunjukkan bahwa secara umum
jumlah kematian akibat bencana sudah dapat dikurangi
tetapi jumlah kerugian dan penduduk yang terdampak
semakin meningkat. Hal ini disebabkan penduduk yang
bermukim di daerah yang rawan bencana meningkat
(UNISDR, 2015a).

Bertambahnya jumlah penduduk yang rentan terhadap
bencana mengingatkan kembali bahwa pengelolaan
bencana harus fokus pada penduduk. Salah satu di
antaranya adalah penanganan pascabencana yang sudah
terlihat adanya pergeseran dari sekadar bersifat reaktif
menjadi lebih proaktif (UNISDR, 2015b). Penanganan
pascabencana tidak saja dilakukan untuk memulihkan
kondisi penduduk kembali setelah bencana tetapi juga
menjadi  kesempatan bagi  pemerintah  untuk
mengurangi  kerentanan  melalui  peningkatan
kesejahteraan penduduk (Kennedy dkk., 2008;
Fakhruddin dkk., 2015).

Penggunaan pendekatan berfokus pada penduduk di
dalam penanganan pascabencana masih terbatas jika
dibandingkan dengan penerapannya dalam kesiap-
siagaan bencana dan dalam pengelolaan bencana

lainnya, seperti pada mitigasi dan respons terhadap
bencana. Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
pendekatan yang fokus pada penduduk sudah terlihat
dalam pengembangan sistem evakuasi dini yang
mempertimbangkan Kkarakteristik penduduk secara
beragam dan juga kapasitas di tingkat lokal. Demikian
juga dengan respons terhadap bencana sudah mulai
mempertimbangkan Kkarakteristik lokal serta variasi
dalam masa tanggap darurat. Sementara itu, tulisan
terkait fase rehabilitasi dan rekonstruksi lebih fokus
pada upaya-upaya pembangunan infratruktur fisik,
walaupun di dalamnya terkait pula dengan pemenuhan
kebutuhan penduduk (Berke & Campanella, 2006;
Chang-Richards, 2013; Bilau dkk., 2018; Maly, 2018;
Mannakkara dkk., 2018).

Pendekatan people-centered : Dari konsep ke
aplikasi

Penggunaan istilah people-centered atau fokus pada
penduduk pada awalnya banyak digunakan dalam
konteks pembangunan yang memiliki makna perlu
adanya pertimbangan keadilan, keberlanjutan, dan juga
inklusivitas (Korten, 1984). Terminologi people-
centered yang dimaksudkan oleh Korten sangat
mendalam jika dibandingkan dengan penggunaan
istilah yang sama tetapi disederhanakan hanya sebagai
sebuah partisipasi penduduk saja. Menurutnya, ada
sebuah transformasi sosial yang menimbulkan
komitmen yang besar untuk melibatkan penduduk
secara aktif untuk terlibat pada kapasitas yang mereka
kuasai (Ibid.).

Istilah tersebut semakin banyak digunakan pada tahun
1990-an setelah deklarasi terkait partisipasi penduduk
dan pembangunan berkelanjutan di Manila pada tahun
1989 (APPFPD, 1989). Dalam deklarasi tersebut
disebutkan bahwa untuk mencapai masyarakat yang
berkelanjutan, pembangunan harus dilaksanakan
dengan melibatkan penduduk secara penuh dan
mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ibid.).
Selanjutnya, secara mendunia, penempatan penduduk
pada pusat pembangunan terlihat dari penghitungan
indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh
UNDP dengan fokus pada kualitas manusia, yaitu
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk.
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Penggunaan istilah yang sama kembali banyak
digunakan setelah selama sekitar 20 tahun lebih
pendekatan dalam pengelolaan bencana didominasi
oleh pendekatan top-down (Scolobig dkk., 2015).
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya pada
umumnya mengelola bencana untuk kepentingan
penduduk dan wilayah yang rentan (Ibid.).

Sementara itu, pengelolaan bencana tidak dapat hanya
fokus pada masalah fisik dan infrastruktur semata tetapi
juga pada akar masalah dari bencana, yang terdiri dari
masalah kemiskinan, marginalisasi, dan ketimpangan
sosial (Wisner dkk., 2004; Cannon, 2008; Birkmann,
2013; Lindell, 2013). Hal tersebut menyebabkan
penduduk menjadi rentan dan paling terdampak ketika
terjadi bencana. Dampak bencana tidak hanya
disebabkan karena kekuatan dari bahaya atau hazards
tetapi seberapa rentannya penduduk dan sistem
pendukungnya menghadapi bahaya tersebut (Adger,
2006; Cutter & Finch, 2008; Tapsell dkk., 2010; Walker
dkk., 2010; Kriuger dkk., 2015). Oleh karena itu,
penanganan bencana dan pascabencana sangat penting
difokuskan pada penduduk (Maly, 2018). Penanganan
pascabencana dapat dilakukan sekaligus untuk
mengurangi kerentanan penduduk terhadap bencana.

Pentingnya menempatkan penduduk pada pusat dari
pengurangan risiko bencana secara eksplisit tertera
dalam Sendai Framework yang ditetapkan tahun 2015.
Disebutkan bahwa sebagai kelanjutan dari Hyogo
framework for action yang diberlakukan tahun 2005-
2015 untuk membangunan ketahanan negara dan
masyarakat dalam menghadapi bencana, Sendai
Framework melanjutkannya dengan menekankan pada
pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2015a). Makna
yang tersirat adalah sudah adanya legitimasi pergeseran
dalam mengatasi bencana, yaitu dari manajemen
bencana itu sendiri menjadi manajemen risiko bencana
yang artinya sudah mempertimbangkan aspek
kerentanan atau aspek sosial masyarakat (lbid.).

Penekanan pada akar masalah penyebab kerentanan
juga  bermakna adanya pertimbangan  unsur
keberlanjutan  (sustainability) (UNISDR, 2015a).
Pengurangan risiko saat ini juga harus dapat
menghindari adanya kerentanan dan risiko di masa
mendatang (Adger dkk., 2005; Hallegatte, 2009).
Beberapa studi menunjukkan bahwa strategi
pengurangan risiko bencana saat ini akan dapat menjadi
risiko di masa mendatang jika tidak memperhatikan

aspek penduduk secara partisipatif (Barnett & O’Neill,
2010; Garschagen dkk., 2018).

Pendekatan people-centered dalam penanganan
pascabencana merupakan pendekatan yang melibatkan
penduduk secara aktif dalam berbagai proses
penanganan pascabencana, mulai dari perencanaan
hingga implementasi (Scolobig dkk., 2015). People-
centered juga memberikan pesan bahwa setiap individu
perlu dipertimbangkan dalam proses-proses tersebut
(Ibid.). Dengan berfokus pada penduduk maka
penanganan pascabencana harus melihat penduduk
sebagai korban sekaligus agent of change atau agen
perubahan untuk melakukan pemulihan ke arah yang
lebih baik. Sebagai agen perubahan, penduduk perlu
diberikan ruang untuk mendapatkan kesempatan dalam
memberdayakan diri mereka, adanya kepemilikan,
tanggung jawab, dan partisipasi (lbid.). Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang
terdampak bencana juga merupakan kelompok yang
berpotensi untuk melakukan mitigasi bencana melalui
kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pascabencana
(Chou & Wu, 2014; Chu dkk., 2016).

Dalam  penanganan pascabencana, keterlibatan
langsung dari penyintas bencana dapat membantu
upaya mengurangi kerentanan dan meningkatkan
ketahanan. Lebih lanjut, pemangku kepentingan yang
bermaksud membantu proses pemulihan pascabencana
harus benar-benar memahami karakteristik penduduk
dan wilayah setempat. Hal tersebut merupakan salah
satu dari sembilan proposisi dalam konsep pemulihan
yang lebih baik yang dikeluarkan oleh kantor Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Bidang Khusus
Pemulihan dari Bencana Tsunami (Clinton, 2006).
Modal sosial yang dimiliki para penyintas dapat
menjadi kapasitas untuk membangun kembali sistem
kehidupan mereka (Kennedy dkk., 2008).

Penanganan pascabencana dan pendekatan people-
centered

Pemulihan pascabencana secara ideal diharapkan dapat
menjadi fase transisi menuju keadaan yang lebih baik
atau build back better setelah mengalami bencana
(UNISDR, 2015b). Dalam beberapa hal, penanganan
pascabencana dapat dianggap sebagai sebuah
kesempatan untuk menata kembali sistem perencanaan
pembangunan yang menyebabkan penduduk menjadi
rentan terhadap bencana (Fernandez & Ahmed, 2019).
Pembangunan kembali di Aceh setelah tsunami tahun
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2004 merupakan salah satu contoh upaya mendapatkan
kesempatan melakukan perencanaan berbasis risiko
bencana dan membangun ketahanan penduduk terhadap
bencana (Kennedy dkk., 2008). Penduduk yang rentan
akibat kondisi struktural, seperti penduduk yang
mengalami marginalisasi dalam pembangunan, dapat
memiliki kesempatan mengakses fasilitas untuk
meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi. Namun,
penanganan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan
berpeluang menyebabkan munculnya kerentanan dan
risiko baru di masa mendatang (Fernando, 2015).
Sebagai contoh, pemulihan dengan membangun
infrastruktur yang tidak mempertimbangkan penduduk
secara inklusif akan menyebabkan risiko baru akibat
kegagalan beradaptasi dengan lingkungan yang baru
atau bertentangan dengan nilai dan praktik yang sudah
ada (Adger dkk., 2005; Birkmann dkk., 2010;
Hallegatte dkk., 2013; 2017).

Penanganan pascabencana tidak hanya dapat berpotensi
menimbulkan risiko bencana lingkungan, tetapi juga
bencana sosial. Geipel (1982) menemukan bahwa
selama masa rekonstruksi pascabencana, konflik sosial
meningkat signifikan dibandingkan dengan potensi
yang sama di dalam fase tanggap darurat dan tahap awal
pemulihan. Dalam konteks relokasi, bencana sosial
dapat terjadi karena kondisi pascabencana masih
menyisakan trauma dan kerugian serta kehilangan
berbagai aset. Oleh karena itu, penyediaan tempat
tinggal mereka perlu mempertimbangkan aspirasi para
penyintas bencana. Pilihan-pilihan dapat diberikan
kepada penyintas dan mereka dapat diberikan
kesempatan untuk memutuskan lingkungan yang
mereka kehendaki, tetapi tetap dalam batas yang
disediakan (Geipel, 1982).

Melibatkan  para  penyintas  bencana  dalam
merencanakan penyediaan huntara dan permukiman
kembali bukanlah hal mudah. Oleh karena itu,
perencanaannya harus sudah dimulai sejak sebelum
bencana (UNISDR, 2015b). Di dalam kerangka Sendai
Framework, kesiapsiagaan bencana disarankan sudah
memasukkan kesiapsiagaan menghadapi pascabencana.
Penduduk tidak hanya diberikan informasi tentang
risiko yang ada dan cara menghadapinya, misalnya
melakukan evakuasi, tetapi juga diberikan pengetahuan
bagaimana seharusnya mereka menghadapi situasi
setelah bencana terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan menempatkan penduduk sebagai subjek dalam

penanganan  pascabencana (UNISDR, 2015a).
Penduduk terdampak langsung dan seolah tidak
berdaya, tetapi mereka juga memiliki kapasitas internal
yang dapat diaktifkan untuk memulihkan diri mereka
(Surtiari  dkk., 2017). Penduduk yang terdampak
bencana dapat mengetahui bagaimana mengatur diri
mereka kembali atau mengorganisasi sumber daya yang
dimiliki (Kennedy dkk., 2008).

Build back better atau pemulihan setelah bencana
ke arah yang lebih baik

Build back better atau pulih lebih baik didefinisikan
sebagai proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi
setelah  bencana yang  dimaksudkan  untuk
meningkatkan ketahanan sebuah bangsa dan komunitas
dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana
ke dalam proses perbaikan infrastruktur sistem fisik dan
sistem sosial, serta revitalisasi sistem penghidupan,
ekonomi, dan lingkungan (United Nations General
Assembly, 2016 dalam UNISDR, 2017). Pemulihan
pascabencana dapat menjadi peluang untuk mengurangi
risiko, khususnya dengan mengurangi kerentanan
terhadap bencana. Peningkatan kesejahteraan penduduk
dapat dimasukkan ke dalam program rehabilitasi dan
rekonstruksi. Istilah build back better mulai banyak
digunakan pada tahun 2006 setelah kejadian tsunami
Aceh tahun 2004. Kantor Sekretaris Jendral PBB
mengeluarkan pernyataan tentang proposisi dari BBB
pada tahun 2006 dan menjadi jargon utama dalam
penanganan pascabencana (Fernandez & Ahmed,
2019). Ditekankan bahwa penduduk perlu menjadi
fokus utama dan perlu adanya kerja sama yang baik di
antara pemangku kepentingan.

Istilah build back better atau pulih ke keadaan yang
lebih baik merupakan salah satu prioritas yang
disebutkan dalam Sendai Framework. Kesempatan
untuk menata kembali sebuah masyarakat atau wilayah
terdampak bencana telah diakui oleh berbagai hasil
kajian penelitian (Becker & Reusser, 2016; Wisner,
2017). Daerah yang terdampak bencana dapat mulai
kembali menata perencanaan wilayahnya atau tata
ruangnya yang selama ini masih kurang sensitif
terhadap bahaya vyang ada menjadi lebih
mempertimbangkan risiko bencana yang mungkin
terjadi. Selanjutnya, kemampuan untuk pulih lebih baik
juga akan ditentukan dari kondisi sosial ekonomi
wilayah yang terdampak bencana. Misalnya, potensi
dan konflik sosial yang pernah terjadi (Wisner, 2017).
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Hal tersebut disebabkan  karena  pemulihan
pascabencana juga meliputi adanya perubahan
mendasar di berbagai bidang kehidupan.

Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana
menekankan adanya persyaratan atau kondisi yang
mendukung untuk mewujudkan pemulihan
pascabencana yang lebih baik atau tidak mengakibatkan
munculnya bencana atau risiko baru di masa
mendatang.  Keseluruhan  persyaratan  tersebut
dikelompokkan ke dalam enam aspek, yaitu tata kelola,
ekonomi, ekologi, permukiman, perlindungan sosial
dan juga pelayanan dasar, serta kelompok-kelompok
rentan (Wisner, 2017). Keenam aspek tersebut bersifat
komprehensif dan terintegrasi untuk menyasar akar
permasalahan dari risiko bencana.

Salah satunya yang terlihat secara eksplisit adalah
pemusatan perhatian pada kelompok rentan dengan
membentuk regulasi dan kebijakan yang dapat
memberikan akomodasi bagi penduduk miskin atau
rentan untuk dapat tinggal di kawasan yang terbebas
dari bahaya. Dalam pemulihan pascabencana,
khususnya dalam penyediaan huntara, lokasi
pembangunannya perlu dipastikan bebas dari risiko
bencana. Demikian juga dengan lokasi permukiman
kembali harus dipastikan tidak berada di zona bahaya.
Disebutkan bahwa hal tersebut dapat diwujudkan
dengan melibatkan berbagai komponen mulai dari
pemerintah, organisasi nonpemerintah, akademisi,
swasta, dan masyarakat itu sendiri. Berbagai pihak
harus dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk
memaksimalkan suksesnya pemulihan pascabencana
(Pentaraki, 2013; Fekete dkk., 2017; Mannakkara dkk.,
2018).

Dalam proses transisi untuk pulih menjadi lebih baik,
maka perlu dilakukan proses yang melibatkan penuh
masyarakat agar terhindar dari risiko (Fernando, 2015).
Bahkan, secara ideal, dalam penanganan pascabencana
yang fokus pada penduduk, pilihan untuk relokasi
adalah pilihan yang terakhir (Maly, 2018). Hal tersebut
karena proses pemindahan penduduk akan diikuti
dengan perubahan sistem sosial dan sistem
kehidupannya secara menyeluruh. Penduduk perlu
diberikan pilihan dengan tetap mendapatkan dukungan
dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu contoh pemulihan pascabencana yang
berfokus pada masyarakat dapat ditemui ada
pembangunan kembali pascabencana gempa di

Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2006. Bantuan
yang diberikan oleh pemerintah pada akhirnya dikelola
oleh masyarakat sendiri untuk membangun sesuai
dengan  kebutuhannya (Maly, 2018). Konsep
pembangunan dengan partisipasi dari penduduk
meliputi  keterlibatan  penduduk dalam proses
pengambilan keputusan untuk rumah dan juga site
design (Ibid.). Melalui proses tersebut masyarakat tidak
akan kehilangan sistem sosialnya, tetapi masih dapat
tinggal bersama dengan sistem kehidupan yang sudah
dibangun sebelumnya. Demikian juga dengan
jangkauan dan jarak terhadap sumber penghidupan
yang tetap. Namun, jika relokasi tetap harus dilakukan,
terdapat empat tahapan proses Yyang seharusnya
dilakukan mulai dari proses perencanaan, Vyaitu
rekrutmen  penduduk yang akan  direlokasi,
penyesuaian, formasi penduduk dan ekonomi, serta
serah terima (Fernando, 2010; De Sherbinin dkk., 2011;
King dkk.., 2014; Costas dkk., 2015).

Penyediaan tempat tinggal setelah bencana bukanlah
semata memberikan bangunan fisik tetapi tetap
memperhatikan prosesnya, termasuk pendampingan
yang sesuai dengan kebutuhan penduduk (Kennedy
dkk., 2008; Maly, 2018). Perlu dipertimbangkan juga
keadilan, kesetaraan, dan kelayakan, serta keamanan
dan kenyamanan bagi penduduk (Clinton, 2006).
Namun, penanganan pascabencana selalu identik
dengan penyediaan infrastruktur fisik dan terkait
dengan sumber pendanaan yang cukup besar (Larsen
dkk., 2011; Albright & Crow, 2014; Bilau & Witt,
2016). Hal itu menyebabkan seringkali bantuan yang
diberikan cenderung sesuai dengan yang tersedia
seperti barang yang bukan sepenuhnya yang dibutuhkan
oleh penduduk.

Demikian juga dengan konsep pembangunan huntara,
akan mengacu pada arahan dari pusat dan para
pemangku kepentingan lain yang berkontribusi dalam
proses pemulihan tersebut. Namun, hal tersebut tidak
sesuai dengan ketentuan penyediaan huntara yang ideal.
Oleh karena itu, kolaborasi antara penduduk dan para
pemangku kepentingan harus diwujudkan (Clinton,
2006). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan
huntara adalah sebuah proses, bukan semata
pembangunan bilik untuk tempat tinggal sementara.
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KONTEKS STUDI KASUS DARI BENCANA
GEMPA BUMI, TSUNAMI, DAN LIKUEFAKSI
DI PALU DAN SIGI

Pada tanggal 28 September 2018, sebagian wilayah di
Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabupaten
Sigi, dan Kabupaten Donggala terdampak gempa bumi
berkekuatan 7,4 SR yang kemudian diikuti oleh tsunami
dan likuefaksi. Dampak dari gempa bumi tersebut
cukup besar mengingat jarak pusat gempa hanya sekitar
10 kilometer dari Kota Palu. Kota Palu dan sekitarnya
merupakan kawasan perkotaan yang padat dengan
penduduk beserta infrastruktur vitalnya. Bahkan, Kota
Palu sudah dikembangkan sebagai kota yang
mengandalkan potensi yang ada di kawasan pesisir atau
dikenal dengan istilah water front city.

Tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi tersebut
mencapai ketinggian 3 meter, beberapa titik mencapai
ketinggian hingga 8 meter, bahkan mencapai 300 meter
ke arah daratan (Muhari dkk., 2018; Omira dkk., 2019).
Korban jiwa dan kerugian material yang ditimbulkan
cukup besar, yaitu lebih dari 5.547 jiwa! meninggal dan
sekitar 1.300 jiwa masih dinyatakan hilang? serta
kerugian ekonomi diperkirakan sekitar 13 triliun
rupiah®. Diperkirakan terdapat sekitar 100.000 rumah
yang terdampak dan 4.050 bangunan rumah yang hilang
serta 30.000 bangunan rusak parahl. Namun, jumlah
tersebut juga masih belum bisa dipastikan karena jenis
kerusakan dan kehilangan akibat bencana likuefaksi
khususnya sangat tidak memungkinkan dilakukan
pendataan dengan tepat (Surtiari dkk., 2019). Hasil
kajian sebelumnya juga menemukan beberapa kasus
yang menunjukkan adanya korban jiwa yang berstatus
bukan warga setempat dan sebaliknya banyak bangunan
yang juga tidak terdata dengan tepat sebelum kejadian
bencana (lbid.).

Risiko Kota Palu dan sekitarnya terhadap gempa bumi
dan juga tsunami sudah diketahui berdasarkan
karakteristik geologi wilayahnya. Terdapat sesar Palu
Koro yang masih aktif menyebabkan gempa bumi
cukup sering terjadi (Gambar 1).

! https://www.sheltercluster.org/indonesia-
tsunamiearthquakes-sep-2018/factsheets/2019-03

2 https://www.bnpb.go.id/percepatan-pemulihan-dampak-
bencana-terus-diintensifikan-di-sulawesi-tengah-2113-
orang-meninggal-dunia-dan-1309-orang

Gambar 1. Gambaran kondisi tektonik dan potensi
kegempaan di Pulau Sulawesi
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Sumber: Omira dkk, (2019)

Secara umum, Pulau Sulawesi memiliki sejarah
panjang dalam gempa bumi dan tsunami (Omira dkk.,
2019). Terdapat sekitar empat belas kali terjadi gempa
bumi dan tsunami dalam rentang waktu 1820 dan 1980
(Prasetya dkk., 2001). Tsunami yang terjadi setelah
gempa bumi di Teluk Palu menunjukkan fenomena
yang berbeda dari yang dipahami oleh masyarakat
awam, yaitu rentang waktunya hanya sekitar 6 menit
(Muhari dkk., 2018; Omira dkk., 2019). Akibatnya
waktu untuk menyelamatkan diri bagi penduduk sangat
singkat.

3 https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-
bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah

171


https://www.sheltercluster.org/indonesia-tsunamiearthquakes-sep-2018/factsheets/2019-03
https://www.sheltercluster.org/indonesia-tsunamiearthquakes-sep-2018/factsheets/2019-03
https://www.bnpb.go.id/percepatan-pemulihan-dampak-bencana-terus-diintensifikan-di-sulawesi-tengah-2113-orang-meninggal-dunia-dan-1309-orang
https://www.bnpb.go.id/percepatan-pemulihan-dampak-bencana-terus-diintensifikan-di-sulawesi-tengah-2113-orang-meninggal-dunia-dan-1309-orang
https://www.bnpb.go.id/percepatan-pemulihan-dampak-bencana-terus-diintensifikan-di-sulawesi-tengah-2113-orang-meninggal-dunia-dan-1309-orang
https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah
https://www.bnpb.go.id/kerugian-dan-kerusakan-dampak-bencana-di-sulawesi-tengah-mencapai-1382-trilyun-rupiah

Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 14, No. 2, Desember 2019 | 165-184

Sementara itu, pesisir Kota Palu khususnya memiliki
kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan
infrastruktur vital terletak di sekitar pantai. Hal ini
karena arah pembangunan Kota Palu adalah menjadi
water front city sehingga bagian pantai menjadi pusat
dari aktivitas pembangunan dan permukiman
penduduk. Hal tersebut mengakibatkan besarnya
dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi dan
tsunami pada bulan September 2018. Bencana lain
yang mengikuti gempa bumi adalah likuefaksi yang
terjadi di beberapa titik seperti di Balaroa dan Petobo.
Lokasi-lokasi tersebut mengalami kerusakan yang fatal
sehingga penduduk yang terdampak kehilangan seluruh
aset yang dimiliki baik lahan pertanian maupun rumah
tempat tinggal (Surtiari dkk., 2019).

Besarnya dampak bencana tersebut mengakibatkan
proses penanganan bencana juga mendapat perhatian
yang serius. Walaupun skala bencana ini tidak
digolongkan sebagai bencana nasional, tetapi
pemerintah memberikan perhatian yang lebih karena
lokasi kejadian memiliki nilai strategis dan dalam
waktu yang bersamaan terdapat setidaknya empat kota
dan kabupaten yang terdampak langsung. Menurut
catatan International Federal Red Cross (IFRC)
Indonesia, setidaknya terdapat 173.000 orang yang
terdampak dan perlu mendapatkan bantuan serta
menjadi  bagian  dari  program  penanganan
pascabencana’.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif yang dilakukan pada saat
pengumpulan data lapangan adalah observasi lapangan,
wawa